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PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELCLAAN ZAKAT DALAM KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN
BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)

(STUDI DI KABUPATEN KUDUS)

ABSTRAK

Baitul maal wat Tamwil (BMT) Merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu
yang mempunyai konsep scbagai Baitul maal wat Tamwil, yang berarti lembaga
imi mempunyai dua inti kegiatan pokok, yaitu: Baitul Maal dan Baitul Tamwil.
Menurut fungsinya Baitul Maal bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan
menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang menitikberatkan pada
aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sementara
Baitul Tamwil merupakan lembaga komersiil (Profit motive) dengan pendanaan
dari pihak ketiga, bisa berupa pinjaman atau investasi untuk mengembangkan
usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha
yang dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah. Dengan demikian BMT merupakan
gabungan dua kegiatan yang berbeda sifatnya dalam satu lembaga, yaitu Baitul
Maal yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba dan Baitul Tamwil yang dalam
pendiriannya memang sengaja didirikan untuk mencari keuntungan (laba)

Baitul Maal BMT yang menurut fungsinya bertugas untuk menghimpun,
mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shodagoh (ZIS) yang
menitikberatkan pada aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan
amanahnya maka tidak terlepas dari peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang pengelolaan zakat dimana tujuan pengelolaan zakat adalah
meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan
tuntutan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam
upaya mewujudkan kesejabteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta
meningkatnya hasil guna dan daya guna.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan
“normatif empirik” dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, diperoleh hal-hal sebagai
berikut; -

Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
Dalam Kegiatan dan Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil belum sepenuhnya
dilaksanakan atau belum efektif dilaksanakan hal tersebut dikarenakan:

1. BMT di Kabupaten Kudus belum semuanya ada Dewan Syariahnya;

2. Sebagian besar para pengelola BMT di Kabupaten Kudus kurang
memahami peraturan per -Undang-Undangan vang berlaku bahkan ada
yang tidak tahu sama sekali |

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan
keadaannya yang masih periu  disempurnakan, belum maksimal
disosialisasikan, schingga masih banyak clemen masyarakat yang bukan

' saja memahami isinya tetapt juga befum mengetahui keberadaannya.

Kata Kuncy: Pengelolaan Zakat, Kegiatan dan Pengembangan BMT.
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THE AFPLICATION OF REGULATION NUMBER 38 YEAR 1999
ABOUT THE MANAGEMENT OF ZAKAT (ISLAMIC CHARITY) IN
BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) ACTIVITTES AND
DEVELOPMENTS (STUDY RESEARCH IN KUDUS REGENCY)

ABSTRACT

Baitul Maal Wattamwil (BMT) 1s on integreted Private Board (Balai
Usaha Mandiri Terpadu) that has a concept as Baitul Wattamwil, means that this
board has two main major activities; they are Baltul Maal and Baitul Tamwil.
According to its functions, Baitul Maa! has duties in collecting, managing, and
distributing zakat, infaq, and sodagoh (Z18) Islamic chariiies, that has focused on
social aspect and run based on regulation and trustworthy. Meanwhile, Baitul
Tamwil is a commercial foundation (Profit motive) with the third hand donator;
the donation could be a loan or investment for developing productive efforts to
increase the quality of entreprereurs’ economic activities that tun based on
syari’ah principles. Accordingly, BMT consists of two different activities that
unite in to one single foundation called Baitul Mall that does not have a profit
motivation and Baitul Tamwil that is founded to have a profit motivation.

Accerding to Baitul Mall BMT function, that are to collect, manage, and
to distribute zakat, infaq, and sodaqoh (ZISY Islamic charities, that has focused on
social aspect and run based on regulation and trustworthy, therefore, it always
follows the act Number 38 Year 1999 about the management of Zakat (Islamic
charity), which has a main purpose to increase services for the society when they
gtve their Islamic charity (zakat) based on the religion obligation, an increase in
function and role of religion norm on the occasion to reach society welfare and a
social justice, and also an increase in use results and productivity.

The method used is normative-empirical approach with primary and
secondary data,

The research results and analysis is the application of Regulation Number
38 Year 1999 about Management of Zakat (Islamic charity) in Baitul Maal
Wattamwil activities and developments, officially has not been complete and
effective yet, because of:

1. The BMT in Kudus Regency is not entirely in Syariah Council/Dewan
Syariah yet;

2. Most of the BMT committee personnel in Kudus Regency have less
understanding of the Reguiation rules, moreover, many of them do not
know the Regulation at all.

3. The Regulation Number 38 Year 1999 about the Management of Zakat
(Islamic Charity) with unfinished situation has not been socialized
maxtmally, therefore, the socicty element are either do not understand or
do not know the existence of the Regulation.

Key Word : Zakat (Islamic charity) management, BMT activities and
Development.
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BAB 1

PENDARULUAN

A LATAR BELAKANG

Memajukan Lesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional
ﬁegara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, Untuk mewujudkan tuwuan nasional tersebut bangsa Indonesia
senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental
sepiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup
ﬁerciptanya suasana kehidupan beragama yang keimanan dan ketakwaan terhadap
fuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup
umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa,
cian meningkatnya peran serta masyarakat daiam pembangunan nasional, antara
lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat, '

Zakat sebagat rukun [slam merupakan kewajiban setiap muslim yang
mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka vang berhak
menertmanya.

Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial
yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh
masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi
késejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari

Kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan

! Penjelasan Umum Undang- Undang RT Nomor : 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
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zakat secara profesional dan hertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat
bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berekewajiban memberikan
perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan
pengelola zakat. Untuk maksud tersebut,perlu adanya undang-undang tentang
pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan
keadilan sosial, kemaslehatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai
pengamalan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi
masyarakat dalam menunaikan =zakat sesuai dengan tuntunan agama,
meningkatnya fangsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan
daya guna zakat. |

BMT sebagal lembaga yang mempunyai misi memberdayakan pengusaha
kecil dengan menerapkan prinsip-prinsip syari’ah ternyata telah banyak berperan
dalam membangun perekonomian masyarakat khususnya lapisan bawah dan
karena perannya vang strategis ini akhirnya pada tanggal 7 Desember 1997,
Presiden RI-2 berkenan mencanangkan BMT sebagai lembaga gerakan nasional
dalam rangka memberdayakan masyarakat lapisan bawah.

Istilah Baitul Maal sebenamya telah ada sejak zaman Rosulullah Saw.
Meskipun saat 1tu belum terbentuk lembaga yang mandiri dan terpisah. Baitul
Maal baru berdiri sebagai lembaga ckonomi tesendirt pada masa kholifah Umar
bun Khottob atas usulan seorang ahli figh Walid bin Hisyam. Sejak masa itu dan

masa-masa sesudahnya (dinasti Abasivah dan Umayah) Baitul Maal telah menjadi



mstitusi Negara. Meski tidak semua sumber vang negara milik Baitul Maal, tetapi
Baitul Maal boleh dikatakan merambah banyak urusan, mulai dari penarikan
zakat (Juga pajak), ghoninan sampal membangun jalan-jalan, menggaji tentara
dan para pejabat negara serta membangun sarana-sarana sosial lainnya.

Dalam kontek masa kini, Baitul Maal di masa itu boleh dibilang
menjalankan fungsi sebagai Departemen Keuangan, Ditjen Pajak, Departemen
Sosial, Pekerjaan Umwum dan lain-lain. Secara singkat maka dapat dikatakan
bahwa fungsi dan esensi Baifu/ Maal adalah sebagai lembaga yang menghimpun
dan menyalurkan 718 .2

Di  Indonesia perkembangan lembaga-lembaga  keuangan  yang
menggunakan prinsip-prinsip Islam (syariah) terutama ide untuk memunculkan
bank syari'ah sebagai pilar ckonomi Islam diawali dengan Workshop pada tahun
1990 oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang"’Bunga bank dalam Islam”,
yang diikuti oleh Undang-undang perbankan baru (UU Perbankan No 7 Tahun
1992) bahwa bank tanpa bunga atau bank “syari’zh” bisa didirikan, maka BMI
(Bank Muamalat Indonesia) adalah bank Islam pertama yang direkomondasikan
ke publik. Pendirian Bank Muamalat diikuti oleh pembentukan beberapa lembaga
keuangan mikro seperti BMT bank pedesaan yang beroperasi atas dasar tanpa

bunga.’®

? Wahab Zaenuri, BA7 Sehagai Lewdage Penduksng Lisaha Lkonomi Kecil Yavg Reelandaskon,
Hukum Islam, Makalah dalam Seminar Sehari “Eksistensi dan Prospek BWIT dalam Perkembangan
Hukum Ekonomi Indonesia, Progdi MIH Undip Di Gedung Serba GunaTanggal 10 Maret
2004,Halaman 2.

3 Zainul Arifin, Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Pelwang, tantangan, dan Prospek, Alvabet,
Jakarta, 2000, Halamnan 191.



Berbicara tentang lembaga {(institution) dan instrumen keuangah menurut
pandangan Islam bukanlah persoalan yang sederhana. Selain lembaga-lembaga
yang telah lazim di kenal ditengah-tengah masyarakat Islam, lembaga-lembaga
dan isntrumen keuangan akan selalu mengalami perkembangan, baik kwantitas
maupun kualitasnya sesuai dengan tuntutan masyarakat. Bila diperhatikan teks
hukum yang ada dalam ketentuan syari'ar Islam akan ditemukan beberapa
lembaga dan instrumen keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke
dalam : kegiatan non bank dan kegiatan perbankan. *

Salah satu kegiatan non Bank adalah Zakat, sedang kegiatan Perbankan
dalam kegiatan lembaga keuangan [slam tersebut adalah @ 4/ —Wadi ‘ah, al-
mudhorobah , al-musyarokah, dan ta”i bitsaman al- ajit. |

Baitul Maal Wattamwi! (BMT) Merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu
yang mempunyai konsep sebagai Baitul Maal Wattamwil, yang berarti lembaga
ini mempunyai dua inti kegiatan pokok, vaitu: Baitd Maal dan Baitul Tamwil®
Menurut fungsinya Baitu! Maal bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan
menyalurkan dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) yang menitikberatkan pada
aspek sosial dan inenjalankan sesnai dengan peraturan dan amanahnya. Sementara
Baitul Tamwil merupakan lembaga komersiil (Profit motive) dengan pendanaan
dari pihak ketiga, bisa berupa pinjaman atau investasi untuk mengembangkan
usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha
yang dijalankan berdasarkan prinsip syari’ah. Dengan demikian BMT merupakan

gabungan dua kegiatan yang berbeda sifatnya dalam satu lembaga, yaitu Baitul

4 Suhrawardi K, Lubis, Hukum Fkonomi Islem, Sinar Grafika jakarta, 2000 1al 33

’ Abdullah Kelib, Peranan BMT Sehagai Lembaga Kewangan Non Bank Alternatif(Perspekitif
Hukum Ekonomi Islanr) makalah dalam Seminar Sehari”Eksistensi dan Prospek BMT
dalamPerkembangan Hukum Ekonomi Indonesia,Progdi Magister Tlmu Hukum UNDIP Di gedung
Serba Guna Pasca Sarjana UNDIP tnggal 10 Maret 2004, Hal 2.



Maal yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba dan Baiiul/ Tamwil yang dalam

pendiriannya memang sengaja didirikan untuk mencari keuntungan (laba)

B. PERUMUSAN MASALAH

Baitul Maal Wattamwil adatah merupakan lembaga pembiayaan keuangan
Islam yang berlandaskan Syari’ah Islam, akan tetapi ruang gerak dan orientasi
kegiatannya tidak hanya di bidang keuangan dengan profit motifnya, akan tetapi
juga non profit motif,

Pada zaman Rosulullah Baitu/ Maal menjadi lembaga penghimpun
keuangan negara Islan yang dananya berasal dari hasil rampasan perang, zakat
dan upeti yang diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setiap sumnber
keuangan ite masuk pada negara, dan harta itu disalurkan pada posnya.

Setring dengan perkembangan Tslam, pada masa Umar dibentuk bairul
maal dan kantor (Dewan) yang sudah mulai tertata dengan baik. Lembaga baitul
maal menjadi lembaga keuangan negara yang kegiatannya mengelola dana untuk
kepentingan negara, kebaikan Isiam dan kaum muslimin, serta memberikan dana
untuk tentara guna menyebarkan dakwah dan memperluas kekuasaan

Lembaga—lemBaga Keuangan Istam (Islamic Financial Institutions atcu
iflsg) di Indonesia bisa dilacak kembali ke tahun 1998, ketika pemerintah
meluncurkan Paket Oktober yang meliberalisasi industri perbankan. Beberapa
pakar Musiim sia-sia mengupayakan pendirian bank tanpa bunga di mana-mana.

Walaupun begitu, tak ada kondisi legal yang mendukung pembentukan itu, selain

® Qutb Ibrahim Muhammad, Kebijakan Ikonomi Umenr bin Khottob Terjemahan  Ahmad
Syarifuddin Shaleh,Pustaka Azzam, Jakarta,Hal 23,



daripada klausula yang menyebutkan bahwa bank akan membayar nol bunga
kepada nasabahnya.

Hanya setelah workshop pada 1999 oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia)
tentang “Bunga Bank dalam Islam™, yang diikuti oleh Ul Perbankan baru pada
1992 (UU Perbankan No 7/1992) bahwa bank tanpa bunga atau bank “syariah”
bisa didirikan, maka BMI adalah bank Islam pertama yang direkomondasikan ke
publik. Pendirian Bank Muamalat diikuti oleh pembentukan beberapa bank
pedesaan yang beroprasi atas dasar tanpa bunga.

Walaupun begitu, sebagai Muslim merasa bahwa bank tanpa bunga masih
beroperasi pada bisnis skala tinggi dan menengah, dan tak menyeﬁtuh masyarakat
pada tingkat bawah. Karena itu, mereka membentuk iembaga si mpan-pinjam yang
sama dengan koperasi untuk menlfasititasi kebutuhan pendanaan Islam pada
tingkat_ akar rumput. Lembaga ini, dikenal sebagai Baitul Maal Wattamwil
(BMT), yang tumbuh cepat karena sederhana dan cuma membutuhkan modal
rendah.’

Pada perkembangannya Saiti/ Maal menjadi lembaga yang mengelola
dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dananya diperoleh dari zakat, infaq,
dan shodagoh, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan
pada mustahiq yang berhak untuk kebaikan. Akan tetapi. bagaimana peran dari'
lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang Pengeloalaan zakat, terutama sekali mengenai struktur

pengeloaan zakat yang ada pada BMT, lalu sampaikah kepada yang berhak

7 Zainul Arifin Memahami Bank Syariah Lingkup, Pelwang, Tawtangandan Prospek, Alvabet,
Jakarta,2000,hal 191-192



menerimanya, dan bagaimanakah apabila pendistribusian zakat tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip syari’ah, jangan-jangan dalam kegiatan BMT tesebut

hanyal background Islam saja untuk menank keuntungan yang tidak menerapkan
prinsip-prinsip Syari’ah, karena kenyataannya Baitul Maal/ menyatu pula dengan

Baitul Tamwil yang merupakan lembaga keuangan yéng kegiatannya

menghimpun dan menyalurkan daoa dari masyarakat dan bersifat profit motive.

Berdasarkan apa yang telah dinraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan

adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pensrapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam
kegiatan dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT), dan tercapaikah
tujuan penerapan dari UU tersebut?

2. Apakah hambatan-hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil

(BMT), dan bagaimana konsep atau solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan bukan semata untuk pemahaman empirik apa yang
dilihat, tetapi lebih ke dalam melibatkan interaksi para pelaku dalam kegiatan dan
perkembangan Baitul Macl Wuttarnwil (BMT) terhadap penerapan Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka tujuan penelittan

dapat dirumuskan sebagai berikut.
1. Untuk memahami dan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 dalam kegiaian dan pengembangan Baiiul Maal Wattamwil

(BMT) dan pencapaian tujuan UU tersebut.



2, Untuk memahami dan menganalisis hambatan-hambatan penerapan Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam kegiatan dan pengembangan Buaiful

Maal Wattamwil (BMT) dan memberikan konsep solusi kedepan.

D. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untﬁk keperluan yang
bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk kepentingan
yang bersifat praktis bagi para -pelaku dalam kegiatan Baitul Maal Watiamwil,
1. Secara Praktis
a. Memberikan bahan masukan bagi masyarakat dan pelaku kegiatan
Baitul Maal Wattamwil dalam penerapan Undang-undang Nomor
38 Tahun 1999
b. Untuk memahami dan menganalisis hambatan-hambatan yang
muncul dalam operasionalisasi Baitul Maal Watiamwil dalam
kegiatan dan perkembangannya.
2. Secara Teoritis
Penclitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan
pemikiran dalam pengembangan ilmn pengetahuan khususnya dalam

bidang hukum ekonomi Islam

E. KERANGKA PEMIKIRAN
Salah satu kegiatan Baitul Maal Wattamwil yakni Baitu! Maalnya adalah
menghimpun dana yang berasal' dari zakat, infag, dan shodagoh yang

peruntukkannya jelas. Salah satu ciri khas dari (BMT) adaleh selain mengelola



dana untuk keperluan komersial, BMT juga harus berfungsi sebagai pengelola
dana untuk kepentingan sosial. Dengan demikian tujuan lembaga keuangan Islam
menjadi lengkap sebagai suatu lembaga keuangan yang dapat menyalurkan dana
masyarakat sekaligus memeratakan kesempatan penggunaan dana kepada
masyarakat luas,

Dana ZIS akan diterima oleh BMT sebagai sumber dana vang
pengelolaannya secara khusus dan penyalurannya pun dilakukan secara khusus
pula. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 6
(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh
pemerintah
(2) Pembentukan badan amil zakat -
a. Nasional oleh presiden atas usul Menteri:
b. Daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen
agama provinsi;
¢. Daerah kabupaten atau kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala
kantor departemen agama kabupaten atau kota:
d. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
(3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat
koordinatif, konsultatif, dan informatif.
(4) Pengurus badan «mil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang
memenuhi persyaratan tertentu.
(5) Oraganisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur
pengawas, dan dan unsur pelaksana.

Pasal 7
(1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
(2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh menteri.

Pasual 8
Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan lembaga amil zakat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan,
mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
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Sedangkan pendistribusian zakat menurut ketentuan agama Islam adalah
sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat At-

Taubah ayat 60 sehagai berikut.

Y 5 g 515 A8 3l 5 Lgale Cpbatall 5 pSluall g ol il i aliLad
oS aale Ay A e Ry 8 il i g A Jae By Qae Ul
(60 : 45
Artinya:”Sesungguhnya zakai-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk
hatinya, untuk (memerdekamkan budak), orang-orang yang berhutang,
untuk jalan Allah dan orang-orang uyang sedang dalam perjalanan,
sebagai sesuatu ketctapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS 9:60).
Ayat terscbut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-
kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf /am yang dipakai untuk
menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memeliki hak yang
sama karena dihubungkan dengan huruf weww (salah satu kata sandang vang
berarti  “dan”) yang menunjukkan kesaman tindakan, Oleh karena itu, semua
bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama. Apabila
yang membagtkan zakat itu adalah imam, dia harus membaginya menjadi delapan
bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat,
karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih- payah yang dikeluarkannya
untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat
atas dasar kesamaan hak di antara mereka. Dan jika yang raembagikan zakat 1tu

adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilinya, gugurlah hak

panitia zakat itn, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika
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semua kelompok itu masih ada; jika tidak, zakat itu hanya dibagikan kepada
kelompok yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua
kelompok yang disebutkan dalam firman Allah SWT. Jika memungkinkan, dan
tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut
Jamak itu harus samapai kepada tiga. Jika zakat itu hanya dibagikan kepada dua
kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah
dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang,

Pada umumnya, sckarang ini di setiap negara ada empat kelompok, vaitu
fakir, miskin, orang yang berutang, dan orang vang sedang dalam perjalanan,
Mazhab Syafi’i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau
miskin, sedangkan al-Rawyani dari mazdhab Syafi’i berpendapat bahwa zakat itu
hendaknya dibagikan kepada, paling tidak, tiga kelompok yang berhak menerima
zakat. Dia mengatakan, “Inilah paling tidak fatwa yang harus dilakukan menurut
pendapat mazhab kami.”

Apabila kita cermati lagi tentang pendayagunaan zakat yang ada dalam
Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yait dalam Pasal 16.

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan
ketentuan agama.

(2) Pendayagunaan hasil pengumpuian zakat berdasarkan skala prioritas
kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif,

(3) Persyaratan dan prosedur peudayagunaan hasil pengumpulan zakat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

¥ Wahbah Al-Zuhayly, Zukas Kajian Berbagai Mazhab,Remaja Rosdakarya ,Bandung ,2000,hal
279,



Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat tercantum pada Pasai 28 yang berbunyi sebagai berikut.

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat gyntuk mustahiq ditakukan
persyaratan sebagai bevikut:
a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu
fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, sabilillah, dan ibnussabil
b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi
kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
c. mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing,
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha vang produktif
dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut;
a. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sudah
terpenuhi dan ternyata masih terdapat ketebihan;
b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan;
Pasai 29
Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif
ditetapkan sebagai berikut;
melakukan studi kelayakan;
menetapkan jenis usaha produktif:
melakukan bimbingan dan penyujuhan;
melakukan pemantauan,pengedaiian dan pengawasan;
mengadakan evaluasi ;dan
membuat pelaporan

O A0 T

Pasai 30
Hasil penerimaan infaq, shadagah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat
didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi Syarat
sebagairnana tersebut dalam pasal 29.

Dalam menjalankan usazhanya Buitul Maal Wattamwil (BMT) tidak jauh
berbeda dengan BPR Syari’ah, yaitu menggunakan prinsip-prinsip scbagai
berikut.”

1. Prinsip Bagi Hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan

Baitul Maal Wattamwil (BMT).

? Heri Sudarsono, Bank dan Lembaon Kenawgaw Syari ‘ol (Deskeipsi dan Nustrasi), Fkonomi, FE-
UIL, Yogyakarta, 2003, Hal 89-90.



a. Al-Mudhorobah

Mudhorobah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan, dimana di satu pihak
akan menyediakan dana saja (shohibul-maal), sedangkan di pihak lain akan
melakukan pengelolaan usaha (AMudharib). Dalam kemitraan ini bila untung,
maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan ratio iaba vang telah disepakati
sebelumnya, sedangkan bila terjadi kerugian imbalan dan keterampilan manajerial
(managerial skill} yang diberikan kepadanya.

Keberadaan A/-AMudhorobah didasarkan pada :

a) Al-Qur’an Surat Al-Muzammil (73) Ayat 20 :
(20 = o yall) dil Gamd (g i oYY (B o ming gAL

Artinya ; “.. ... Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di
muka bumi mencari sebagian karunia Aliah SWT .

b) Hadits Rosufullah SAW menyatakan :

(ste b il OIS A Al ade Wl e 00 7 dde Bl Gilie e
aleai ¥ g dida ) 08 5 Mo Jad ¥ (f - G e Yle ol 131+ Uyl
Grias a8 Sl e Ld Cled B dawe Ol 8 4g J38 Y s 3

(wolee Od ol 5)) Hl

Artinya:“Diriwayatkan olch Ibnu Abbas, bahwasanya Sayyidina Abbas,
jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara
mudhorobah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa
mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau
membeli ternak yang berparu-pary basah. Jikalau menyalahi
peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana
tersebut.  Disampaikanmya  syarat-syarat tersebut  kepada
Rasulullah SAW, dan beliaupun memperkenankannya .



Dalam Hadits lain Rasulullah SAW menyatakan :

O S (‘*L-“J 4_11::“ A% rL‘.é_:l“ Ol A i e ) Cugee (i
c‘_g‘))@..\l\y Qﬂﬂﬁm’d\gﬂ\hﬁjuv’@ijdgi (;‘t;u]\ : AS‘):\J!
(i alhuly dala O

Artinya : “Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah bersabda : “tiga perkara
didalamnya terdapat keberkatan (1) Menjual dengan

pembayaran kredit ; (2) Mugaradhah {Mudharobah); (3)

Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah
dan bukan untuk di jual ( HR. Ibnu Majah)”.

b. Al- Musyarakah

; Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan usaha antara dua pihak
atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek, dimana masing-masing pihak berhak
atas segala keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing, dan
berhak untuk ikut serta, mewakitkan, membatalkan dalam pelaksanaan atau
manajemen usaha tersebut, serta beitangung jawab terhadap segala kegiatan yang

terjadi sesual dengan porsi penyertaan masing-masing.

Sebagai dasar hukumnya dapat dilihat dalam ;
a) Al-Qur’an surat As-shad (38) ayat 24 :

(24 : =) .. ladlalil slae ¢ 1 giad A1 Y1 Ginny (o againn ad ol el 587
Artinya : “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berkongsi itu sebagaian mereka berbuat dzalim kepada sebgaian

yang lain, kecuaii orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal shaieh...”,



b) Hadits Rasulullah :

O olle Sl KB W s 1 B 5 alog agle dille 4) g8
(pSa 55 3399540 o) 5)) Lagy (3o oy 4315 1308 daalia Lt o

CAg alle S E CSE Wy M B QB alag agle il e 41
(pSasd 5 251058 ol 53) Leglyy (po ctan A 3l 13U Amlia Laaal

Artinya : “Bahwa Rasulullah SAW telah berkata , saya menyertai dua pihak
yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak
menghianatt yang lainnya ,seandainya herhianat maka saya keluar
dari pernyataan ity (HR. Abu Daud )"

2, Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya
BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian
barang atas nama BMT, dar kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual

barang yang telah dibelinya tersebut dengan mark-1p. Keuntungan BMT nantinya

akan dibagi kepada penyedia dana.

a. Bai’al-Bitsaman Ajil

Bai'al-bitsaman Ajfil (Prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran
diangsur), diartikan sebagai suatu pembiayaan penuh, yang merupakan talangan
dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati, dengan
sistem pembayaran angsur.

Prinsip ini dinyatakan dalam Al-qur’an Surat An-Nisa (4) ayat 29

OB S ad 0S5 o) Y1 Ol oSy oS gall IS BY i @it
(29 : sl .. aSie aal i



Artinya :“Hal orang-orang yang beriaman, janganlah kamu memakan harta
(hak) sesamamu dengan jalan curang (bathil), kecualt dengan cara
perdagangan yang berlaku dengan sukarela (suka sama suka)
diantara kamu ...”.

Kemudian dalam Hadist Rasulullah SAW :

Db COE Ol ¢ aluy dile Sl LAl B Ale il cupen O
a\J_)) czuﬂ‘j Canall _‘Hx.m_]‘)eﬁ'l .L:.E..J":u.éa_)\f.é‘oﬁ'l_gd;ﬁ {5556.}:\3') ;4.5).3]3
(asbe

Artinya : “Dari Suhaib r.a. Bahwa Rasufullah bersabda : “tiga perkara
didalamnya terdapat keberkatan (1) Menjual dengan pembayaran

kredit, (2) Mugaradhah (Mudharobah ); (3) Mencampur gandum

dengan tepung untuk keperiuan rumah dan bukan untuk di jual ( HR.
Ibnu Majah)”. »

3. Sistem Non —profit
Sistem yang disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan

pembiayaan yang bersifat sosial dan komersial. Nasabah cukup mengembalikan

.pokok pinjamannya saja.

a. Al-Qardhul Hasan
Prinsip Al-Qardhul Hasan ini dapat diartikan sebagai prinsip pemungutan
biaya admimistrasi atas pinjaman kebijakan tanpa tambahan lainnya. Lembaga
1 pada désamya merupakan suatu jenis pembiayaan penuh atau sebagian,
yang merupaxan talangan dana baik tunai maupun pengadaan barang, disertat
dengan kewajiban membayar biava administrasi, dengan sistem pembayaran

tangguh atau dicicil, sesuar dengan kesepakatan.



Keberadaan lembaga ini mendasarkan pada:

a) Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 245 .
(542 : 5l 558 Wlauial 4] diniasd Vs U j8 i) ia iy (033 (4

Artinya : “Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWt pinjaman
yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran
kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”

b) Hadist Rasulullah SAW, berbunyi sebagai berikut:
Ll oS e S dl Ce i e alus dgle Bl bes ) oy JU8
(oo ol ) 4l Oso

Artinya :“Dart fbnu Mas’ud ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tidaklah
seerang mushim meminjamkan dua kali , kecuali sama baginya
dengan memberi sckaali “. Kemudian hadits yang lain Rasulullah
besabda: “ Barang siapa telah melepaskan saudaranya yang muslim
satu dari kesusahan- kesusahan dunia, maka Allah SWT akan
melepaskan satu kesusahan di yaumil iyamah, Barang siapa telah
membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia, maka Allah SWT
akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah SWT
senantiasa membanty seorang hamba, selama hamaba tersebut
membantu saudaranya (HR. Muslim).

4. Akad Bersyarat

Akad bersyara; adalah kerjasaina antara dua pihak atau lebih dan masing-
masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian
pembagian keuntungan / kerugian yang disepakati.
5. ' Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak untuk

melunasi utangnya beserta bagi hasii setelah jangka waktu yang telah ditentukan,
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- Pembiayaan al-Murabahah (MBA)

- Pembayaan al-Bai’ Bitsaman Ajil (BBA}

- Pembiayaan al-Mudharabah (MDA)

- Pembiayaan al-Musyarakah (MSA}

Selanjutnya untuk meningkatkan peran Baitul Maal Wattamwil (BMT)
dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka Baitul Maal Wattamwil (BMT)
terbuka untuk menciptakan produk baru, tetapi pfoduk tersebut harus memenuhi
syarat

a. Sesuai dengan Syarias dan disetujui oleh Dewan Syariah.

b. Dapat ditangani oleh sistem operasi Baitul Maa! Wattamwil (BMT)

bersangkutan.

¢. Membawa kemasliahatan bagi masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses yang berupa rangkaian langkah-
langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis yang berguna untuk
memperoleh pemecahan masaiah atati mendapatkan jawaban atas pertanyaan
tertentu. Dimana dalan langkah-langkah yang dilakukan tersebut harus sesuai,
dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, schingga diharapkan
penelitian ini mempunyai nilai cukup memadai serta memberikan kesimpulan
yang tidak meragukan'’,

Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan, penelitian merupakan kegiatan

akademik yang meaggunakan penalaran empirik dan ataun non-empirik dan



memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan. ' Sedangkan
Metodologi Penelitian menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah:’

“Menguraikan dalil logika,dalil postulat-postulat (pernyataan vang kebenarannya
tidak perlu dibuktikan lagi, karena sudah jelas dengan sendirinya bagi semua
orang: self evidence) atau proposisi-proposisi (pernyataan yang masih harus
dibuktikan kebenarannya), yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dan
proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian. Kemudian memberikan
alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk dalam memilih alternatif itu serta
membandingkan unsur-unsur penting dalam rangkaian penelitian. Bila
keseluruhan pengetahuan yang demikian ditujukan secara khusus untuk

melakukan penelitian di bidang ilmu hukum, atau secara khusus untuk melakukan

penelitian bahan hukum sebagai sasarannya, maka di sebut metodologi penelitian
hukum”.

Dari pendapat tersebut, peneliti akan memilah-milah, pernyataan yang
kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, karena memang sudah jelas dengan

sendirinya bagl semua orang dan pernyataan mana vang masih harus dibuktikan

kebenarannya.
1. Spesifikasi Penelitian

Ronny Hanitijo Soemitro mengatakan, bahwa ditinjau dari spesifikasinya,
penelitian terdiri atas penelitian diskriptif, penelitian infrensial, penelitian

kepustakaan, penelitian lapangan, penelitian eksprimental, penelitian eksploratif

dan penelitian verifikatif. "

19 Zainal Arifin Dilaga, dikutip das Muhaimin, Tesks, JFhsistensi Rank Syaniiah dan

Pengembangannyc i Indonesia,Undip, 2001 Halaman 34,

" Ronny Hanitijo Soemitro, Casaran Kuliah Mairikilasi, Mahasiswa Baru Program Magister mu
Hukum Undip tahun 2003,

2 Penelitian Metodologi Itmu Sosial, Undip, Semarang, Tanggal 14-15 Mei 1999,dan bandingkan
dengan Romny Hanitijo Soemitro, dalam AMakalah Pelatian  Meiodologi limu  Sosial,
Undip,1999,Halaman 10.

' Ronny Haritijo Soernitro, dikutip dari Iskandar WibawaKebijakan Perumusan Pidana ganti
Rugi dalam Perabaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,Tesis Program Magister Ilmu Hukum
Undip,Semarang ,2004,Halaman 13.
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Ditinjau dari pembagian tersebut, maka penelitian ini merupakan “penelitian
diskriptif analistis “ adapun yang dimaksud dengan penelitian “diskriptif
analistis” adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara
menyeluruh dan sistematis mengenai Penerapan Undang —Undang Nomor 38
Tahun 1999 Tentang Pengeiolaan Zakat dalam Kegiatan dan Pengembangan

Baitul Maal Waitamwil,

2, Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan rormatif empirik, pendekatan normatif dilakukan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelelaan zakat dalam kegiatan
dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagal bahan utama untuk
mengﬁngkapkan permasalahan vang diteliti, pendekatan empirik digunakan,
karena melihat hukum tidak semata-mata scbagai suatu perangkat aturan
perundang-undangan saja yang bersifat rormatif, tetapi hukum dilihat sebagai
perilaku  masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan
masyarakat, sclalu berinteraksi dan berhubungan dengan politik, ekonomi, sosial
dan budaya. Berbagai' temuan lapangan vang bersifat individual akan dijadikan

bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan

berlandaskan pada ketentuan-keteniuan normatif.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data



21

skunder. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian vaitu pengelola
Baitul Maal Wattamwil (BMT), sedang data sekunder diperoleh dari kepustakaan. .

Namun karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum rormatif, maka
lebih menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer bersifat
penunjang, vakni untuk melengkapi data sekunder.

Data sekunder yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primar

1. Peraturan Perundang-Undangan vang berkaitan dengan Pengelolaan zakat:
Undang- undang Normor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.

2.. Keputusan Menteri yang berkaitan dengan pengelolaan zakat Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
Zakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Literatur yang sesuﬁ dengan masalah penelitian

2. Hasil penclitian yang berakitan dengan pengelolaan zakat dan kegiatan
{(BMT})

3. Makalah-makalah, berbagai hasil . seminar, tulisan ilmiah yang ada
kaitannya dengan penelitian

¢. Bahan Hukum Tersier
1. Kamus hukum
2. [Lnsiklopedia

3. Berbagai majalah hukuem yang berkaiten dengn penelitian.
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4. Metode Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data diperlukan terkumpul, maka akan diidentifikasikan dan
digolongkan sesuai dengan pénnasalahan. Data yang diperoteh kemudian disusun
secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai
kejelasan masalah yang akan dibahas.™
Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisa kualitatif
yaitu suatu tata cara penelitian vang menghasiiakan data diskriptif analitis, vaitu
apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan Juga perilaku

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.'®

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diusulkan dalam penelitian ini pada akhimya nanti

akan disusun dalam bentuk tesis yang sistematikanya sebagai berikut.

Bab I Dalam bab ini akan diuraikan tentang: latar belakang,
perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, manfaat
penelitian metode penelitian, yang meliputi: metode spesifikasi,
metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode
peng'o.lahan dan analisa data.

Babll  Dalam bab ini akan divraikan hal-hal yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya,
terutama bahan-bahan kepustakaan yang dapat dipergunakan

sebagai landasan dalam kerangka analisis. Bab II ini akan diberi

" Ronny Hamtijo Seemitre, Metadologi Pevelition, Fukwn dan Yueimewi, Ghalia Tndopesia,
Jakarta,1990,halaman 51.
1 Soerjono Seckanto, Penguntar Penelitian Hukum, UT Pres, Jakarta, 1986 Halaman 10.



Bab III

- Bab 1V

Judul Tinjauan Pustaka, hal-hal yang akan dibahas ;meiiputi ;
Prinsip-prinsip kegiatan Baitul Maal Wattamwil (BéMT) dan
pemasalahan-permasalahan yang muncul dalam oprasionalisasi,
baik dari aspek hukum maupun dari aspek ekonorﬁi dengan
mengﬂunakan analisis secara konseptual dan oprasmnahsasmya
di dalam masyarakat serta uraian mengenai teori- teon vang
digunakan dan mengapa teori tersebut dijadikan acuan.:

Dalam bab ini akan divraikan tentang pembahasanédan hasil
analisis.  Yamg meliputi tentang gambaran umum Miyal1 studi
di Kabupaten Kudus, cksistensi BMT di Kabupatein Kudus,
Produk yang ditawarkan BMT Kudus Dalam teori da;'n praktek
Baitul Maal Wattamwil. Disamping itu, dalam babé ini juga
menganalisis penerapan Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999
dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Maal PfVattamwil
(BMT), menganalisis hambatan-hambatan dalam p;enerapan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ‘dalam kegifatan dan
pengembangan  Baitul Mol Watiemwil  (BMT) d:ari segi
peraturannya yang menjadi fokus penelitian ini. :

Sebagai bagain akhir dari tesis ini adalah bab penu‘@up yang
berisi kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. ban Juga

menguraikan  saran-saran atau tekomondasi  atau  konsep
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kedepan guna perbaikan selanjutnya, yang merupakan wujud

dari konstribusi peneliti dalam penelitian ini.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A, PRINSIF-PRINSIP DAN KEGIATAN BAITUL MAAL WATTAMWIL
(BMT)

A.l.  Prinsip-Prinsip Baitul Maal Wartamwil (BMT)
Dalam menjalankan usahanya Baitul Maal Wattamwil (BMT) tidak jauh.

berbeda dengan operasional Bank Islam yaity menggunakan prinsip-prinsip;

A2, Prinsip Al Wadiah (Simpanan atau Titipan)

~ Kata wadiah berasal dari kata wada'a asy sya .', berarti meninggalkannya.
Dinamai sesuatu yang ditingalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan
sebutan godi'ah, lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan."
Wadiah adalah akad penitipan barang atau uwang antara pihak vang
mempunyal barang atau 'uang dengan pthak yang diberi kepercayaaan dengan
tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang

tersebut. Berdasarkan jenisnya, wadich terdiri atas dua macam yaitu ;2
1) Wadiah yad amanah yakni akad penitipan barang atan uang dimana pihak
penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang
dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang

tittpan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

' Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 13, Alih bahasan Kamaluddin A.Marzuki. Al Ma’anf
Bandung, 1987, Halaman 74.

* Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Ferbankan Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti
Bandung, 2002 hal. 17-18
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2) Wadiah yad dhamanat, yakni akad penitipan barang atau uang di mana pihak
penerima tittpan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat
lﬁemanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap
kehilangan atau kerusakan barang atau titipan. Semua manfaat dan
keuntungan yang diperoleh dalam penggunaaan barang atau tersebut menjadi
hak penerima titipan.

Dasar hukum wadiah dapat dijumpai dalam Al-Qur’an, yakn; :
(58 1 elusill) Ledal I UiLaY s of oS ey il

Artinya : ”Sesugguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
(titipan) kepada yang berhak menerimanya.”(QS.4: 58).

(283 :'SJEQ:\I) a3yl (3 g atial iyl Lgﬁllf)j:g.\é\_m;‘;&.'aag&al Ol

Artinya : “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayal scbagai yang lain,
maka hendakiah vang dipercayai ity menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah ia  bertakwa kepada Allah

Tuhannya”.(QS.2 : 283).
Di samping itu, hadits-hadits Rasul yang dapat dijadikém rujukan dasar
akad transaksi wadiah ini, yakni :
Oe A3 Y g i (e M ALY Y 2 alu g e ol a1 J gy JI5
(@i&aﬂ\ o) 5.)) Sl

“Berkata Rasulullah SAW sampaikaniah (tunaikanlah) amanat kepada yang
berhak menerimanya dan jangan membalas kepada khianat kepada orang yang
telah menghianatimu”(HR . Abu Dawud dan Tirmidzi).

| (520 il ol 5 ) clila
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“Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah SAW, telah bersabda_.
"Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada salat bagi
yang tak bersuci”.(HR. Tabrani).

Bank berdasarkan prinsip wadiak ini dapat menerima titipan nasabah
baik berupa nang, barang atau surat-surat berharga yang tujuannya untuk

disimpan dan bank rner.nperolehfee sebagai imbalan.

A.3. Prinsip Syarikah atau Musyqrakah (Bagi Hasil).

Instrumen penting yang digunakan oleh perbankan I[slam untuk
menyediakén pembiayaaan adalah musyatakah atau penyertaaan modal (equity
participation). Istilah lain yang digunakan untuk musyarakah adalah sydrikah atau
syirkah. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan partnership. Lembaga-
lembaga keuangan Islam menerjemahkanya dengan istilzh participation
financing. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kemitraan,
persekutuan atau perkongsian.’

Syirkah berarti ikhtilath (percampuran). Para fugoha mendefinisikannya
sebagai akad antara orang-orang vang berserikat dalam hal modal dan
keuntungan.*

Secara sederhana musyarakah dapat diartikan akad kerja sama usaha
patungan antara dua pihak atau iebih pernilik modal untuk membiayai suatu jenis
usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan
nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Bank di sini
melakukan usaha pembiayaan dengan cara penyertaaan modal ke dalam suatu
perusahaan yang menerima pembiayaaannya. Bank bersama mitra usaha

mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang

* Sutan Remy Sjahdeini, Perbarnkan Islam dan Kedndwkannya dalam Tata Hukum Perbeamkan
Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, Hal 57
* Sayyid Sabig, OpCit, Hal 174
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dibiayai. Porsi pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan
pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar perjanjian kedua belah
pihak._ Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama
sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Daiam hal ini, bank dapat ikut
serta mengelola usaha tersebut,

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bila musyarakah atau syirkah
dilakukan sebagai transaksi perbankan atau lembaga pembiayaaan tidak lain
merupakan usaha patungan (join ventura) dengan para mitranya terdiri atas bank
atan lembaga pembiayaan dan pengusaha (nasabah).

Sebagai usaha patungan, maka dapat diberlakukan sermua ketentuan yang
biasanya berlaku bagi perjarjian usaha patungan di antara para mitra usaha. Dapat
pula musyarakah ini dilakukan sebagai suatu modal venrura.

Sebagai dasar hukum syartkah dapat dijumpai dalam Ai-Qur,an, yaitu :
(12 1 e luailly Calill 5 1S )5 agd sy SIS

“Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu
dalam yang sepertiga.”(QQS.4 :12).

‘J—"-“l L.).--‘:?‘El bk U"-‘"—"—’ u—‘c ?ﬂ"‘:"-’ cs"—“-! ¢ Unlall (e ‘_):‘:-.‘S U‘_B

“Artinya :Dan sesugguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat
itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali
orang-otang yang beriman dan mengerjakan amal! yang saleh”. (Q.S

38:24)
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Terdapat pula dasar akad musyarakah dalam hadits Rasulullah SAW yaitu:

U‘;#}%&\é@ﬂldﬂJdﬁ;mﬁ!wJ5ﬁﬁ@‘L')D
Cia 3 Anbin Lavaal (A O 4l Lananl ¢S alla (080 0B

(Jjﬂjj.gia$‘3_))1.n@_°\§.g(_'}.n

Artinya : Dari hadits Qudsi yvang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa
Rasullah SAW telah bersabda : “Allah SWT telah berkata
kepada sava; menyertai 2 (dua) pihak yang sedang berkongsi
selama salah satu dari keduanya tidak menghianati yang lain,
seandainya berkhianat, maka saya ke luar dari penyertaan
tersebut tersebut”. (HR.Abu Dawud).

Juga hadist lain yang artinya "Rahmat Allah SWT tercurahkan atas 2 (dua
pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan penghianatan,
manakala berkhianat, maka bisnisnya akan tercela dan keberkataan pun akan sirna
dari padanya”. (HR Abu Dawud, Baihaqi dan Al Hakim).

Secara garis besar musyarakal dapat dibagi kepada syarikah amlak dan
syarikah uqud. Syarikah amlak berati cksistensi suatu perkongsian tidak perlu
kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya.Sedangkan
syarikah ugqud berarti perkongsian yang terbentuk karena suatu kontrak. >

Atas dasar prinsip musyarakah bank bersama nasabah sepakat untuk
membuka letrer of credit untuk membeli barang. Bank meminta kepada nasabah
untuk menyetorkan sebagian dana dari harga barang yang dibeli atas dasar prinsip
wadia. Selanjutnya, Bank membayar kepada bank koresponden dengan

menggunakan dana yang diterima kepada nasabah dan dana bank sendiri yang

merupakan bagian pembiayaan masing-masing. Apabila barang tersebut sudah

* Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Istam, Universitas 1slam Indonesia
Press, Yogyakarta,2000,hal. 11.
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dijual, bank dan nasabah memperoleh sesuai dengan akad vang disepakati

sebelumnya. Di samping itu, bank juga dapat memungut fee atau komisi atas

penyediaan fasilitas tersebut.

Bentuk syirkah amiak ini terbagi atas :

9

b)

Amlak jabar, yang terjadinya secara otoimatis dan paksa. Otomatis
berarti tida'k memerlukakan kontrak untuk membentuknya. Paksa
berarti tidak ada aiternatif untuk menolaknya. Hal ini terjadi dalam
proses waris-mewaris, manakala 2 (dua) saudara atau lebih menerima
warisan dari orang tua mereka.

Amlak ihktiar, yang terjadinya secara otomatis, tetapi bebas, Otomatis
berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Bebas berati

adanya pilihan untuk menolak. ®

Pada umumnya figh membedakan syirkah wqud menjadi 5 (lima) jenis,

yaitu :

(a) Syirkah inan;

(b) Syirkah Mufawadhah;
(¢) Ayirkah Wujuh,

(d) Syirkah Abdan;

(e) Syirkah Muaharabah.
(@) Syirkeh Inan.

Dalam syirkab jenis ini disyaratkan :

% 1hid. Hal. 11
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1) Penyertaaan modal tidak disyaratkan sama, dibolehkan salah

satunya menyertakan modal lebih banyak dari yang lain;

2) Hak dan wewenang para pihak tidak harus sama, boleh pula salah

satu pihak sebagai penanggung jawab, sedang yang lainnya tidak;

3) Prosenlase pembagian hasil keuntungan tidak harus: sama,

disesuaikan dengan kesepakatan mercka berdua. Apabila usaha
mereka mengalami kerugian maka prosentasinya, didasarkan pada
modal masing-masing. ’

(b) Syirkak Muwafadhah,

Dalam syirkah Muwafadhah disyaratkan

(1) Samanya modal masing-masing. Seandainya salah satu partner
memiliki lebih banyak permodalan, maka syirkah tidak sah.

(2; Mempunyai wewenang bertindak yang sama. Tidak sah syirkah
antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh,

(3) Mempunyai agama yang sama. Syirkah muslim dengan non
muslim tidak sah.

(4) Masing—masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia beli
dan jual. Seperti kalau mereka menjadi wakil. Tidak dibenarkan
salah satu di antara mercka mempunyal wewenang dari yang
lainnya.3

(c) Syirkah Wujuh.

7 Sayid Sabiq di kutip dari Rahmadi Usman, SH, dspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 21.
8 Savyid Sabiq, Fikih Sunnah, Al Ma’arif, Bandung, 1987, halaman 196
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Dinamakan syirkah wujuh karena dalam syirkah ini para sekutu
- berlandaskan kepada wujuh, vaitu kepercayaan, wibawa, dan nama
baiknya saja.unsur modal tidak diperlukan. Keuntungan akan di bagi
sesuai dengan kesepakatan bersama di antara sekutu syirkah wujuh.’
Memrut Hanafi dan Hambali, syirkah im boleh dan sah karena suatu
bentuk pekerjaan. Untuk syirkah ini dibolehkan berbeda pemilikan dalam
sesuatu yang dibeli, sehingga nanti keuntungan menjadi milik mereka,
sesuai dengan bagian (tanggung jawab) masing-masing. Sedang Syafi’i
dan Maliki menganggap syirkah ini hathil (tidak salh). Karena yang disebut

Syirkah hanyalah dengan modal dan kerja. Sedangkan dalam unsur ini
dalam syirkah wujuh tidak ada. '°

(d) Syirkah Abdan,

Syirkah abdan {fisik) disebut juga syirkeh amal (syirkah kerja),
syirkah shanai (syitkah para tukang), atau syirkah tegabul (syirkah
penerimaan).'’ Syirkah ubdan syarikah sekérja di mana 2 (dua orang atau
lebih yang sama atau berdekatan bentuk kerjanya menerima pesanan dari
pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama.

Dengan demikian, dalam syirkah abdan ini disyaratkan :

1) adanya bentuk kerja yang sejenis atau tidak jauh berbeda;

2) adanya kerjaaan yang merupakan pesanan orang lain;

3) baik keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama-sama
sesuia dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh

mereka sendiri.

® Ibid, halaman 197
@ 1% Tbid, halaman 198
; ! Ibid. halaman 198

2 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank [slam,Yogyakarta: Universitas [slam
Indonesia Press, 2000 halaman 23.
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(VS )

(e} Syirkah Mudharabah

Sungguhpun pada dasamya mudharabah dapat dikategorikan ke

" dalam salah satu bentuk syirkah atau musyarakah, namun para

cendekiawan figih Islam meletakkannya dalam posisi yang khusus dan
memberikan landasan hukum yang tersendiri."” Mudharabah adalah akad
antara pemilik pihak modal, yang disebut shahibul maal dengan pengelola,
vang disebut dengan mudharib untuk mempercleh pendapatan atau
keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan
nisbah yang disepakati di awal akad. Dalam hai ini shahibul maal tidak
dibenarkan 1kut dalam pengelolaaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat
usukan dan melakukan pengawasan. Apabila uszha yang dibiayai
mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh
shahibul maal, kecuali apabila kerigian tersebut terjadi  karena
penyelewengan atau penvalahgunaan oleh mudharib. Filsafat dasar
pembiayaan mudharib untuk menyatukan imodal dengan labaur (skill dan
enfrepreneurship) yang selama ini senantiasa ferpisah dalam sistem
konvensionzl, karena memang sistem tersebut diciptakan untuk menunjang
mereka yang memiliki modal. Dalam mudherabah akan tampak jelas sifat
dan semangat kebersamaan serla keadilan. Hai ini terbukti melalui

kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dialami proyek dan

'3 Ibid, halaman 14.
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ﬁlembagikan keunturigan yang membengkak di waktu ekonomi sedang
booming."

Berdasarkan kewenangan vyang diberikan kepada mudharib,
mudharabak dibagi meniadi mudharabah mutlagah dan mudharabah
muqayyudan. Dalam  mudharabah  mutlagoh, mudhorib  diberikan
kekuasaan penuh uniuk mengelola modal dan tidak dibatasi, baik
mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya. Sedangkan dalam
mudharabah muqoyyadah, shahibuul maal menetapkan syarat tertentu
yang harus dipatuhi munadrib, baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis
usaha. Dalam skim ini mudarib tidak diperkenankan untuk mencampurkan
dengan modal atau dana lain. Pembiavean mudharabah mugayyadah
antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksadana.

Dasar hukum transaksi pembiaayaan mudharadah ini dapat kita
junpai, baik dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun ljma. Al-Qur-an

menyebutkan :

(20 ¢ Joally il Jumd cae g g5 i V13 O 9 iy (503 5

-

Artinya :"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi, mencari sebagian
karunia Allah”. (Q.5.73:20).

AM“JJSJ‘JAM]dmﬂwﬁjuJ\JuAJ‘ﬂ‘&\jJumuaMlmsb\s

(10 @ Qraadly 5ald il f 5

'* Karnaen Perwataatmaja dan Muhammad Syafi’l, dikutip dari Rachmadi Usman, Aspek-Aspek
Hukum Perbanian Isiam di Indonesia, PT.Chra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 24.
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Artinya ”Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu
di muka bumi; dan carilah; dan cartlah karunia Allah dan ingatlah Allah
sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung(QS.62:10).

(198 54l ?s;_)m)@ljugutcu;esgc g
Artinya:"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil
perniagaan} dari Tuhanmu.” (QS.2 :198).

Dari ayat tersebut jelaslanh kalau mudharib 1tu merupakan sebagian
dari orang-orang yang mencari karunia Allah, yang berasal dart hasil
investasi yang diusahakannya.

Di samping itu, juga terdapat beberapa hadits yang menjadi dasar

- transaksi pembiayaan mudharabah ini, yaitu ;

a\_g_))@.}ﬂy k@ML&J@lLﬁJMJlﬁA\J@\QI&J;3\5_)4}1
(4ala

Dari Subaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda ”Tiga perkara di
dalammnya terdapat keberkatan:menjual dengan pembayaran secara kredit,
mugaradkah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur gandum
dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk di jual”(HR. Ibnu
Majah). "

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya sayyidina Abbas jika
membertkan dana ke iniira usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan

agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang

'3 Ibid. halaman 25,
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berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi
peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.
Disampaikanlah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan Dia pun
memperkenankannya, '°
Syarat-syarat mudharabah sebagai berikut :
(1) Modal
a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal
beroentuk barang-barang, maka barang tersebut harus dihargakan
dengan harga semasa dalam uang yang beredar atau sejenisnya.
b) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
¢) Modal  harus  diserahkan  kepada  mudharib,  untuk
'memungkinkatmya melakukan usaha.
(2) Keuntungan
a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari
keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan
dituangkan dalam kontrak.
¢/ Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib
mengembalikan seluruh atau sebagaian modal kepada shahibul
maal atau rub al maal."’

Mudharib pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsionaris :

'° Ibid halaman 26,
" Warkum Sumitro, Dikutip dari Rachmadi Usman, Aspek-Aspek FHukim Perbankan Islam di
Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002 halaman 26
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1) mudharib, yang melakukan dharb, perjalanan dan pengelolaan usaha
dan dharb ini mervpakan saham penyertaan dan padanya;

2) wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh
shahib al maal Hal i akan tampak jelas sekali terutama dalam
mudharabah al-mugayyadah (mudharabah terhatas);

3) syarik, yakni partner penyeria, karena dia berhak untuk menyertai
shahib al maal dalam keuntungan usaha,

4) pemegang amanat, yaitu dana mudharchah dari shahib al maal, di

mana ia dituntut.

Ad. Prinsip Tijaroh (Pengembalian Keuntungan)
Tijaroh artinya proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan
mempergunakan vang sebagai medium.'®

Prinsip tijaroh ini berlandaskan pada al-Qur’an dan Al-Hadits. Dalam Al-

Qur’an dapat dijumpai pada :

U= i oe b s UJSJ O Y Jlalally 2%y oS3 gl GISTY 1§ gial Cpdlitgdily
(20 1 ¢luill) oS

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama suka di antara kamu “.((QS.4:29).

(275 153 1550 Sny el 21 Ul

18 1bid. halaman 27



Artinya ”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(QS.2
2785).

Beberapa hadits Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan pegangan prinsip /ijaroh

ini, yaitu :

o Jae + JUE8 ¢ el s et (;L.ujd.;\.\oimul..aajﬂ Jgey JUB
(oS abal 5 3l ol 5 0) 5 see any US 500

Artinya :"Dari Rafaah bin Rafie RA bahwa Rasulullah SAW pernah di tanya
pekerjaan apakah yang paling mulia, Rasulullah SAW menjawab: Pekerjaan
seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”.(HR Al bazzar,
Imam Hakim mengkategorikannya Shahih.*’

(4abe b5 (SSgall ol ) Ul s

Artinya :”Dari Abu Said al-Hudri bahwa Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya
jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka “(FIR Al-Baihagi, Tonu Majah dan
Shahih menurut b Hiban.?’

(4abe 0l

Artinya :"Pedagang yang jujur dan benar berada di surga bersama para Nabi,
shiddiqin dan syuhada” (Tarmizi berkata hadits ibi hasan).*'
Berdasarkan perbandingan harga jual dengan harga beli, jenis-jenis jual beli dapat

dikelompokkan sebagai terikut :

% Ihid halaman 26
0 1bid. halaman 27
H Loc.Cit.
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Al-Musawwamah, yaitu jual beli biasa di mana penjual memasang harga tanpa
memberi tahu si pembeli berapa margin keuntungan yang diambilnya.
At-Tauliah, yaitu menjual dengan harpa beli tanpa mengambil keuntungan
sedikit pun seolah-olah st penjual menjadikan si pembeli sebagai walinya
(tauliah) at;':ls barang atau assets.

Al-Murabahch, yaitu | akad jual beli antara bark dengan nasabah. Bank
membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang
bersangkutan sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan yang
disepakati. Dalam hal ini bank membiayai pembelian barang yang diperlukan
nasabah dengan sistem pembayaran kemudian.

Al-Muwadhaah, yaito menjual dengan harga yang lebik rendah dari harga beli
atau dengan kata lain a/-muwadhaah merupakan bentuk kembalikan dari al-
murabahah. Hal ini biasa di lakukan ketika si penjual benar-benar
membutuhkan /ikuiditas atau pada saat resesi ekonomi. Demikian pula dapat
dilakukan nanakale memberikan discount dalam penagihan kredit sebelum

maturity time-nya, 2

Berdasarkan pada jenis barang pengganti, jenis jual beli meliputi : 2

1.

Al-Mugqoyyadhah, yaitu bentuk awal dari transaksi, dimana barang ditukar
dengan barang (barter).
Al-Muilag, yaitu bentuk jual beli biasa yaitu dimana barang ditukar dengan

uang,

2 Muhammad, Sistem dan Prosedur Perbenkan Bank Istam, Universitas Islam Indonesia Press,
Yogyakarta, 2000, halaman 22
* Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cir., halaman 87,
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3. Ash-Sharf atau money exchanging.

Artt ﬁar;ﬁah dart sharf adaiah penambahan, penukaran, penghindaran,
pemalingan, atau transaksi jual beli *

Ash-sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta
lainnya.deilgan kata lain AsA-sharf merupakan kegiatan jual beli suatu mata
uang dengan mata uang lainnya, yang lazim dilakukan oleh bank. Apabila
yang diperjual belikan mata nang yang sama, maka nilai mata uang terscbut
haruslah sama dengan penyerahannya jika dilakuian pada waktu yang sama.

Ulama’ figih menyatakan dasar diperbolehkannya penjualan mata uang
ini adalah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW : “(Jual beli) emas dengan
emas, perak dengan perak, gandum dengan gandung, kurma dengan kurma,
anggur dengan anggur, (apabila) 1 (satu) jenis (harus) sama (kualitas dan
kuantitasnya dan dilakukan) secara tunai. Apabila jenisnyal berbeda, maka
juallah sesuai dengan kehendakmu dengan syarat dengan tunai ”.(HR.Jamaah
(I;iayoritas ahli hadits) dari Ubadah bin As-Samit, kecuali Al-Buhari). Dalam
riwayat Ibnu Umar dikatakan : “Jangan kamu memperjual belikan emas
dengan emas, perak dengan perak, kecuali sejenis, dan jangan pula kamu
perjualbelikan perak dengan emas yang salah satunya baik (tidak ada di
tempat) dan yang lainnya ada “(HR Jamaah). Dari kedua hadits ini hadits
pertama menekankan bahwa syarat pertukaran uang yang jenisnya sama
adalah kualitas dan kuantitasnya sama serta dilakukan secara tunai, yaitu

pembayarannya dilakukan seketika itu juga dan tidak boleh di hutang. Sedang

¥ Loc.Cit
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hadits kedua juga demikian, bahkan didalamnya ketefangan tambahan, bahwa

pertukaran mata uang harus dilaxukan secara tunai (objek yang dipertukarkan

atau diperjualbelikan ada ditempat jual beli utu dilakukan). Dalam riwayat

Abu Said Al Khudri ditekankan bahwa apabila nilai tukar yang

diperjualbelikan itu dalam jenis yang sama, maka tidak boleh ada penambahan

pada salah satu jenisnya (HR .Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal). %

_Dari hadits di atas dapat disimpulkan kalau jual beli valuta dengan

valuta lainnya, harus dilakukan:

1. Secara tunai.

2. Penyerahannya pada waktu yang sama pula.

3. Bila dengan mata uang yang sama, nilai mata uang tersebut juga harus
sama dan tunai,

4. Bila dengan mata uang yang beda, maka dilakukan dengan nilai mata uang
yang berbeda asalkan tunai.

Berdasarkan pada waktu penyerahan barang, jenis jual beli meliputi -

1. Bai’ Bitsuman Ajil

2. Bai’as-Salam .

3. Bai' Al-Istishna.

1. Bai’ Bitsaman Ajil
Bai’ Bitsamun Ajil adalab akad jual beli suatu barang dengan harga pasar
sebesar harga pokok di tambah dengan keuntungan yang disepakati

bersama. Akad ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah

% Rachmadi Usman, Op.Cif, halaman 29.
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angsuran. Dalam pelaksanaannva dilakukan dengan cara membeli atau
memberi kuasa kepada nasabah untuk membeiikan barang yang
diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada waktu bersamaan bank
menjual barang tersebut kepada nasabah .dcngan harga sebesar harga
pokok ditambah dengan sciumlah keuntungan yang jangka waktu serta
besarnya cicilan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan
nasabah.

Bai' as-Salam.

Bai’ as-Salam atau salam adalah akad jual 2 (dua) kepada pembelinya.
Apabila bank bertindak sebagai musiam kemndian memesan kepada pihak
lain untuk menyediakan barang (musiam fiik), maka hat ini disebut safam
pararel. Ini berbeda dengan pembiayaan murabahah, yang merupakan jual
beli barang pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang pesanan
disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan secara penuh atau
cicilan setelah barang pesanannya diserahkan kepada pembeli. Perbedaan
antara transaksi salam dan murabahah ini terletak pada penyerahan dan
pembayaran harga barang pesanan. Kalau transaksi salam, barang
pesanannya akan discrankan kemudian setelah pembayaran harga
barangnya dilakukan oleh pembeli. Sedangkan pada transaksi murabahah,
barang pesanannya diserahkan terlebih dahulu kepada pemesannya,

kemudian dengan diikuti dengan pembayaran harga barang pesanan

tersebut. Sutan Remy Sjadeini mengatakan kedua transaksi ini dapat

dikombinasikan oleh bank dalam hal bank bermaksud memberikan



fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk keperluan membeli barang.
Apabila nasabah menginginkan barang dengan cicilan, maka bank dapat
memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk fasilitas murabahah;
sedangkan untuk keperluan bank memperoleh barang yang diinginkan oleh
nasabah dapat dilakukan dengan membeli barang dari manufakiur
pemasck barang vang menghasilkan barang-barang vang dipesan oleh
nasabah itu dilakukan dengan menempuh transaksi bai’ as-salam. Artinya
bank memberikan fasilitas pembiayaaan kepada perusahaan manufaktur
yang bersangkutan berupa pembayaran harga barang itu di muka. Dengan
uang hasil pembayaran di muka dari harga barang itu oleh bank,
perusahaan manufaktur dapat membiayai pembuatan barang yang dipesan

oleh bank. Dengan mengkombinasikan kedua transaksi itu, bank dapat

- memperoleh margin atau spread yang baik

Bai’ Al-istishna

Istishna adalah akad jual beli barang (mashnu ) antara pemesan (mustasni)
dengan penerima pesanan {shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan
disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap.
Apabila bank yang bertindak sebagai shani kemudian menunjuk pihak lain
untuk membuat barang, maka hal ini disebut istishna’ paralel. Bank
menyediakaﬁ sejumlah uang sebagai pembayaran atas harga barang vang
dipesan mustashni tadi, selanjunya pemesan barang yang akan
membayamya kepada bank secara angsuran ditambah dengan

keuntungannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan
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bersama. Xonsep ini dapat dierapkan bank Islam untuk membiayai
nasabahnya vang ingin membangun konstrusi rumah atau pabrik. Bank
~ akan melakukan pembangunan konstruski rumah atau pabrik dan pada saat
selesainya menjual konstruksi termaksud pada harga jual, vaitu biaya

ditambah dengan marjin keuntungan 2

A.S. Prinsip fjaroh (persewaan).

Al-Ijaroh berasal dari kata A/- 4jru yang berarii Al ‘Iwadhu (ganti). dari
sebab itu Ais Tsawab (pahala) dl:namai Ajru (upah). Menurut pengertian syara’,
Al-jjaroh adalak suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan
penggantian.

Jadi, jaroh adalah akad sewa menyewa barang antara bank, yang
dinamakan dengan muajir selaku orang yang menyewakan dengan pihak lain
selaku penyewa, yang dinamakan dengan musiajir. Setelah masa sewa berakhir,
barang sewaan di kembalikan kepada pihak bank (muqjiir). Ini berarti perjanjian
ifaroh sama dengan /easing. Kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara langsung
oleh bank, tetapi harus melalui anak perusahaan bank.

Dalam hukum transaksi {arof dapat dijumpai dalam Al-Qurian maupun
Al-Hadits. Al Qur,an menyatakan :

3 3 OB el (o8 o jatiul ey T o adtivd Culilaaaal Calls
| e Gadh e man Jiad Joal ) e e (3 gaad dlail

U:n.\:_a]\ u.a‘ﬁ.\‘ c-mu\ Ls_saa_muhtﬂ_]lcgéﬁﬂ ul .]:UHAJE Slaie U"‘g
(27-26 : paaill)

* Racmadi Usman, Op.Cit., him.32
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Artinya :"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata .”Ya bapakku ambillah 1a
sebagal orang yang bekerja (pada kita), karena sesunggubmya orang yang paling
baik yang kaum ambil untuk bekena (pada kita) 1alah orang yang kuat lagi
dipercaya.”Berkatalah dia (Syu’aib):”Sesungguhnva aku bermaksud mentkahkan
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja
denganku 8 (delapan) tahun dan jika kamu cukup 10 (sepuluh) tahun, maka 1a
adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu.dan

kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”(QS.
26:27).

(6 3Ol Ta aad o gl oS e )

Artinya :"Kemudian,jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka
berikanlah kepada mereka upahnya.”(Q.S.65:6).

1 3R g mally 230 Lo il 13 aSale L D6 KoY il gram jinis
(233

Artinya :"Dan jtka kamu anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut <, (QS.2:233).

- Ayat-ayat tersebut menggambarkan seseorang yang memperkerjakan
orang lain harus memberikan upah yang sewajarnya sesuai dengan jenis dan
tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya. Bahkan, sebelum menyuruh
orang lain melakukan sesuatu pekerjaan, terlebih dahulu upahnya disepakati.
Kalau perlu, diberikan sebelum pekerjaan itu di jalankan oleh orang lain tersebut.

D1 samping itu, bebera.pa- hadits dapat dijadikan pegangan bagi

pengembangan transaksi jjarok ini, yaitu

s O D) aliul 4 ) GmJuJMjisr..m\jm_mgu@m ol
_.Jasrg‘)\)ﬂ Cb A ,lJ.c;‘UdLg d_\ﬂ\

Artinya :”Al-Bhuhari meriwayatkan, bahwa Nabi SAW pernah menyewa
seseorang dari Bani Ad Dil bemama Abdullah bin Al Uraogith.Orang ini
penunjuk jalan yang profesional”.

*7 Sayyid Sabig, Op.Cit. Halaman 15
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(ake 0l o1 5)

Artinya "Diriwayatkan cleh Tonu Majah, Nabi SAW bersabda “berikanlah
olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”.

Ahmad, Abu Daud dan An Nasai’i men'weiyatkan dari Saad bin Abi
Waqqash r.a berkata :"Dahulu kami meyewa tanah dengan (jalan membayar
dari)tanamar yang tumbuh. Lalu, Rasulullah melarang kami cara itu dan
memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”.

Al-Bukhari dan Musiim meriwayatkan dari Thnu Abbas, bahwa
“Berbekamiah kamu, kemudian berikantah olehmu upahnya kepada tukang bekam
itu* 28

" Demikian pula pakar-gakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah
di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijaroh ¥

Jemis-jenis ijaroh dapat dibedakan atas

1. Jjaroh Mutiagoh

2. Bai'at Takjiri atau ijaroh wa igtina

3. Musyarakah mutanaqisch

1. fjaroh Mutlagoh atuu leasing adalah proses sewa menyewa yang biasa kita
temui dalam kegiatan: perckoromian sehari-hari, bisa menyewa untuk suatu
Jangkan waktu tertentu atau untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Bentuk

yang pertama banvak diterapkan dalam sewa menyewa barang atau aset,

® Ibid, halaman 33.
2 Karnaen Perwataatmadja dan Muhaimmad Syafi’l Antonio, Op.Cit. halaman 35.




47

sedangkan yang kedua dipakai untuk menyewa pekerja atau tenaga ahli untuk
u;aha -usaha tertentu.™

2. Bai'at Takjiri atau {jaroh wa iqtina adalah akad sewa menyewa barang antara
bank (muqjiir) dengan penyewa (musiqjir) yang ditkuti janji bahwa pada saat
vang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustayir.
Transaksi ini sama dengan hire puchase. Bai'at Takjiri atuu ijaroh wa igtina
dapat dikombinasikan dengan Rui al-Murabahal aiaw Bai Bithaman ajil
untuk tujuan pengadaan barang dan pembiayaan impor. Bentuk kombinasi ini
telah banyak dipakai cleh bank-bank Isiam di luar negeri dengan sukses.
Dalam bentuk ini bank setelah membiayai pengimpor barang sesuai dengan
pesanan nasabah (secara murabahah) langsung menyewakannya kepada
nasabah untuk jangkan waktu tertentu dan pada akhir pembayaran semua
nasabah memiliki aset tersebut .

3. Musyarakah r;zutanaq:sah
Musyarakah mutanagisah adalah kombinasi antara musyarakah dengan ijaroh
(perkongsian dengan sewa). Sistem ini dapat diterapkan dalam pemberian

kredit rumah proses refinancing.™

A.6. Prinsip Mabda Al-Ajr wa AI-Umuiah (Pengambilan fee)

1. Al-Kafala (Guarantee)

*% Muhammad,Op. Cit., halamar 35,
>' 7bid, halaman 35-36
*2 Ibid, halaman 36
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Dalam  pengertian  bahasa  kafalah  berarti  adh-dhammu
- (menggabungkan). Kafalah juga disebut dhaman (jaminan), hamalah
(beban), dan za ‘amah (tanggurgan ).

Kafalah adalah akad pemnberian jaminan (makfid alaih) yang diberikan
satu pihak keﬁada pihak lain di mana pemberi jaminan, yang dinamakan
kafiil bertanggung jawab atau menjamin atas pembayaran kembali suatu
hutang yang menjadi hak penerima jaminan, yang dinamakan makful.

Kafalah ini tidak lain perjanjian borgroch atau guarantee, baik berupa

" personal guarantee maupun corporate guaraniee, yang dikenal dalam
perbankan konvenstonal dan yang yang sesuai dengan ketentuan hukum
perdata. Dalam hal suatu bank syari’ah yang bertindak sebagai penjamin,
maka kafalah skan diberikan olch bank [slam dengan cara menerbitkan
garansi bank (bank guaranice), yaitu seperti halnya dalam praktek
perbankan konvensional.™

Dalam hukum transaksi bisnis kafwlah dapat dij/umpai dalam Al-

Qur’an dan Al-Hadits. Seperti dalam al-Qur’an yang menyatakan :

(72 . u.u:ﬁ) %)@UIJM@;Q;@MJM\&‘P@U]E
Artinya :"Penyeru-penyeru 1tu berkata :“Kami kehilangan piala raja dan
siapa yang dapat mengembalikannnya akan memperoleh bahan makanan
(seberat) beban unta dan akan menjamin terhadapnya”.(QS. 1272},

Kaltmar zain yang terdapat dalam ayat tersebut di atas diperjelas oleh

hadits riwayat Abu Dawud:"Penjamin adalah gharim (yang bertanggung

jawab) atas pembayaran”,

3 Sayid Sabiq,Op. (it halaman 157,
3 Sutan Remy Sjahdeni, Op. Ci7, haiaman 87




49

Dikutip dari Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW tefah dihadapkan
kepadany.a mayat seorang laki-laki untuk disembahyangkan. Rasulullah
SAW bertanya apakah ia mempunyail warisan, sahabat menjawab tidak,
Rasulullah SAW bertanya tagi apakah ta mempunyai hutang, sahabat
menjawab vya, sejumlah dua dinar. Rasulullah SAW pun menyuruh para
sahabat untuk mensyalatkannya {tetapi ia sendiri tidak). Dalam pada 1tu
Abu Qatadah berkata : ”Saya menjamin hutangnya ya Rasulullah . Maka

- Rasulullah SAW pun menshalatkannya”(HR.Bukhari). **

Para Ulama berjima’” membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa
Nubuwah mempraktekkan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa adanya
teguran dari seorang ulama pun. ** Bank Islam dapat memberikan fasilitas
letter of guarantee (Bank garansi) kepada para nasabahnya untuk tujuan-
tujuan tertentu atas dasar prinsip kafaah. Bank garasnsi dapat diberikan
untuk tujuan jaminan pembayaran hutang atau jaminan prestasi (atau jenis-
jenis jaminan lainnya yang biasa dikenal di masyarakat perbankan). Bank
dapat meminta nasabahnya untuk menempatkan dananya di bank dalam
bentuk rekenir'?g giro. Hal ini dapat dilakukan atas dasar prinsip wadiah.
Untuk rasilitas bank garansi ini, bank Islam dapat memungut bayaran (fee)

atas dasar A/ Uy Wal Unndoh.

** Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Svafi’i Antonio, Op. Cit, halaman 41,
* Tbid, halaman 41.
%7 Sayyid Sabiq, Op.Cir. halaman 159
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Adalah beberapa jenis kafalah
a. Kafalah bi an Nafs
b. Kafalah bil al Mal
¢. Kafalah bit Taslim
d. Kafalah al Munjazah
e. Kafalah al Mualagoh

2. Al Wakalah

Al-Wakalah atau Al-Wikalah, bermakna At-Tafwidh (penyerahan,
pendelegasian atau pemberian mandat), *® '

Wakalah berarti akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa, vyang
dinamakan “Mruwwakil” kepeda penerima kuasa, yanér dinamakan “wakil”
untuk melaksanakan suvatu tugas (faukil) atas nama pemberi kuasa. Dalam
hal 1m bank Islam akan menerima titipan uang atau surat berharga dan
mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelolan vang atau surat
berharga tersebut. Atas pemberian jasa demikian, bank menerima fee
sebagai imbalan, **

Sayyid Sa}aiq menyatakan Islam mensyariatkan wakalah karena
manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk
menekuni segala urusannya secara pribadi. la membutuhkan kepada
pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil

darinya.

*® rbid halaman 56
¥ Loc.Cit




Sebagai dasar dari transaks: pembiayaaan wakalah ini dapat ditemukan

dalam Al-Qur’an, al-Hadits. Al-Qur’an menyebutkan :

(19 1 <agSh) Al N oka aSE g1 aSanll ginyls

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan
membawa uang perakmu ini”.(QS.18:19).

kol oy o Lelal (e LS g bl (pelaSind gimld Lagiiay (B 2388 ()

(35 @ ey | s Lade G4 T s Lagin ) (38 o9

Artinya Dan jika kamu kawatirkan adalah persengketaaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedna hakim itu bemaksud
mengadaklan perbatkan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri

itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”,
(QS.4:33).

(55 : ;u.u_}:_)) r-;}l.c ..1;:‘.:73:. L_;!'l @ L<a A ‘_,1_11‘. L&Jju\ 8

. Artinya :"Berkata Yusuf :”Jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir)

sesungguhnya aku adalah orang vang pandai menjaga lagi
berpengetahuan™(QS.12:35).

Banyak dijumpai hadits-hadits yang dapat dijadikan landasan bolehnya

wakalah , diantaranya;

olals 2 Jleal¥l U o yy &b )L dam aluy adle il s sy O

ooladl @b 4 gare

Artinya :"Bahwasanya Rasulutlah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’
dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah r.a”.




3.

Dan terbukti pula bahwa. Rasulultah SAW mewakilkan dalam
membayar hutang, mewakilkan dalam menetapkan had dan membayarnya,
mewakilkan di dalam mengurus untanya, membagi kandang dan kulitnya
dan lain-lainnya, *°

Kaum muslim berijma’ atas membolehkan wakalah, bahkan adalah

- yang mensunahkannya. Karena termasuk jenis taawun (tolong menolong)

atas dasar kebaikan debn takwa, yang olech Al-Quran diserukan dan
disunahkan oleh Rasulullah SAW %!

Terdapat 3 (tiga) jenis wakalah , yaitu :

a. Wakalah al-Mutlagoh
b. Wakalah al-Muqgayyadalh
¢. Wakalah al-Aamah.

Atas dasar prinsip ‘wakaluh, Bank membuka letter of kredit atas
permintaan nasabah dengan meminta nasabah untuk menyetorkan dana
vang cukup (100% ({seratus prosen) dari besarnya letter of credﬁ' yang
dibuka. Setoran dana tersebut disimpan oleh bank dengan prinsip wadiah
dan memungut fee atau komisi sebagai imbalan.

Al-Hiwalah

Hiwalah diambil dart kata (whwil yang berarti intigal (perpindahan),

yaitu memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang, yang

0 Thid hlm.57.
1 oc.Cit.




dinamakan muhil menjadi tanggungan orang yang melakukan pembayaran
hutang, yang dinamakan dengan muhal alaih. 4

Hiwalah adalah akad pemindahan piutang nasabah, yang dinamakan
muhil kepada bank, yang dinamakan (muhal alaik) dari nasabah lain, yang
dinamakan muwhal. Muhil meminta muhal alaih untuk membayarkan
terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang
tersebut jatuh tempo muhai akan membayar kepada muhal alaih. Muhal
alaih mempzroleh imbalan sebagat jasa atau pengalihan uang atau piutang
tersebut dengan sendirinya bank akan memperoleh fee sebagai imbalan,

Dalam konsep hukum perdata, Aiwalalr serupa dengan lembaga
pengambilalihan hutang (schuldoverneming) atau lembaga pelepasan
hutang atau penjualan hutang (der safe) atau lembaga penggantian kreditur
atau lembaga hukum yang memungknkan terjadinya penggantian kreditur
atau debitur. **

[slam membenarkan dan membolehkan hiwailah , karena ta diperlukan.
Iman Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah SAW bersabda:Menunda pembayaran bagi orang yang mampu
adalah kezaliman. Dan jika salah seorang dert kamnu dikutkan (di-
Hiwalah) kepada orang yang kaya dan mampu, maka turutlah” dari hadits
i Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang berhutang dang

meng-hiwaleh-kan kepada orang  vang kaya dan berkemampuan,

* Ibid. him,42,
* Sutan Remy Svahdeini, dikutip ¢
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LN

’ :
hendaklah ia menerima hiwalah tcrscbuldan hendaklah ia mgnylxul:

(menag1h) kepada orang yang ber—hzwalah—kannya sehingga haknya dapat
terpenuh1 (dlbaya:r) |
Para Ulama’ telah berkonéensus akan_keabsahan hiwalah, karena ia
mél.'uf)ake‘lri proses pemindaﬁ'an hutang dan bukan barang. Serta menurut
metodologi ushul figh Aiwalah dapat diana]ogikan dengan kafamh 2
4. Al-Ji "dlahl.atau Upr. |
ALJi lah atau Ujr adalah ifnbalan yang diberikan atau yang diminta
atas suatu pekerjaan yang dilakukan. .Daiam hal ini bank selaku:.pemberi
layanan, yang dinamakanlanzil akan ményediakan fasilitas atau layaﬁan
tertentu kepada peminta layanan, yang dinamakan Jaa’el sesuai dengan
akad yang disepakati Asebe'lumnya. Atask jasa yang -diberikan, bank-
mendapat fee sebagai imbé.lan. i |
Produk ini dapat pula digunakan éebagai salah satu Iaﬂgkah dalam
.strategi pemasaran terutélma untuk bonus, hadiah dan ane.ka‘ ragam‘ -
say‘embara. 46 |
| Sebagai dasar hukum transaksi 4/-Ji'alah dijumpai dalam 'Al-Qur'an. ,
yaitu _ .
(1 : oxilall) 2 gally § 68 gff sich Cpaliledly

Artinya “Ha1 orang-orang yang beriman, penuhﬂah aqad—aqad (Janj1—Jan_]1)
itu “(QS“a 1). ‘ .

h Sayld Sabig, Op.Cit., halaman 42.
# Karnaen Perwaatmaja dan Muhamrad Syafi’l Antonio, Op. LIt halaman 39,
4 Muhammad, Op.cit. halaman 41, ,
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(72 : o gl) ase )43l 5 soms des dgpla gl

Artinya "Dan’ siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh
bahan makanan (seberat)’ beban unta, dan aku menjamin
terhadapnya”.(QS.12:72).

Selain itu Rasulullah .SAW membolehkah pengambilan up.ah atas

pengobatan dengan mempergunakan bacaan Al-Qur'an . 4_7 ‘

A.7. Prinsip Al-Qardhul Al- Hesan (Biaya Administrasi). |
Qd}dhz;l adalah ékad pinj z;man dari bank (muqrz:dh) kepada pihak tertentu
(muqtaridh) yang wajib di kemi)allikan dalam jumlal;n'yang sama sesuai pinjaman. :
* ‘Mugridh dapat rneminta il aminﬁn atas pinjaman kepétda mugtaridh. Pengembalian
pinjaman dapat* dilakukan secara angsuran étaupun sekaligus. Sedangkan
gardhul al Hasan adalah akad pinjaman daﬁ bank (muqrid) kepada pihak
;tertentu (mugtarid) untuk tujuan sosial yang wajib .dikembalikan dengan jumlah
' jang sama -SeSaLlilii “pinjama_n. Dalam hal ini bénk' menyediakan fafsi]itasl &ana -
képada_ nasabah tariﬁ_a mehgharapkan imbalan dari nasabah. Penerima dana
mempunyat kewaj ib‘an' ineﬁgembalikan tepat waktunya dalam jumlﬁh yang sama
‘seperti yang diterimanya. Apabila I;asabah tersébut tidak rﬁampu mengembalikan
pada waktunya, maka dirinya tidak boleh dikenai saknsi.pada uﬁmmnya_ diberikan
kepada nasabah yang betul-betul membuluhk‘an dan berhak menerimanya. Hanya
biaya-biaya administrasi saja yang dikenakan kepada mugiarid.
- Dasar 'huicum qarcfhul al Hasan dapat dijluraépai dalam Al—Qur'an yapg

menyatakan :

7 Sayid Sabiq,Jp.Ci/,hlm.171.
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-u_amdlﬂjko_)ﬁb'l.z_m\‘ﬂmmmuﬁam L)A_)m(ﬁ'-ﬂbuﬁ
(245 b)s.ﬂ\) u_gu_).s‘\dhojs:u.cuij

Artinya:”Siapakah yang mau memben pinjaman kepada Allah, pinjaman yang
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT) maka Allah SWT akan
melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan
Allah SWT menyempitkan dan melapangkan (1ezek1) dan kepada—Nyavlah kamu
dikembahkan” (QS.2:245).

ASN 5o Ly > Lo Lim 35 4 guim 85 SIS0 315 5 sEoall ol
(20 @ daall) 1) aliel 51 s oa &l e » 5027 & (e

\
" Artinya "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada
Allah SWT pinjaman yang baik (qardhul al hasan) dan kebaikan apa saja yang
kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah
SWT sebagai balasan yang paling baik dan yang “paling besar
pahalanya” (QS.73:20).

Di samping dasar hukum‘r transaksi gardhul al hasan diterangkan pula

dalam bebefapa hadits yaitu : ‘ &
| (4ate O o) 5 3) B e LeBauaS IS (4T ya Lia 8
Artinya :"Dari Ibnu Masud RA bahwa Rasulullah SAW bersabda ~Tidaklah
seorang muslim meminjamkan 2 {dua) kali kecuali sama bagmya dengan memberi .
sekali”.(Hadits terdapat dahm Sahih Ibnu Hibban).

Dan juga hadlst rlwayat muslim yang artinya : “Dari Abu Hurairah RA
bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :"Barang sialpa‘yang telah melepaskan
'saudaranya yang mushm dari kesusahan—kesusahan dunia, ‘maka Allah SWT akan
.. lepaskan dari padanya satu kesusahan dl Yaumil Qiyamah. Ba;rangsuapa telah

membantu saudaranya yang sulit atau lemah di dunia, maka Allah SWT akan

membantuhya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa
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membantu sgprang .};aihb\a, selama hamba tersebut lmembantu saudaranya”.(HR
Muslim). ** |

Padall'dasarnye_l gardhul af | Hasan merﬁpakan .pinjama.n sosial yang
dibertkan secara benevolen: tanpa adalah pengenaan biaya apapun,. kecﬁéli'_
penelﬁbalian mocial asalnya. Namun sejalaf_l dengan perkembangan dunia
ekonomi 'perbanka_n. dan keuangan, 'pinjaman sosial ini tidakimungkin dapat
dilaksanakan ténpa adanya biaya .meterai, noftaris, 'peninjaua-n feasibilitjz proyek,
biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaaan biaya administrasi harus
dinyatakan daiam nominal bukan perséhtase dan sifatﬁya harus nyata, jelas dan
pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk ter] adinya kontrak.
lUntuk menjaga agar pinjaman tidak susutrni'ia.inya akibat inflasi, maka. idexation

dalam hal ini dapat diterapkan. *°

A.8.  Jasa Perbankan .Isl.am Lainnya: Rahn
Arti harfiah rahn adalah,kekal dan jaminan. R&hn dalam istilah hukum. ‘.
positip Indonesia adalal; apa yang disebﬁt de_nga“n barang jaminan, agunan,
rungguhan, cagar atau .cagaran dan tanggungan. -
| Rahn adalah akad penyerahan barang atau‘ harta‘, yang dinamakan marhun
dari nasabah, yang dinamakan rqhin kepada‘baﬁkl, vang dinamakan muriahin

sebaghai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Barang atau harta yang

diserahkan rahin kepada muriahin tersebut berfungsi sebagai agunan semata-mata

o Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syafi’l Antonio, Op.'C’it..hlm.42.
¥ Muhammad,Op.Cit., hlm,42-43.
M Sutan Remy Sjahdaeni,Gp. Cit., hlm. 75-76.

57 .
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atas hutangnya pada murichin. Barang atau harta rahin yang dijaminkan- tersebut
hanya akan dijual bila rakin wanprestasi melunasi hutangnya.
Dasar ‘huknm rahn dapat dilumpai dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Al-Qur'an menyebutkan :

L‘Q’J;‘S*A”U“UUMWU‘“JSMIS‘JMRIJJMQJQEMSU!J
(383 'DJS.L“) uuuu,\ RV RE T

Artinya:”Jika kamu dalam perjalanan (dan beﬁnuama]ah tidak secara tunai)
- sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah adalah barang
. tanggungan yang di pegang (oleh yang berpintang)(QS.2:283).

' Beberapa Al-Hadits nabi dapat dijadikan pegangan'hukum bagi transaksi

bisnis rafin ini, yaitu :

Cre a5 s+ ol g e il b [l O Lo ) o Ausile (e
3 (cs}—‘-el‘ o 5)) s e lo paaia )y dal (oo e

LJAL)AJH (__3-\5-’& {JLQ ?lw__g‘\_dc&l‘u_‘.hau_uj! n_)_jﬁ @l
(Bl (riie ol 5 ) da2 e gdaie Al aia 53l dnmlia

Artinya :’Al Buhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu bakar meriwayatkan
" bahwa “Rasulullah SAW membeli. makanan dari seorang Yahudi dengan
menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan”. Kata ahli fiqih, peristiwa
Rasulullah SAW menyerahkan baju besinya itu adalah kasus rafn yang pertama
dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW Kisah yang sama juga
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambali; Iman Buhari, Iman Nasa’i, dan.
Imam Ibnu majah dari Imam Malik. Dalam riwayat:Abu Hurairah dtkatakan
bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pemilik harta yang diagungkan jangan
dilarang memanfaatkan hartanya ‘itu, karena sehala hasil barang itu menjadi
" tanggung jawab (pemilik)nya”.(HR Syaﬁ i dan Ad Daruqudm)

31 Ibid, halaman 77.
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Berdasarkan'ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits tersebut, ulama figih sepakat
- mengatakan bahwa akad rahn itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan

| yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.

' B. KEGIATAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)

Salah satu kegiatan Baitul Maal Wattamwil yakﬁ Baitul Maalnya adalah

menghimpun . dana yang - berasal dari zakat, infug, dan shodagoh yang

peruntukkannya jelas. Salah satu ciri khas dari (BMT) adalah selain mengelola

_dana untuk keperluan komersial, BMT juga harus berfun<gsi sebagai pcngelbla |

dana untuk kepentingan sosial. Dengan demikian tujuan fembagzi keuangan Islam

menjadi lengkap sebagai suatu lembaga ke'uangan yang dapat menyalurkan dana |

masyarakat sekaligus ‘memeratakan. kesempatan penggunaan “dana kepada

masyarakat luas, -

. Dana ZIS akan diterima oleh BMT sebagai sumber dana yahg

pengelolaannya secara khusus dan penyalurannya pun dilakukan secara khusus
p"ula, Seb'agaimana tercantum dalﬁm Undang-Undang- Nomor 38 Tahun 1999
Tentang Pengelolaan Zakat :

Pasal 6
(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil z1kat yang dibentuk oleh
pemerintah. A
(2) Pembentukan badan amil zakat:
a. mnasional oleh Presiden atas usul Menteri;

b. daecrah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen

agama provinsi;
c.' daerah kabupaten kota oleh bupatl atau wali kota atas uqul kepala kantor
. departemen agama kabupaten atau kota, '
d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
.(3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat
koordinatif, I\onsulluul dan informutif,




‘.’*

(4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemen intah yang
memenuhi persyaratan tertentu.
(5) Organisasi badan amil zakat teidlrl atas unsur pertimbangan, unsur pe‘lgawas
dan unsur pelaksana.
Pasal 7
(1) Lembaga amil zakat dikukuhkan,dibina,dan dllmdungl oleh pemermtah
(2) Lembaga amil zakat sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Syarat-syarat dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 581 Tahun 1999 adalah: :
berbadan hukum;
memiliki data 'nuzakkl dan musatahlq, ‘
memiliki program kerja;
memiliki pembukuan;
melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit
Pasal & ,
Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan lembaga amil zakat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan,
mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuat dengan ketentuan agama.

o o

Sedangkan pendistribusian zakat menurut ketentuan agama [slam adalah
sebagaimana tercantum dalam firman Aflah SWT dalam Ai-Qur’an Surat At-

- Taubah ayat 60 sebagai berikut:

AT gl Al Leale cpabalall 5 Slnall g o1_jiall B QUL
?ﬁsf_\lc‘m\_guﬂa.\ﬂ quJﬂuhdnuﬂl L}J‘Jdﬂ‘ du.;.usﬂ_g u.m_)\.ﬂ\j
| (60 : 4i5)

Artinya:”Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatin ya ,untuk -
(memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Adliah dan
orang-orang uyang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi maha Bijaksana.(QS 9:60).

Ayat tersebut menisbatkan bahwa ‘keﬁ_emilikan semua zakat oleh
- kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf /am yang dipakai

untuk menyatakah kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memeliki



6l

hak-yang sama karena dihubungkan dengan huraf wawu (salah satu kata sandang
yang berarti “dan”) yang menunjukkan icesamaﬁ tindakan. Oleh karena itu,
' semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok xtu dengan hak y‘mg sama.
Apabila ya:;xg membaglkan zakat itu adalah imam, dla harus membaginya menjadi
delapan baglan.'_'Yang per.’fama kali mengainbil_-bagian itu seharusnya adalah
.pam'tia zak'gt,‘l karena dia mengambilnya sel;agai ganti atas jerih payah yang
| dikeluarkannya untuk memungut zakat:'Adapun kéiompok—kelompok yang lain
rﬁengalnbil zakat atas dasar kesamaan hépk di .a'ntara mereka. Dan jjké yang
 membagikan zakat 1'ﬁ1 adalah p_emilik harta itu | sendiri atau orang yang -
mewakilinya, gugurlah hak panifia zakat itu, kemudian dibégikan keﬁgda tujuh
kelompok fa‘ng tersisa Jika semua kelompok itu masih ada ; jika tidak, zakat itu
hénya dibagikan kepada kelomqu yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi bila
dibagikan kepéda semua kelompok yaﬁg disebutkan dalam firman Al‘lah swt. Jika
memungkinkan, dan tidak boleh dibagi.kan kepada kurang dari tiga kelpni'pok '
karena yang dis_ebut jamak itu harus sémapai kepag;la tiga. Jika r_:ékat 1tu hanya
dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang. ketiga adalah ﬁengurué ‘atau
panitia zakat_, dan sud'éh dianggap c;ukup apab‘il_z_t panitia itu hanya ada éatu orang.
Pada umumnya, sekarang ini di setiap negara ada empat kelompok: fakir,
nﬁskin, orang yang berutané, dan orang yang-sédang dalam perjalanan, M'azhab
Syafi’i membolehkan zakat fitrah dibdyarkan kepaé!ﬁ tiga orang fakir atau miskin,
sedangkan .al,-Rawyani ~dari mazdhab Syafi’i | Berpendapat bahwa zakat itu
hendaknya dibagikan kepada, I;aling tidak, tiga kelompbk yang berhak mgnerima
zakat. Dia mengatakan, “Inilah paling ;tidak fatwa _\./ang haﬁs dilal;ukan menurut

s
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pendapat mazhab kami.” >

13

Adapun dalam pendﬁya‘.gunaan zakat dalﬁm kegitan
dan pengeﬁlbangan BMT ka.ren.a memang rﬂcmpunyai misi . untuk
memberdayaka;l masyarakat dalam bidang kesej ahteraaﬁ umat, tidak hanya untuk
kebutuhan konsumtif saja akan tetapi juga untuk ﬁsaha yang produkﬁf sehingga
pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dalam BMT berdasarkan skala prioritas
kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang préduktif tersebut.
Dengan demﬂcian diharapkan akan dapat tercapai tujuan dari pengelolaan zakat/
Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengeloléan Zakat.

| Selain itu dalam melaksanakan tugas dan tata kerjanya, badan amil zakat

atau lembaga amil zakat dalam BMT harus sesaui dengan peraturan-peraturan

fa)

'yang berlaku sebagaimana : ' -

: Pasal 9 o :
' Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat
bertanggung jawab kepada pemermtah sesuat dengan tingkatannya.

Adapun untuk pengumpulan zakat Infaq, dan shodaqoh (ZIS) dan jenis
zakat mendasarkan pada:

"Pasal 11

(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Harta yang dikenai zakat adalah:

a. emas, perak, dan uang; .

perdagangan dan perusahaan; , oo

hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;

hasil pertambangan; :

hasil peternakan;

hasil pendapatan dan jasa;

g rikaz. '

: (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya d1tetapkan
berdasarkan hukum agama. :

o oo o

52 \Wahbah Al-Zuhayly, Zakat KC_I]ICIH Berbagaz Marhab, Remaja Rosda.kajya Bandung, 2000,
‘halaman 279.
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' Adapin pedoman menghitung zakat berdasarkan ketentuan hukum agama

adalah sebagai berikut;
No JENIS HARTA NISAB KADAR WAKT
1 2 ' - 3 4 5
1 | Tumbuh-Tumbuhan
1. Padi 1481 kg gabah | 4 % ataw 10 % | Tiap Panen
. 815 kg beras : ' :
2. Biji-bijian seperti: seukuran 5 %atau 10 % | Tiap Panen
jagung. kacang dI! | nisab padi : . :
3. Tanaman hias: seukuran 5% atau 10 % | Tiap Panen
~anggrek, bunga- nisab padi . '
bungaan. -
4. Rumput-rumputan | seukuran 5% atau 10 % | Tiap Panen
| nisab padi : ‘
5. Buah-buahan: seukuran padi | 5 % atau 10 % | Tiap Panen
kurma, jeruk, ‘ S '
pisang, kelapa,
rambutan,durian dsb
6. Sayur-sayuran: seukuran | 5%atau 10 % | Tiap Panen
bawang, wortel, ‘nisab padi s
cabe, dsb. ‘ '
7. Segala jenis seukuran 5 % atau 10 % | . Tiap Panen
tumbuh-tumbuhan | nisab padi : '
lainnya yang
bernilai ekonomis
2 | EMAS DAN PERAK L _ | .
1. Bmas Murni Senilai 91, 92 2,5% Tiap Tahun
‘ : gram emas B
2. Perhiasan perabotan | Senilai 91,92 2,5% Tiap Tahun
" perlengkapan rumah | gram emas o :
tangga dari emas
3. Perak Senilai 91, 92 2,5% . Tiap Tahun
- gram emas : o _
| 4. Perhiasan Senilai 91,92 2,5 % Tiap Tahun
perabotan/perlengka | gram emas o :

pan rumah tangga
dari perak '
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5. Logam mulia, selain

Senilai 91,92

2,5% Tiup tahun
perak seperti platina | gram emas
dsb. . _ _ : 5

6. Batu permata, Senilai 91,02 25% Tiap Tahun
seperti intan berlian | gram emas
dsb.

PERUSAHAAN

PERDAGANGAN,

PENDAPATAN &

JASA : o

1. Indistri seperti Senilai 91,92 25% Tiap Tahun
semen, pupuk, gram emas ‘ ~
tekstil, rokok dsb. murm ‘ .

2. Usaha perhotelan, Senilai 91,92 2.5% Tiap Tahun
hiburan, resturan, gram emas - '
dsb. murni :

3. Perdagangan,- Senilai 91,92 2.5% Tiap Tahun’
eksport/import, gram emas ' -
kontraktor, real murni-

~ estate, percetakan/
penerbitan,
swalayan/
supermarket, dsb. : \

4. Jasa, konsultan, Senilai 91,92 25% . Tiap Tahun
notaris, komisioner, | gram emas
travel,biro, salon, murni
transportasi,
pergudangan,
perbengkelan,
akuntansi, dokter.
dsb.

‘5. Pendaypitan, gaji, ' - -

* honorarium, jasa Senilai 91,92 2.5% Tiap Tahun
- produksi, lembur, gram emas ~
dsb. ' rurni

6. Usaha perkebunan, .
perikanan dan Senailai 91,92 25% Tiap Tahun
peternakan. gram emas ' '

| 7. Uang simpanan, murni : -
deposito,giro,dsb Senilai 91,92 2,5% Tiap Tahun
gram emas
murni

BINATANG

TERNAK : ‘

1. Kambing domba 40- 120 1 ekor Tiap Tahun
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dan kacangan o ‘ ,
2. Sapi, kerbau 121- 200 ekor 1ekor | Tiap Tahun
. ' 30 ekor 1 ekor umur 1
T tahun
3. Kuda sama dengan sama dengan Tiap Tahun
sapi dan sapi dan
kerbau kerbau
5 | TAMBANG DAN
HARTA
TERPENDAM . _
1. Tambang emas Senilai 91,92 2,5% Tiap Tahun
' o gram emas
' 2. Tambang perak Senilai 91,92 2,5% Tiap Tahun
, gram emas ‘
3. Tambang selain | Senilai 91,92 25% Tiap Tahun
- emas dan perak, gram emas ' )
seperti: platina, besi,
timah, dsb. , -
4. Tambangbatu- | Senilai 91,92  25% Tiap Tahun
batuan seperti: batu | gram emas
bara, marmer, dsb. :
| 5. Tambang minyak Senilai 91,92 2,5% Tiap Tahun
: dan gas : gram emas
6. Harta terpendam Senilai 91,92 20 % Tiap Tahun
(parta karun gram emas
tinggalan orang non
muslim)
6 | ZAKAT FITRAH Punya 2,7% - Akhir bulan
' kelebthan romadion
makanan
untuk
keluarga pada
hari idul fitri

Sumber data: Pedoman BAZIS Kabupaten Kudus, 2000 -

Selain pendayagunaan tersebut diatas bahwa : Baitul Maal adalah lembaga
keuangan berorentasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk

kepentingan bisnis atau mencari laba (profif). Namun dalam kerangka manajemen
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BMT, secara lungsional lembaga Beitul Mol berperan dalam beberapa hal antara
lain.”

Pertama, membantu Baituttamwiil dalam menyediakan kas untuk alokasi
| pembiayaan non-komersial Qardh al-Hasan. Kedua, menyediakan cadangan
~ penyisihan pehghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah
baituttumwiil yang berstatus al-gharim. Ketiga, dengan kiprahnya yaﬁg nyata
dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian bea
: Siswa, santunan  kesehatan, sumbangan_ pémbangunan sarana umum dan
peribadatan, serta lainnya, ia dapat membantu Baifuttamwil dalam mensukseskan
kegiatan  promosi pl'oduk-produk penghimpunan dana (funding) dan
‘penyalurannya kepada masyarakat (lending).

Sermua kegiatan dan pengembangan BMT harus ada pengawasan secara
teliti khususnya dalam kegiatan Baitul Maalnya (zakat) baik BAZ ataupun LAZ.
Adapun pengawasan menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

~ Pasal 18
(D) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh
unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan (5).
. (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleb anggota.
(3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat
(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat urisur pengawas
dapat meminta bantuan akuntan publik.
Berdasarkan paparan di atas yang dimaksud pengawas dalam Baitul Maal

BMT adalah Dewan Syari’ah yang bertugas mengawasi segala aktivitas dalam

kegiatan dan pengembangan Baitui Maal Wattamwil (BMT) dari segt syariahnya.

53 Makhalul Timi SM, Teori &Praktek Lembaga mikro Keuangan Syari ‘ah Ul Press, Yogyakarta,
2002,hlm,65-66



BARB I

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI KABUPATEN KUDUS

1. Letak-geografis'

K'xbupalen Kudus sebag,al salah satu Kabupaten di Jawa Tengah

terletak diantara 4 (empat) Kabupaten yaltu di sebelah utara berbatasan

dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah t1mur berbatasan

~dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan dan

Pati serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara.

Letak Kabupaten Kudus antara 110° 36 dan 110° 507 Bujur Timur

dan antara 6’51 dan 7’ 16 Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur

adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km.

2. Luas Penggunaan Lahan

Secara administrasi kabupaten Kudus ferbagi menjadi 9 Kecamatan
dan 214 Desa serta 7 Kelurahan. Luas Wilayah Kabupaten Kudu.s fercataf
sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1.31 persen dari tuas Propinsi Jawa
Téngah. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Dawe yaitu 8.584: Ha
(20,19 persen), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota seluas

1.047 Ha (2, 46 persen) dari luas kabupaten Kudus.

! Sumber Data : Badan Pusat Statistik .dengan Badan Koordmam Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003, :

67
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Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2‘002'tcrcatat ;scbesaf
719.193 ji'wa, terdin dari 354.899 jiwa lall(i-laki“(49.35 persen} dan 364.294
jiwa perempuan (50,65 persen). |
5. Tenaga Kerja .
| Tenaga kerja yang terampil, merupakan potensi surﬁber daya manusia
yang sangat dibutuhkan’ dalam prdses pembangfunan menyongsong  era
globalisasi. Menurut.Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja
dideﬁnisikan sebagai penduduk yang berurmur -10 tahun ke atas dan
dibedakan sebdgai angkatan kerja dan bukah angkatan kerja. Pertumbuhan
penduduk tiap tahun akan Eerpengaruh terhadap angkatan kélja.

" Sektor industri masth menjadi gantungan hidup tenaga kerja di
Kabupaten Kudus, tc‘rbui(fi sekitar 38,43 pefsen rheﬁlpunyai lapangan usaha
di scktor tersebut. Sektor lain selain sektor industri yang paling banyak
adalah sektor perdagangan dan sektor p;artanian, masing—masing‘ sebesar
17,00 persen dan 18,74 persen. |
6. - Agama

Sesuasana kerukunan hidﬁp beragama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sangat didambakan masyarakat. Be:rag:a:m tf_a_mpat
peribadatan, merﬁpakan salak satu bukti kerukunan agama di antara umat.

Tempat peribadatan yang tersédia di Kabupaten Kudus pada tahun
2002 adalah 526 Masjid, 1663 Musholla/langgar, Gereja 23 buah, Gereja

Katholik 4 buah, Vihara 9 buah dan Klenteng 3 buah.
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hSccara | geografis Kabupaten Kudus terletak dl sebelah  timur
Kabupaten Jepara, sebelah utara Kabupaten Demak dan di sebelah barat -
Kabupaten Pati yang mayorztas masyarakatnya memeluk agama Is}am

“Sebagaimana Kabupaten Demak, Jepara dan Pati yang mayorltas

penduduknya beragama Islam, maka moyoritas masyarakal Kabupaten
Kudué juga melﬁeluk agéma Islam, yaﬂg berdasarkan sumber data Badan
Pusat Statistik dengan badan Kobrdinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupe'xten Kudus Tahun 2003 adalah : |

Islain , | :6_78 972

Protestan ;9726 |

Katholik : 7798

Hindu 193

Budha 1299

Jumlah  : 697 988
Berdasarkan data tersebtit diatas maka 97% seluruh masyarakat di
Kabﬁpaten Kudus memeluk agama Islam. |
Sebagai lmasyérakat yang meyakini Islam sebagai agama yang benér‘
maka meruplakan kewajibannya ia mengima;ni nilai-nilai yang terkandung

dalam Al-Gur’an dan Al- Hadits:‘

B. EKSISTENSI BMT DI KABUPATEN KUDUS
‘Dilihat dari fungsinya BMT merupaka-n lembaga intermediasi ke'uangan :
antara pemilik dana (Shahibul Maal) dan Pengelola (Mudharzb) BMT beroperam

berlandaskan prm51p prinsip Syari’ah yang pada 1nt1nya menerapkan bahwa dana
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pada dglsarnya "merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan

kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan drang-perorang. Dalam kegiatan dan

perkenibangan BMT di Jawa tengah tercatat kurang lebih pada tahun 2003/2004

adalah 262 BMT binaan PINBUK.? Disadari bahwa kete‘rbaté_iéan perbaﬁkaﬁ
dalam melayani usaha kecil dan mikro sehingga membuahkan peluang besar bagi
pengembangan - BMT saat ini. | |

Dalam situasi krisis ekonomi sekarang ini, dimgna usaha .kecil dan infbrmal
bertambah banyak, peluang -BMT untuk Berpe;‘an semakin besér dan semakin
diminati. Untuk itu dengan :'semakin ‘lurasn,ya anggota. masyarakat yang
memanfaatkan jasa BMT, maka dibutuhkan profesionalisme yang tinggi dalam
oﬁrasionalnya :sehingga .antara BMT dengan masyarakat penggunanya dapat

melangsungkan hubungan yang saling mcnngtungkan dan hubungan jangka

‘panjang yang positif. |

“Tuntutan profcsionalisme tersebut mengharuskan. BMT sebagai kelompok
swadaya masyarakat bekeljf; dengan pn'nsip-prilnsip: 'i)ertama dari, oleh dan
untuk anggota; kedua keanggotaan b-erdasarkan kesadafan dan bersifat terbuk'a;‘
ketiga begerak dalla..rn bidang tabungan dan kredit diantara anggota, keempat
menyélenggarakan perlemuan secara teratur; kelima meliyelenggaraican

pendidikan anggota secara terus-menerus; dan keenam, manajemen / pengelolan

BMT bersifat terbuka. Pertumbuhan j‘u'mlah BMT yang pesat dalam beberapa

* tahun terakhir sangatlah mengesankan, namun upaya mgnumbuhkembangkan

BMT di tingkat akar. rumput adalah hal yang tidak mudah dilakukan. Adapun

2 Data PINBUK Jawa Tengah tahun 2003/2004
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e
faktor yan?g harﬁs diperhatikan yaitu kep_ercé.yaan terhadap keberadaan BMT yang
- merupakan aset yang harus dijaga, dan dipertahankan, jangan sampai- masyarakat
dikecewakan karena kesalahan atéu ketidakbenaran dalam melaksanakan kegiatan
lebih-lebih dalam bidang syari'ahnya. |
Selain_ dari pada itu banyak masyarakat yang mengklaim bahwa BMT hanya
background syari’'ah, tetapi dalam kegiatannya sama dengan lernbaga keuangari
konvensional, oleh karena itu dalam pengembangan BMT kedepan sangat
diharapkaﬁ dalam kegiatannya sesuai deﬁgan pr'insip-prinsip syari’ah, mengingat
makin eksisnya lembaga keungan Islam khususnya BMT_ ‘maka perlu
meningkatkan ';engawasaﬁ baik ‘dalam kegiatan Baitul Maal maupun
Baituttamwilnya.
Adapun Eksistensi BMT di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut.
1. Baitul Maal Wattamwil (BMT) “Mitra Mu ’aﬁalat”
a. Alamat Kantor: Jl I—l.b. Cokroaminoto 57 Kudus Telp (0291)
444576. | | |
b. Komplek Pasar Jliwon Blok B No -43 Kudus 59311
c. Koinplek | Pasar Jekulo Blok E No 06 Jekulo Kudus
Hp. 0815_770_9693

d. 1. Kudus-Purwodadi, Wates Undaan Kudus Hp: 081325553924

Personalia
Pengurus KSU “Mitra Muamalat”
Ketua’ - Drs. H. Munawar Cholil

Sekretaris ‘ : Drs. H.M. fakih




Bendahara
Pembantu I

. Pembantu Il

: H. Muhammad Hilmy,SE
 Drs. H. Chandiq ZU

: Endang Rahayuni Ma’ruf

Pengelola BMT “Mitra Muamalat”

Manajer
Penanggungjawab Unit
Accuonting

Tgller

Marketting

: Arif Subekan, SE

: Moh. Mustain

-+ Umi Kulsum

: 1.Rosyidah:S Ag

: 2. Dwi Nugraheni Wijayanti _

: 1. Agus edi Winarto

: 2. Adra Setiawan, SE

: 3. Supriyono

: 4. Iwan Setiawan

. Baitul Maal Wattamwil (BMT) Harapan Umat_
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Alamat Kantor Pusat: J1. 'Jepara No. 421 Prambatan Kudus telp. (0291)

434978 HP.081 22804964,

Alamat Kantor Cabang : Komplek Pasar Dawe Kios B 26 dawe Kudus

| STRUKTUR ORGANISASI BMT HARUM KUDUS

Dewan Syari’ah:

1. Ust. Kamal Fauzi

2. Ust. Ahmad Hamdani, MA

3. Ust. Ali Mahmudi BA

4. Ust. Khusnul Aqib,Sag
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Pengurus:
Ketua - : Setia Budi Wibowo, Sag
Sekretaris | " : Suryo Saputro, Akt
Ecndahara ' | : Sri Bintoro, Amd
P_engélola :
Manajer | - Muchamad Setiawan, Amd |
Pembukuan ': Hesti Wijaya, SE |
Teller ' : Dhaissy Yuli Rpstani,SP
Marketting | : Rukani, Amd

| Istiqomah‘

M. Aminﬁddin
~ Evi Sofyan
- BMT Logam I\;Iulia

Alamat Kantor Pusat : Jln. Raya Klambu No. 10 Kab. Grobogan Telp
(0292) 651411,658061.

Alamat Kantor Cabang Kudus: Jln. Raya Purwodadi-Kudus KM 7

Kudus HP. 0822916070.

Alamat Kantor Cabang Jekulo: JI Raya Jekulo No 211 Kudus Telp
0812915822
Alamat Kéntor ‘Ca.bang Undaan Babalan : JI Raya Purwodadi- Kudus

KM 15 Telp 082 291 5211 .
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Struktur Oraganisasi BMT Logam Mulia
Dewan Syari’ah " 1. K. Ishaq Al Hafidz -

: 2. M. Sya’roni Dimyati

: 3. KH. Moch. Cholil
.: 4.- I Rukani, SH
Slisunan Pengurus
Ketua | : H.M Mustamir
Sekertaris |  Ir. Mukhlisin
Bendahara - : Eny Winiharti
Manajer perﬁasaran : Agus Suryono, S Ag

Manajer Akuntansi &Keuangan : Hindun Mustofiyah,SE
Teller : | :Rif"an

Manajer Cabang'Undaan Kudus :Dwi Sutrisno, SE
Manajer Cabang J ekﬁlo Iéudus : Budiyono, A Md

. Baitul Maal Wattamwil (BMT) Giri Muria Asly -

Alamat’ Kantor : Jl.raya' Kudus-Colo Km.9 dawe Kudus 5935 3

Struktur Organisasi BMT Giri Muria

Ketua . . Alfi Hidayat,Amd
Sekretaris : Solihin

Bendahara - Indah Nursanti, SE
. BMT Artha Wandana
Alamat : Babalan J1. Raya Purwodadi — Kudus Km.14/ sebclah pasar

Babalan Telp..082 2428911

 [GPT-PUSTAR-UNDP!

PG U




76

Struktur Graganisasi BMT Artha wandana

1]

Dewan Syan:ah
Pengurts
Ketua
Sekretaris

Bendahara

Manajer Babalan Kudus '

. BMT Mahardhika

: HM Mathoha

1S Arifin S Ag

. Ert Lusiana
: Hj. Musyafa’ah

: Sugiono

Alamat : JI. HM. Subchan ZE No 262 Purwosari Kudus Telp (0291)

43624 Kode Pos 59316

Struktur Organisasi BMT Mahardhika

Dewah Pengawas: -
1. Ir. H. Munir, Msc
2. Noor Yadt
Pengurus : |

Ketua

Wakil Ketua
Sekertaris
Bendahara
Pembantu Umum
Manajer
Administrasi

3

Kasir

:HD sunaryo,SH

: dr parno widjoyo

: Zubaidi
- Drs; H. Farid Djojopartono

: H. Hidayatullah, SH Mhum

: Ngaspan, SE

- Evan H

: Sofiya
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* Manajc Oprasional : ‘Mundul‘dr
Péiaksana' : : Brry.S |
| B : Sutarjo
: Suwondo

C. PRODUK YANG DITAWARKAN BMT KUDUS bALAM PRAKTEK

DAN TEORI BAITUTTAMWIL

Ada' banyak penghimﬁunan dan penyaluran dana - yang secara teknis-
finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga= keuangan Islam termasuk BMT. |
Hal ini djnlungkinkén kareﬁa sistélﬁ suyari’ah memberi ruang yang cukup untuk
itu. Namun dalam praktek, sebagaian besar BMT di Kabupateﬁ Kudus masih
membatasi diri dengan penerapan beberapa produ‘k saja yang dianggap aman dan
profitable’. Dalam memobilisasi dana, misalnya, BMT lebih menjrukai produk
berbagi hasil mudhorobah dengar. pertimbangant idak terlalu berisiko karena |
kapasitasnya .sebagai_ mudharib,serta relatif mudah dalam penerapan. Tetapi
sayangnya, vila harus menyalurka'rmy-a' kembali kepada masyarakat dalam bentuk
pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah, BMT lebih mengedepankan
produk ﬁzurabalzah dengan alasan, produk tersebut mémpul memberi jaminan
peroichan 'keuntungan dalam jumlah memadai berdaéa:rkan kesepakatan kedua .
pihak pada saat perjanjian ditandatangani. Hanya saj_aldalam praktek, keadaan Vini
berjalan seringkali dcngan mengingkari prinsip-prinsip murabahah, seperti objek

barang yang tidak jelas keberadaannya maupun ukuran-ukurannya.’ ]

e

* Arif Subekhan,SE, Sekretatris Paguyuban BMT Kabupaten Kudus, Manajer BMT Mitra
Mu’amalat, Wawancara Pribadi, 12 Oktober 2004 ‘
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- Sebenarnya, seperti dijglaskan di atas, terdapat banyék 'proauk yang secara -
tekn'i-s-ﬁnansial dapaf dikembangkan BMT untuk dapat menjﬁlankan usahanya,
seperti penghimpunan dan wadi'ah, penghimpunan dan penyaluran dana
mudhar’&ba;’z, penghimpunan dan pe:.nyaluran’ d#na musyarokah, serta penyaluran
dana murobahah. Adapun produk-produic lain seperti 5ai’ c_z;s' salam, ifaroh, ijaroh
wa igtina, hiwalah, sharf qardl dan seterusnya, BMT belum terbiasa
menerapkannya.

Oleh karena itu, pé.paran mengenai ﬁroduk—produk BMT da;lam teori dan
prakiek lebih difokuskan pada empat hal sebagai berikut.* |
1. Penghimpunan dana Wadi’ah yad Dlttzmdﬁah

Dalam kegiafannya menghimpun dana dari masyarakat, BMT
dapat menawarkan produk jasa wadi'ah, yang dari segi keabsahan
berarti ‘titipan’. Aqad ‘;W-adi ‘ah” termasuk kategoﬁ' aqad “tabrru”,

. j(akni a‘q.ad yang bersifat kebajikan karena ‘mengandung unsur tolong
menolongantar sesama manusia dalam lingkﬁngan sosialnya.

Prinsip .dasar Wadi'ah menyebutkan bahwa se‘ora.né penitip barang
wajib membayar seluruh seluruh biaya yang dikeluarkan pihak vang
dititipi,' secara otomatis, untuk kei:erluan pemeliharaan barang titipan
t.ersebut, di samping imbalan jasa dalam. jumlah‘ yang pantas s;esuai
kadar kepatutén atau 1t_Jelrdasarkan kesepakatan di muka antara kedua

pihak pada waktu perjanjian Wadi’ah dibuat.

4 Makhalul Timi SM, Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syar; ah TIl Press

" Yogyakarta,2002,halaman 30
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Demikian jugﬁ dalam hal .pcngcrahan dana Wadi’ah, pada
prinsipnya BMT boleh memungut biéya administrasi kepada nasabah,
kareﬁa ini menjadi haknya, dan nasabah wajib 1ncmenuh1'nyé sebagai
imbalan jasa yang dibelrikan BMT dalam memelihara keamanan harta
(dana) yang dititipkan nasabah kepadanya. Adapun mengenai besaran
biaya administrasi kadammya ditentukan berdasarkan parameter yang

| wajar dalam dunia perbankﬁn. |

Dalam kerangka pengerahan dar-la Wadi’ah ini, atas seizin penitip
(nasabah) BMTdapat mengelolanya untuk tujuan komersial, sehingga
bila kemudian diperoleh keuntungan BMT dapat memberikan Aibbah
(bOnusL yang besarnya tidak bo}eh ditetapkan secara pasti di muka
dengan kalkulasi angka-angka rupiah atau persentase atas nilai pokok

dana wadi’ah, misalnya sekian atau sekian. Sebaliknya bila kerugian

yang didapat, BMT menaggung risiko kerugian tewrsebut, sehingga -

waq’i ‘ah seperti ini lazim dikenaldalam istilah fikih dengan sebutan
‘wadi'ah .ad-a’hamanah ' (titipan dengan risiko gaﬁti rugi). -

Para .ulama_ dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali
(jumhur uIa.m.a) mendefinisikan wadi ‘ah sebagai, mewakilkan orang lain
untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama
mazhab Hanafi berpendapat, wadi’ah adalah mengikutsertakan orang
lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melgui

tindakan, maupun isyarat.’

* Sutan Remy Syahﬂ eini, Perbankan Islam dan Kedudukarnya Dalam Tata Hukum Perbankan
Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta , 1999, hlm 55-56
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Dalam prakteknya, sebaglan pengelola BMT menyebutkan bonus
wadi’ ah deng,an istilah “bagi hasil’ yang besarnya ditentukan di muka
| atas ‘"dasar hitungan persentase angka-angka rupiah serta dchgan
1nem5andin.gkan | bes;clran bunga' tabungan yang diberikan bank -
1 _ | konvensional dalam 'mc_enarik minét caloﬂ nasabé.h. Hal ini dilakukan
kérena pengelola'melra"sa kesulitan Vketika‘ harus menjelaskan dengan
se;lﬁestinya prinsip-prinsip wadi'ah men@f ajaran syari'uh, senienta.ra
pada saat yanglsama' peﬁgetahtian kesyar.i’ahan nasabah sendiri masih
sangat réndah. Di samping _i'tq ditemukan pula bukii balln'zva sebagian
pengelola BMT melakukan hal fang Sama karena kurang percaya diri
_ dan menganggap pola vang ditawarkan BMT tidak lebih efektif daripada
yang dilakukan bank konvensional .t

2. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Mudharabah

Dasar hukum Mudhatabah dalam hulcum Islam terdapat dalam Al-

Qur’an sebagai berikut,
(20 1 Sl ) iz (g O g3y YA Osa s g Ay

“Dan sebagian dari mereka (terdapat orang-orang yang) berjalan di
muka bumi, mencari scbagian dari karunia Allah SWT...” (QS, Al-
- Muzzammil, Ayat 20) : :

M‘JJSJULJUJQUA?MBHJ\Q\;SAJUAM‘J&UL)]Cl_\a‘aSJ.‘cu.u.ﬂ
Uﬂhal‘wﬂﬂua‘;.\.ﬁu\_g (—;SAALAngJSJ‘J ‘:JJ;]‘M\J.\.C.
(198 : 3_5)

¢ Sugiono, Manajer BMT Artha Wandana Babalan Kudus, Wawancara Pribadi, 24 Oktober,2004
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“Tidaklah dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari tuhanru. Maka

apabila kamu berangkat dari Arafah (selesai wuquf, maka bérzikirlah
kamu. kepada Allah di. Masy’ aril Haram. Dan ingatlah Alloh -

sebagaimana Dia telah menunjukkl kainu meskipun kamu sebelum itu
sungguh termasuk orang yang sesat’ ( QS Al-Baqarah Ayat,. 198)

Dalam suatu kesempatan Rosulullah SAW juga bersabda “tiga

perkara di dalamnya terdapat keberkatan, yaiiu menjual dengan

‘pembayaratgl secara krechit, muqamdhah ( nama lain dari mudifzarabak), '

dan mencampurkan gan‘dﬁm dengari‘:‘teptmg untuk keperluan rumah
tangga dan bukan untuk dljual (HR. lbnu Majah)
Dalam perjalanan hldupnya bellau sendiri pemah melakukan

nguc_ﬂzarabah dengan Khadijah _bi'nti ,Khuawaylid sebelum! diangkat

menjadi Ra'sul Beliau in‘enjual bar'ing'dagangan milik Khadijah antara -

negcn Makkah dan Syam (Syria). Karena kuju}uran dan ketekunannya

beliau belun pernah mbrugl dalam berdagang Bahkan karena mkapnya'

yang bljakoana kepada‘ semua orang, hamp1r—hamp1r behau selalu
' membawa ‘untung besar sepulang darl berdagang. Sampal akhlmya
' ‘Khaduah tertank dengan keluhuran budmya dan atas takdlr Allah SWT,
keduanya - chpertemukan‘ dalam suatu‘ "1katan perkamnan yang sah
: sebaglai sﬁémi isteri. Seteiah itu, Nab_i SAW terus berdagalnlg hinggét
hlcqjélé.ng diangkat seb;rlgai Rasul. ) |
?Mﬁdk&rabah meré@aka.n Wahana_- utama bagi perbankan ‘syari'ah

(fermasuk BMT) untuk memobilisasi l&lana masyarakat y'an‘g' tersgrak




dalam . jﬁmlah ‘i:)esar dan untik 'm;a£1yéciiakérn berbagal fasi[.‘i.f.ca,s, antara .
lain fasilitas pembiayaan bag1 para pengusaha o
Mudhambah '1da;ah salah Satu aqad kerjasama; kemltraan ' :
berdésarkan prinsip berbagl untung dan rug1 (Profit arzd lo.s.s sharmg_-j
prmczplﬂ) dxlakukan sekurang-kurangnya oleh dua plhak d1mana yang:
pertama mermllkl dan mcnyedlakan modal dlsebut shakzb al-mal atau. :
rabb . ai—mal sedang yang kedua memiliki keahhan (skzl[) dan:, |
bertanggung Jawab atas pengelolaan dana / manajemen usaha (proyek) -
.halal tertentu dlsebut mudhartb Secara telcnls mudharabah texjad;
apabﬂa p1hak pertama mempercayakan modalnya kepada pthak kedua:‘ _. g

untuk dtmanfaatkan sebagal bekal mengclola suaiu jenis usaha yang-

dlhalaikan agama. Tika kemudian darl usaha yang dualankan pihak’ -

kedua deperolch keuntungan (prof t) masmg—masmg berhak atas bag1an ‘

keuntungan tersebut yang porsmya dltentukan berdasarkan kesepakatan . ;

awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjlan ( aqad) mlsalnya .

, 30/70 35/65 atau 40/60 Sebahknya blla usaha yang dljalankan pxhak

| kedua‘merugl beban'-keruglan.dmlkul Ebersama, d1 mana plhak pertama .

.- selaku shahlb al-mal kehﬂanga:n sebaglan atau selumh modalnya dan A.
plhak kedua selaku mudaharib kehﬂangan kesempatan memperoleh hasil

da.n Jcnh payah dan cucuran kermgatyang dlkeluarkannya selama

‘ mengelola usaha. Inilan yang menjadl dasar sehmgga para ahh.

7 Nabil A. saich, Unlafo Gain and Legitimate Profit In Islamic Law” Riba gharar and Islamic .
Banking, Cambridge: Cambridge University “Press, 1986, him 104. Dikutip Dari, Makhalol Hmi
SM, Teori &Prakiek-Lembaga Mikro Keuangan Syarz at, U[[ Press Yogyakarta 2002,hlm, 31 .
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berkc—:s1mpulan bahwa mudharabah merupakan bentuk . keljasama -
ekonom1 yang memutlakkan adanya perimbangan pembaglan'
keumungan dan (r:stko) ker ugian.

Dasar peljanjlan mudharabh adalah kepercyaan murm sehmgga"

dalam kerangka pengelolaan dana mudharabah shah:b al—mal tldakf a

dlperkenankan melakukan mtervenSI dalam bentuk apapun selain . -
melakukan pengawasan (controllme) untuk menghindan pemanfaatan 2

dana dl luar rencana yang dlsepakatl beﬁa sebagal antlslpas1 ter]admya: T

Vkecerobohan dan atau kecurangan yang dapat dﬂakukan mudharib,

Apa‘oﬂa d1 lapangan ditemukan buku valid telah telj adl penytmpangaﬂ E

~dan atau kecurangan oieh salah satu ‘pihak, maka prm51p pembaglan':_ :

untun,q dan rugi secara hukum dlnyatakan gugur, mbalnya mudharib

sengaja melakukan tmdakan—tmdakan yang menurut perhltungan akal

’ sehat dlyaklm dapat mendatanglan kemg1an memanfaatkan dana untuk.

kepentmgan di luar usaha yang sepakatl dan lain sebagamya Dalam :' f
kﬂadaan demlklan bﬂa texjadl kerugmn shahzb al—mal tldak dibebani

anggung;awab atas : kerug1an 1tu dan sebaliknya, 'secara hukum -

keruglan itu menjadl beban hutang mudharzb Bahkan shahzb al-mal =

rdapat melakukan upaya hukum bllamana muadharzb menolak-

menanggung sendm kerugian yang ‘umbul aklbat kecerobohan ;

perbuatanny'a

Dalam kerang,ka penghlmpunan dana mudharabuh nasabah

-ber‘mdak sebaga1 shahzb al—mal dan BMT sebaga1 mudharzb BMT"' L



dapat menawarkan produk peng,hnnpunan dana mudharabah im kepada |

masyarakat dengan menunjukkan carawcara penentuan dan pen ghItungan

porsi bagi' hasﬂnya ‘dan' perlu dmatat ia tidak d1perkenankan .

hnen}anpkan pemberlan keuntungan totap perbulan dalam Jumlah

tertentu dunga.n 51stem persentase sebagalmana lazim berlaku dalam o

tatanan perbankan konvenwona! atau dalam jumlah tertentu ataq dasar .

alkula51 an gka-angka I".lpldh Hal demlkjan tldak lain karena Al—Qur an’ -

| yang menj ad1 sumber rujukan pertama dalam penetapan hukum—hukum -

syari ‘ah menjelaskan dengan tegas bahwa tidak aaa seorangpun

manusia d1 muka burm yang . dapat mengetahul dengan pasu apa yang i

akan d1usahakannya esok hari. '.Bahkan ia tldak akan pernah tahu apakah
dlrmya mas1h berkesempatan memkmatl kehldupan sehmutnya atau -

tldak Manus1a hanya mampu berusaha namun Tuhan Jualah yang

menetukan hasﬂnya Atas dasar ltu pe‘nentuan di muka ‘keuntungan ' ‘_" .

past1 dala.m bentuk dan cara-cata sepem apapun, sebelum usaha o

nasabah dljalankan merupakan baglan dari perbuatan mendahulm |
kehendak "Tuhan, dan ini bertentangan dengan ajaran agama Ini
sesungguhnya yang 1ng1n dAjau}u lembaga keuangan Islam termasuk
BMT. . o
Namun demikian dari hasil penehtian fakta di 1apangan penulis,
sebag1an pengelola BMT di Kabupaten Kudus masih menggunakan ‘
cara—cara konvenszonal dalam memasarkdn produk]nya Mereka

menghlmpun tabungan dan depos;to mudharabah dengan men]anjlkan -'
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pembefian- keuntungan 'tefap setiap bnian ‘kepada nasabah, baik diminta g

ataupun tlddk selama Jangka waktu tertentu mlsalnya tiga bulan, enam

'-bulan satu tahun dan sebag'unya Besaran keuntungan tetap 1n1 blasanya S |

diselarask'm dengan . besaran persentase bung,a pftsaran bank -

konvem:onal saat.itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah karena . - .

b cara seperti itu dlanggap lebIh sed°rhana dan efektif pada saat sebaglan
besar 1nasyarakat Kita belum memaharm dengan baik tekmk tekmk X
ﬁnansmi yang dlkembangkan BMT |
’- Fakta lam Juga menurgukkan rata—rata pengelola BMT merasa
keéuhtan- : pada saat menawarkan produk penghnnpunan dana
mudlvambah kepada | masyarakat Mereka hampl.r selaiu gagal - - |
membenkan Jawaban yang memuaskan ketlka calon nasabah
menga]ukan petanyaan “Berapa besar ‘bagi hasil (k( untungan tetap) f
yang saya terlma setlap bulan ]1ka saya sunpan dana saya dalam Jumlah' '
seklan dl BMT a.nda‘?” ' |

Masalah yang murcul blla nenanyaan tersebut dlberlkan jawaban
seméstm&a sesuat syari a}' calon nasabah cenderung meragukan dan
menganggap mudharabah berpoten51 men gancam keselam tan dananya,
atau pahng tidak, ia dlyaklm tldak memben Jamman perolehan

keuntungan atas dana yang d1percayakannya untuk dlkelola secara

syari ah di BMT

# Sugiono, Manajer BMT Artha Wand'ana Babalan Kudus,. Wervancara Pribadi, 24 Ok‘l;aber,,?aﬂtii
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iﬁéalita demikian memberi dorongan kuat kepada péngeiola yang
.kumn;s:, kreattf dan tidak hati-hati dalam mengikuti petun]uk agama,
untuk” nekat Iﬁenghahlkan segala cara dalam men_]ual jasa-jasanya
| kepada masyarakat, sepeti anggapan BMT sebagai lembaga keuangan
Islam yang belum tentu Islami, atau lembaga ‘keuangen Islam yang
hidup da].am tataran formalisﬁk belaka dan tidak menyentuh aspek yang
leblh substantg‘mk Bajunya Islam tetapl isinya kenng dari nilai-nilai
Islam. Demikian- seterusnya hmgga munCul pendapat di sementaré
kalangan yang menganggap BMT sebagai rentenir Islam.’ |
_Mungkin ‘ini terlalu berlebihan (ekstrim), namun apé}p_un realita
yang ada,sebagai pelajaran bagi semua péngeloala BMT di.Kudus untuk
intropeksi dan selanjumya mengambil hikmah dari kejadian-kejadian
tersebut. | ‘
<Ada beberapa alternatif yang seﬁe’namya dapat dilakukan pengelc;la "
BMT di Kabupaten Kuadus dalam menav?arkan produk ﬁenghjmpunan :
dana mi{dhambah tanpa ﬁarus menyalahi prinsipl-prinsip‘ .'perjanjian |
mudharabah  itu seﬁdiri. Salah satu diantaranyé. 'adalail dengan
11}emajang'neraca dan laporan rugi/léba BMT / bulan sebelumnya serta
coﬁtoh cara perhitungan bagi Basil tabungan deposito mudharabah yang 1 
ditgwarkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan calon nasabahi-\ |
mengenai besarnya perolehan bagi’ hasil perbulan yang di.niungkinkan

‘atas total dana yang dipercayakannya kepada BMT. Cara ini ditunjukan

® Makhalul Hmi SM,Op.Cit halaman 34
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terutan‘ld untuk mereka yang memiliki pengalaman dalam berhubungan
denga.n duma bank atau yang karena pengetahuannya mampu
mema‘nalm dengan baik teknik-teknik permmngan bagi hasil semacam
itu. Adapun terhadapa mereka yang karena sesuatu hal akalnya t1dak

sampai atau tidak mampu memahami panelasan menhenai mekamsme

| berhitungan‘ porsi bagi hasil BMT, " seperti orang awam tak

berpendi_dikan misalhya, kepadanya dapat diberikan ‘penjelasan.‘

sederhana apapun yang dapat mendekatkan mereka kepada pemahaman

yang benar sesuai syari'ah.

Adapun dalam rangka penyaluran dana mudharaﬁdh, BMT
bertindak scbagai shahib al-mal dan nasabah sebagai mudharib. BMT
memberikan kerpercayaan penuh kép’a;da nasabah untuk meﬁénfwtkan .
fasilitas pembiayaan berbagi hasil ini sebagal médal mengéldla proyek
atau usaha halal tertentu-yang diariggap feasible. Karena ‘landasan
mudlmra,bﬁz murni kepercayaan dari shahibul al- mal, BMT dituntut
ekstra hati-hati dan . selektif terhadap pembiayaan yang diajukan
nasabah, lebih dari sev?ajamya dilakukan. Hal ini penting dikemukakan
karena sedikit saja kesalaﬁan dilakukan, akibatnya fatal 'bagi BMT

mengmgat mudaharabh sclalu terkait deng,an prm51p berbagi untung dan

_tugi. Bila usaha yang dijalankan nasabah merugl, resiko ﬁnan31a1

- sepenuhnya menjadi tanggung jawab BM_T, selam bila dapat dibuktikan

kerugian itu akibat kecerobohan dan atau kecurangan nasabah.
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Kendati demi}dall;- guna meminimalkan risiko l(erugian: yang b.isa
timbul, BMT dapat memberikan batasan-batasan tertér}tu m.engénai jenig B
uéaha, alokasi dana, -waktu dan fexﬁpzljt dimulainya usaha, dan
sebagainya | sepanjang . tidak menyalahi prinsip dasar perjanjialn‘
r;zudharabah itu sendiri, _l

Hal .lain' vang perlu jl._lga diperh‘aﬁkan gdalah bahwa BMT tiaak
boleh meminta jaminan kepada nasabah dalam bentuk apapt}ﬁ, selain
kejujuran; karéna yi.m.g demikian berarti mengi‘ngkar,i‘ prinsip
kepercayaan S;ang menjadi esensi perjanjian mudharabah, dan karena |
pembiayaan yang diterima nasabah dalam konteks mudharabah tersebut
tidak dapat dikatégorikan sebagai piutarig‘ BMT pada nasabah. Sehingga
dengan demikian, statmen pengakué.h hutang oleh nasabﬁh dalam

diktum perjanjian mudharabah tidak boleh ada. Bila iﬁi dilakukan, .
perjanjian mudharabah yang ditandataﬁgani kedua pihal; caca;[ hukum, |
karena yang demikian menganduﬁg pengertian .adanya 'pémbebanan '
risiko iicerugidn pada salah satu pihak A‘saja ya'itﬁ n:asabah‘ selaku
mucharib! | |

Itulah mengapa, beberapla‘ pengélqla BMT di Kabupat'en Kudus
menganggap mudahrabah sebagai produk I'Jen.yaluran dana yang cukup '
riskan bélhkan dapat mengénca.m kebangkrutan usaha lembaganya,
samapai-sampai kemudian.muncul reaksi berlebihan dalam be'ﬁtuk usaha _
menyimpan rapat produk mudhara;bah seperti dalam koték terkunci dan

menyodorkan produk penyaluran dana lainnya yang dianggap profitable
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sebagai alternatif pené‘ganti, kendati dengan tcrpaksa kadang llélrus
mengabaikar:_ prinsip-prinfsip syari'ah yang mesti diikuti. Pe‘ndeknya,
mudi:qrabah 'sar:npai | ,éekarang masih dianggap .sébagai momok
ménakutkan vang mungkin akan terus dikorbankan denii pemenuhan
ambisi b‘eberapa oknum pengelola yang kineﬂanya lebih bercorak _
prqfit-or.fcﬁted. 'Apaptin alasannya, kgadaan ini sungguh  sangat
mempribatinkan.

Kesalahan kembali juga terjadi seperti dikemukakan  oleh
.Makhalul- Imi SM, dalam bukunya ya'mgr berjﬁdul Teori & Praktek
Lembaga Mikro KeuanganiSyari ‘ah BMT berant 'mengeiuarkan lproduk
mudharabah namun salah dalam penerapan. Kesalahan itu biésanya
térjadi dalam bentuk tidak terpenuhinja syarat dan rukun mudharabah.
Fak‘;a di lapangan menjelaskan kerpada kita, beberapa BMT menerapkah
ketentuan nasabah ﬁenerima fastlitas pémbiayaan diwajibkan
mengembalikan .pokok berikut bagi hasilnya secara berangsur setiap
bulan. Ba.hkan iika terjadi keterlambatan dalam p emb.ayellran angsﬁran, ;
satu bulan, dua bulan dan seterusﬁya,. kepadanya dikenai sanksi
pembayéreiri denda sebesar angéuran Bagi hasjl I.:)ulan—bulan‘ itu. Ini yang
“menjadi lse’bab sehingga nasabah menhadapai kesulitan besar dalam :.
mengembangkan usahanya. ‘Ironisnya, kendati da-lém aqad disebut porsi
bagi hasil yang dapat .doperoleh 'kedua pihak bila usaha nasabah
mernidapat untung, dalam praktek BMf meminta keuntungan itu dalam

hitungan angka-angka rupiah yang bersifat fetap.
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Fakta lain yang berhasil penuiis himpun di lapangan adalah terkait

dengan praktek pengikatan jaminan dan ketentuan mengenai adanya

_surat pengakuan hntang bagi nasabah atas pembiayaan mudharabah

yang diterimanya. Selain itu, terdapat pula bukti adanya keterlibatan
beberapa oknum pengurus maupun pengelola BMT yang ikut

memanfaatkan fasilitas pembiayaan mudharabah dari lembaganya

" dengan perjanjian yang tidak jelas, karena tidak dimuat secara tertulis

dan eksplisit dalam aplikasi pémbiayaan mudharabah. Hubungan hukum
dalam transaksi mudharabah antara oknum pengurus / pengelola dengan
BMT-nya hanya diikrarkan secara lisan dengan ﬁngkapan yang samar,
dalam pengertian tidak dapat ditafsirkan ke dalam suatu pengertian
hukum yang jelas dan definisi, serta tidak pula mengikﬁti aﬁnan main
yéng sebenarnya. Pendeknya, kontrak pembiayaan itu terjadi dengan
tidak mengikuti prosedur yang semestinya. Satu kata ya_ng biasanya
terungkap dalam transaksi tersebut hal:xyalah sebatas ﬁéda' ungkapan bagi

hasil fang dijanjikan oknum pengurus / pengelola, dan tidak lebih dari

_ itu. Adapun mengenai pofsi bagi hasil yang akan diterimanya, jenis

usaha dan scbagainya, seringkali tidak disinggung secara jelas, dan ini
sepertinya dilakukan atas dasar unsur kesengajan.
Untuk mengatasi agar praktik-praktik penyimpangan scacam itu

ti‘dak banyak terulang kembali di masa datang, perlu kiranya dipikirkan'

‘pentingnya peningkatan mutu sumber daya insani pengelola BMT secara .

terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan berkelanjutan-
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yang khusus mendalami masalah figh berikut metode-metode yang dapat
Idigunakan‘ untuk memahami masa[ah~masalah fic]/z.ter_sebut, terutama
yang berhubungan dengah praktik penghimpunan dan pényalur‘an dana
BMT.

Di lsaﬁnping itu perhi -jugd dipikirkan pentingnya kehadiran Dewan
pengawas Sya:-{ ‘ah BMT secara de facto, bukan sebatas de jure
sebagaimana terjadi selama -ini, karena hampir semua BMT di
Kabupatén Kudus de facto tidak memiliki Dewan yang bertugas -
Lﬁengawas.i. operaSional BMT dari sudut pandéng syari’ah ini. Reaiita |
'sépem' ini diduga menjaﬁi salah satu sebab te;jadinya bahya.k
pen‘yimpar;gén dal.am penerapan prodﬁk—’produk svari’ah beberapa BMT - k
yang sering memicu lahimya pelbagai penilaian negatif darl masyarakaf. |
. Penyaluran Dana Murabahalf

Mumf;ah'ah adalah salah satu prdduk penyaluran dana yémg cukup :
digemar’i BMT karena karakternya y‘ang' profitable, mﬁdah dalam
peherapan, serta dengan ri:ek-facwr? yang ringan untuk dipefhitungkan.
Dalam pénerapan, BMT bertindak seﬁagai pembeli sekaligus penjual
barang hz:Llal tertentu yang -dibutuhkan nésabah. Mula-mula BMT
membeli barang secbagaimana dimaksud keﬁada pihak ketiga dengan
harga tértentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk
selanjutnya barang tersebut dijual kepadé nasabah'dengan hafga tertentu -
| setelah ditambah keunmgén mark-up yang disepakati bersama. Besafnya R

keuntungan yang diambil BMT atas transaksi murabahah tersebut



bersifat consiani dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula
berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar
rupiah terhadap dollar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan

hutang oleh nasabah kepada BMT.

Penambahan  nilai hutang berlkut mark—upnya dalam perjanjian -

murababah tidak mungkin terjadi, 'pengurangan bisa saja d:lakukan bila

itu semata-mata karena kébij akan internal BMT sendiri, seperti misalnya

ketika nasabah m'ampu membayar Iunas hutangnya lebih éepat dari |
waktu yang telah dgadwalkan Pengurangan beban pembayaran hutang
nasabah kepada BMT dalam kasus tersebut tidak dapat d11dent1kkan |

dengan kebijakan haircut oleh bank dalam penyelesaian kredlt- |

bermasalah, serta tldak dapat pula dikatakan sebagal fenomena

berubahnya harga, atan harga barang yang dijual BMT kepada nasabah |
berubah lebih murah dari harga semula pada waktu aqad murabahah
dltandatangam karena perubahan seperti ini memang tidak dibenarkan |

dahm ajaran syari’ah, tetapi lebih merupakan baglan dari- rukhshok: -

yang diberikan BMT kepada nasabah berprestasi. Kebijakan seperti ini

Jazim diwujudkan dalam bentuk pemberian hibbah atau bonus.

Adapun mengenai pembayaran harga oleh nasabah dapat dilakukan

secara penuh setelah jatuh tempo, dan dapat pula diangsur setiap periode

tertentu, misainya sepékan atau sebulan sekali, selama jangka waktu

~ yang _disepakati. Murabahah yang pcmbayarat_mya- olch nasabah
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dilakukan _secata'b:erangsur lazim dikenal dengan istilah bai bitsaman
‘ajil (BBA) atau murabahah mu’ajjal.
. Penyaluran Dana Musyarakah

Pada - prinsipnya 'produk ini tidaic banyak berbeda‘ dengan
mudharabah, karena keduanya merupakan bagian dari kemitraan antara |
dua orang atau leBih untuk mengelola suatu ﬁsaha hali_ﬂ tertentu dengan
pembégian keuntungan sesuai porsi nisbah‘ yang djsepakati' bersama di
: 'aWal perjanjian, keduanya berbeda ‘mengenai beberapa hal antara lain
'dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam aqad mudharabah, shahib al-mal menyediakan seluruh
~dana yang diBu’tuhkan mudharfb untuk kegiatan mengelola usaha halal
tertentu atas désar' kepercayaan murni ‘tlrust financing, dan '}nudharjib
dengan keahliannya bertanggungjawa"ibjatas pEngelolaan dana untuk
keperluz}n membiayai usaha halal tertentu. Dalam prosss manajemen
shahib al-mal tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk
apapun seiain ‘hak melakukan penngétsan glina menééntisipasi
terjadinya 'penyelewehgan dan ataun kecerobohaln-kecerobohan oleh
m;zdharib séhingga dapat mengakibatkan kerugian materiil. Bagi hasil
akan diberikan setelah proyek ataﬁ usé.h‘a yang dijalaﬁkan mudharib
beral;:hir. berdasarkan po.rsi yang telah disépakati & muka. |

Sedangkan dalam agad mwarakah,‘ kedua pihak ikut andil dalam
penyertdan modal equify particzpatz‘on,‘ dan masing-masing dapat pula

terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen. Bila
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usaha yang dijalankan berséma-mendapaf untung, keunlungan akan
dibagi berdasarkan nishak bagl hasil' yang'.diter.ltukar.l di muka dtas_ dasar -
ke_sepaka:caﬁ kedua pihal-:, secara propofs_ional, biasanya bergaﬁnmg péda
besar kecilnya modal yang diseﬁakan dan afau frekwensi keilk'lutsertaan '.
dirinyét dalam dalam proses manajemen. Namun bﬂa usahany;t mefﬁgi, :
kedua pthak bersarlna-samal menanggung  kerugian | itu  karena
ﬁzusjfar;akah menganut azas profit and loss sharing contrad |
Penghimpunan dana musyalrrakézh di BMT sebenarnya tidak lazim,
kecuali dalém bentuk penyertaan 'modal 'ﬁsaha‘ oleh seseoran'g pada BMT
atau olch BMT satu pada BMT lainnya, atau oleh Jembaga tertentu yang
mempercayakan modalnya untuk dlkelola secara syarz ah di BMT
Dalam praktek, pihak ketiga yang: menyertakan modalnya blasanya
memberikan syarat agar dana yang disertakannya di BMT tidak merugi,
dan bahkan tidak jarang merekameminta keuntungan pasti dalam jumlah
tertentu setlap bulan kepada BMT sebelum dana tersebut benar-benar -
dlkelol Selain itu, dalam praktek Juga oermg dijumpai pengelola BMT
yang sengaia menawarkan produk penyertaan modal kepada pihak lain
yang dxwu]udkan dalam bentuk, semacam saham penyertaan, dengan. |
iming-iming bag1 hasil keuntungan tetap perbulan dalam jumlah yang.
besar, melebihi besaran bunga deposito dpada bank-bank konvensional
saat ite. Di sinilah deviasi itu muncul karena salah satu pihak tidak
beféedia 'rﬁénanggung beban kerugian bila usaha yang dijalankan pihak‘

lain diluar dugaan merugi.



95

Demikian  juga dalam menyaluckan dana, BMT ‘k.csu!itan |
menerapkan produk nzuqyar;akah secara konsekuen, kendﬁti sébénarnya :
risk factor yang menyertainya relatif lebih ringan dibanding produk
nzudlzarabél1 karena nasabah telah ;ﬁényediakan sebagian modalnya
untuk keperiuan pengeloiaaﬁ usaha. Dari fakta yang bérhasﬂ penuiis‘ |
himpun di lapangan ddri bulan Oktober 2004 sampéi bulan Desember .

2004 diketahui bahwa beberapa BMT di Wilayah Kabupaten Kudus .‘
‘biasa (ne‘rlerapk.anprodluk musyvarakah dengén cara, mula—mﬁla petugas
BMT menawarkan besarnya bagi hasil tetap perbullan lcep'ada calon
;msabah selama jangka waktu tertentu, untuk selanjutnya bila tawaran o
itn disépakati, BMT akan mereaiisas;ikan agad pembiaye;an musyarakah
kepada nasabeklh.10 Fakta lain juga menjelaskan kepada kita terdapaf
BMT yaﬁg aplikasi produk musyarakahnya dilakukan deﬁgan pengajuan
syarat agaf usaha yang dikéldla nasabah tidak merugi. Bila kemudian
kenyataan berbicara laih, dalam pengertian d1 1ﬁar dugaan usaha nasabah

‘: ‘mengalami kerugian, ‘.BMT “ hanya me;luntut, .pengembaliﬁn pokok
pembiayadn yang diberik‘an. Im jfang sering dikatakan orang bahwa
BMT mau berbagi hasil tetapi tidak mau berbagi rugi. |

Memang'’ hafus diakui, ketika hendak .mengel‘ua’rkan produk
nzudharabaﬁ atau mu&yarakah, BMT ménghadapi dilema. Di sz;tu s‘isi
banyak nasabah membutuhkan fasilitaé' pembiayaan quhambah dan

musyarakah, namun di sisi lain, BMT mengelola dana nasabah yang

' Merupakan bagian dari Policy BMT Logam Mulia Kudus
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mésﬁ dijaga agar tetap utuh dan terbebas dari segala kemungkinan fugi. |
Padahal kﬁrakter dasar kedua‘ prpduk ini yang terikat dengan prinsip |
berbagt unttmg.dan rugi, menycbabkan ‘BMT selalu khawatir lb.ilam:;ma |
modal yang dipércayakan dan atau disertakannya kepada nasabah Vhilang '
tak bersisa. Untuk menga-tasi keadaan ini, pembenahﬁn di sektor inernal\ |
dan eksternal lembagﬁ mutlak diiakukari._ |

| Menurnt hemat penulis, pembenahan di sektor internal lebih
difokuskan ‘pada peningkatan kualitas rﬁenejrial pengelola. Salah satu
‘cara yang dapat dilakukan antara lain; mengikut sertakan mereka dalam
berbagal kegiatan pendidikan dan pelatihan-pelatihan berkelanjufan
yang bérhubungan dengan usaha BMT, cii bawah bimbingaﬁ para ahli di
bidangnya,' yakni mereka yang telah banyak memetik manfaat dari
pengalaman pengelolaan = lembaga _iceuan'gan Islami, bé.ik level
perbankkan sj/qri ’ak maupﬁn BMT. Adapun di sektor" eksternal,
i)émbénahan difokuskan pada upaya Iﬁenyiapkan perangkat hukum yang
Pepresentati}‘,’ terutama schubungan dengaﬁ keberadaan Undang—Undang
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang masih i)erlu terus
disempurnakan karena materinya secara substantif belum menyehtuh
kepentingan kelompok lembaga mikro keﬁangan syari'ah.

Selain produk-produk penyaluran dana sebagaimana dipaparkan

din muka, terdapat produk lain yang belum banyak dignnakan BMT

seperti bai ‘salam, ijarah, jjarah wa iqtina, qardh, rahn, dan sebagainya.
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o Seiring dengan perjalanan waktu, dalam perkembangannya BMT |
- 'd-ilha‘rapkan produk-produk tersebut -dapét difungsikan secara efektif ‘. |
| sejaié'n dengan semakin beragamnya kebutuhan nasabah, sehingga tidak
ada lagi pembatasan—pefnbatasan oleh BMT untuk hanya mé‘he‘rapkan
satﬁ atau dua model agad saja sepeﬁi teﬁadi selama ini. Perlu diingat

| jug;a bahwa BMT adalah ].emé.baga keua'.ngan. alternatif fang mengklaim _
diri tunduk dan.patuh menéikuti ketentuan syari’ah. 'Apabilla dalam
praktik terjadi peﬁyim’pangan—peﬁyimpangan yang sengaja éibia‘rkan
terﬁs bcrkelanjﬁt; pengelola bukan saja.diancam hukumém pedih di
akhirat, tetdpi juga berdaﬁpak pada semakin sulitnya mencapai tujuan
BMT yang d.icita;citakan para penggagasnya, Jangan .. sampai.
"berkembang opini BMT bank rentenir berbaju Islam, k:arena in

‘membahayakan. ‘ |
D. PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHﬂN 1999
A. DALAM KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN BAITUL MAAL
- WATTAMWIL (BMT) |

Dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Meal Wattamwil (BMT) ada dua

jenis kegiatan yang dilakukan yaitu Baitul Maal dan Baituttamwil. Baituttamwil
adalah merupakan kegiatan yang inelaksanakan lembaga keuangan Islém dengan
prinsip-pririsip Syari’ahnya yaﬁg berpandangan pada p-roﬁt. motif. Sedangkan
Buitul Maal merupakan kegitan yang bersifat sosial non profit mérif yakni .
melaksanakan kegiatan pengelolaan dana (ZIS} Zakat Infag dan Sﬁodaqoh

berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur’an dan Hadits Nabi, karena
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" berorentasi ‘sosial keagamaan, ia tidak dapat dim;mipulﬁsj “untuk kepénlingan
bisnis atau mencari laba. Namun dalam kerangka manaj'emen BMT, secara
: fﬁngsional lembaga berperan dalam beberapa hal anétara Iain:“ ' |
' Pér{ama; membantu baitutc.zmwiil dalam‘mehyediakan kas untuk. alokast
pembiayaan non-konhersial Qardh al-Hasan. Kedua, menyediakan ‘cadangan
‘ penyisiha_n penghapusan peinbiayzian macet akibat kebangkrutan usaha nasabah
bait'v;:tramwiil yang befstatus al—gharidm.‘ Ketiga, .dengan kiprahnya yang nyata
dalam ﬁsaha—usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial sepeﬁi pemberian bea
siswa, santunan kesehatan, surabangan pembangunan sarana umuI dan
peribadatan, serta lainnya, ia dapat rnémbantu baituttamwiil dalam mensukseskan
'kegi‘atan promaosi 'produk-produk penghimﬁunan dana’ '(fundiﬁg) dan
penyalu'ranm‘ra kepada masyarakat (lending). Akan tetapi dari fakta di Japangan |
yang berhasil penulis himpun, bahwa untuk pengembangan b&ituttamwiil belum
dapat diteraﬁkan seﬁagaimana fungsinya, seperti Qardhul al-Hasan dan
menyediakan cadangan .penyi_sihan penghapusan pembiayaan macet akibat
kebangkrutan usaha nasabah baituttamwiil yang .berstatus af-gharim. Hal ini
disebabkan:
‘ a ‘Sumber _daya rﬁanusia (SDM}) pengelola dan ngsabah 'yan'g‘ kurang
mampu memahami tentang fungsi dana ZIS dldlam kegiatan BMT.
b. K'ﬁa_watir _(f/’zf'zyalh) terhadap atﬁran—aturan syari’ah, yangs hanya

melaksanakan fungsi ‘sosial yang bersifat konsumtif saja. Sehingga

" Makbaltu! Ilmi $M,0p.Cit, him,65-66
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tujuan dari pengelolaan zakat sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 belum dapat tercapat.

Padahal untuk pengembangan kegiatan dan 6prasiona1 BMT dﬁna ZIS
tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan Syari'ah dan atau peraturan
perundang—undangan yang berlaku Sebagalmana Pasal 16 Undang—Undang
Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat, yaitu :

(1) Hasil- pengumpu]an zakat dldayagunakan untuk- mustahik sesuai dengan
ketentuan agama

(2} Pendayagunaan _hasil pengmnpulan zakat berdasarkan skala prioritas
kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Dengan demikian, maka pengelolaan dﬁna zakat dalam kegiatan dan-
pengembangan BMT prospeknya sangat bagqs, .da'n juga salah satu pencapaian
tujuan pengelolaan zakat akan dapgt bgrhasil dalam institusi BMT. |

Dalam Literatur Ekonomi Syariqh, t‘erdaiaat berbagai macam bentuk
transaksi kerjasal;a usaha, baik .yang bersifat komersial maupun sosi}i], salab
satunya berbentuk « gardh”.'? Dé}larp literatur figh klasik, qardh dikategorikan
dalam aqd tathowwui atau akad toloﬁg-menolohg dan Bukan tranéaksi komerstal.

Landasan Syariah Transaksi Qardh adalah:

a. Al-Quran Surah Al- Hadid Ayat 11:

(11 : ual) Fﬁﬁldjﬂwmuﬁm ua_)&.\u;.ﬂ‘..‘iu.o

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang balk
maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan
dia akan memperoleh pahala yang banyak™ :

'2 Qarch adalah : pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kemball
tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transak51 pm]am-mermnjam '
tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman
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Landasan dalil dalamn ayat di atas adalah kita diseru untuk

”meminjémkan kepada Allah“, yang artinya adalah kita diseru untuk

Imembellaﬁjékan harta di jalan Allah. Selaras dengan itu, kita juga diseru |

untuk “meminjamkan kepada sesama manusia” sebagai bagian dari

kehidupan masyarakat.

. Al- Hedits

© 1bnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata T bukan

seorang muslim {mereka) yang memmjamkan mushm(hannya) dua kali

kecuali yang satunya adalah (senilai} shadaqah "

Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah SAW berkata:” Aku melihat

pada waktu malam di-isro’kan, péda pintu surga tertulis : Shadaqah

dibalas 10 Xali lipat dan gardh 18 kali Aku bertany;a.: ‘Wahai Jibril
mengapa qardh lebth utama dari shadaqah’? Ia mergawab “ karena
piminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tldak
_ akan meminjam kecuali karena keperluan,”

Ijma’

Para ulama sepakat bahwa gardh boleh dilakukan, atas dasar bahwa

tabiat manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan
- saudaranya, tidak adalah seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang

dibutuhkannya. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu

bagian dari kehidupan' di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat '

memperhatikan' segenap kebutuhan ummatnya.
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'l".:.'ansaksi Qardh'diangga]) sah apabitla anétnenuhi rukun dan syarat yang

~ telah di_féntukan; - |

Rukun Qardh adalah:

?{l) Pelminjam'(mucﬂaﬁd) '

2) Pem’beﬁ pinjaman (muqrid)

3) Dana (gardh)

4 Serah terima (iab gabul)

Sedangkan Syarat yang harus dipenﬁhi:

1) Danayang 'di gunakan adalah manfaatnya

2) Adalah kesepakatan diantara kedua belah p!hak

3) Qardh yang menghasﬂkan manfaat diharamkan jika dlsyaratkan
mxsalnya seseorang meminjamkan sejumlah vang kepada kolegarya
dengan syarat ia dinikahkan dengan anakn&a. Larangan ini sesuai
aengan Hadits rasulullah SAW S(ang melarang mereka yang

melakukan Qardh dengan mensyaratkan manfaat. Jika peminjam

yang memberikan manfaat tambahan tanpa diminta atau disyaratkan,

maka hal itu dianggap sebagai hadiah.
Akad  Qardh dapat djterapkan untuk: membantu ummat dalam

mengembangkan usahanya (BMT) sehmgga dapat terbentuk sebuah

semangat wirausaha dalam sektor industri kecil-mikro, vang pada‘

akhlrnya akan memacu percepatan ekonomi kerakyatan berbasiskan
syarz ‘ah. Qara’h sebagai produk pemblayaan (modal) bagi usaha kecil -

mikro termasuk (BMT) dikenal dengan istilah Qardh Al-Hasan. Sifat
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N Qardh tidék memberiké.n keuntungan finansial bagi pihak 'yang _
memmjamkan | |

Dana Qard/z Al- Hasan dapat bersumber dari dana Zakat. Dalam
kegiatan Baitul Maal Wattamwil (BMT) berasal dari kegiatan Baitul
Maal. Tbadah Zakat ttermasuk Inf&q dan Shadaqah) 1nempakan o
komitmen seorang muslim dalam bidang _sosio-ekonomi yang -tidak'
terhindarkan untuk memenuhi kell)utuhan pdkok bagi semua orang, tanpa
harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan
oleh sistem sosialisme dan Ijegdra keséjahteraan modern.

~ Pembayaran zakat olch oraﬁg—orang ‘kaya bukan merﬁpakan suatu
bentuk pemihakan kepada Vsi miskin, sebab s;i kaya bukanlah pemilik
absolut dan kekayaan fersebut, tetapi mereka hanva set”)atgai= I:JembaWa :
amanah awas kekayaan teréebut. -Setiap muslim sadar akan a;'géma yang
dipeluknya, tentu selalu bersedia ‘m‘er'nbayar zakat, jika 1a ‘.bertindak
secara rasional unt’uk rﬁenjamin kehiduﬁan jangka pendek dan jangka
panjang serta mencari keridhoan Al]aﬁ dalam kekayaannya di dunia dan
akhirat.

- Namun yang terjadi di Indonesia pada umumnya, zakat yang diterima
oleh Badan Amil Zakat (BAZ) tidak 31gn1ﬁka.n dengan jumlah penduduk
mushm yang ada, sebab masyarakat condong menyalurkan zalrat seta
infag dan shadagah (ZIS) secara langsung kepada orang yang menurut
mereka berhak menepimanya,' sehingga tujuan dari zakat, infaq dan

sﬁadaqah sebagai dana pengembangan ekonomi sulit diwijudkan. Dana
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‘_:zakat, infag dan shadagah (Z1S) pada saat ini, sebagiarj b‘eéar, tiddk
. lebih hanya éebagai dana sumbangan [yang sifathya témporer. Begitu
pula dalam kegiatan Baitul Maal (BMT) dana tersebut disalurkan secara |
langsung kepadé yang berkak menerimanya alau d.iserahkan padﬁ »-
lémbaga lain fang khusus mengélola dan ZIS. -
Pembagian dana zakat, termasuk dana infag dan shada-;jah (ZIS) .
seharusnya dapat memungkinkan si miskin .untuk berdikaﬁ, karena
fnerupakan suatu kewajiban bagi se:tiap muslim untuk dapat rﬁenghidupi-
dirinya sendiri. lDana ’.ZIS hendaknya daﬁat dipergunakan sebagai
bantuan keringanan yang bersifat sementara, di samping sumber—sumbef .
daya esensial untuk memperoleh pelatihan, peralatan, daﬁ matériil

sehingga memungkinkan. mercka mendapat penghasilan yang

mencukupi. Penggunaan dana ZIS secara profesional, melalui skim -

Qardh Al- Hasan akan memungkmkan si miskin berdikari dalam sebuah -
lingkungan sosxo-ekonoml yang: menggalakan industri kecil dan mikro,
dan akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskjnan,._ dan )
kesenjangan sosial ekonomi.

‘Selain itu penulis sependapat dengan Yusuf Qardhawi, itmuan muslim
kontemporer asal Mesir ketika mem_aparkén péndangannya mengénai.
Baitul Maal menjelaskan bahwa de_llém negara Islam, 'Baitul Maal I.

terbagi-menjadi empat: 13

13 Oy, Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Menaenlaskan Kemiskizan, Alih Bahasa &yaﬁm‘ Holim, Geme -
Insani Press, Jakarta. 1995, Halaman 1L. . :
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Baitul Maal khusus untuk zgli(at. Di sini disimpan semua penghasilan
zakat. Baitul Maal ini me;mpunya;i si‘stem ketja sendiri. Ia i)ertugas
meéngumpulkan dan membagi_kan zakat kepada beberapa sektor yang.
sudah dibatasi sésuai dengan tingkét kebutuhan.

Baitul Mual Khusus untuk menghimpun hasil jizyah (upett) dan
kharaj (pajakr hasil. bumi) vang diémbil dari kalangan non—mu’sﬁm

yang hidup,berdampihgan dengan umat Islam. Imbalannya, mereka

. diperlukan seperti wa.fga muslim biasa. Baik jizyah maupﬁﬁ kharaj,

dipungut dari mereka sebagai pédanan zakat dan berbagi shadaqdh
yang ciipungut dari umat Islam, sepeftiv derma, zakat fitrah, dan
denda akibat ketidaksempurnaan melakukan ibadah. Atas pajak yang ‘.
mereka keluarkan, kaum muslimih_wajib menjaga dan niengayomi

mereka tanpa membebaninya dehgan wajib militer. Kharqj adalah
pajakl hasil bumi tahunan seperti yang ditérapkan Umar terhadap

tanah peﬁanian di Irak dan lainnya.

Baitul Maal Khusus-untuk hasil rampasan perang (al—ghanimqh) dan .
bafén‘g‘temuanl (al-lugathat). Kebijaksanaan. ini -diterapkan bagi

mereka yang berpendapat bahwa kedua hal ini tidak'dikenlai zakat _
dan tidak pula wajib dibagikan kepada mereka yang bérhalf. |

Balirul maal khusus untuk béraﬁg—ba:rang tjdak bler.tuan,-yaitu harta
benda yang tidak j elas pemiliknya. Térmasuk juga dalam kategori ini

harta yang tidak adalah ahli warisnya. |
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Déril pendapat tersebut di atas dapat penulis rumuskan bahwa Baitul Maal

adala_h' lembaga ekoﬁomi yang berorientasi sosial keagaxﬁaan yang icegiatan
utamanya m'enanipung harta masyérakat dari berbﬁgai sumber termasuk zakat, dan
menyalurkan,nya‘untuk tujuan mewuju’dkah k;erhaslahatan umat dan Eangsa dalam
arti seluas—luasnya Adapun Baitui Maal BMT adalah Jems lain dari Baitul Maal
kontemporer yeng memiliki cakupan keglatan lebih sempit, yakm sebatas
menghimpun dana zakat, infaq dan .s_hadaqah yang dlmungkmkan'dalam kgrangka
manajemeﬂ BMT. | |

Yang dimaksud Baituttam#il adalah _[embaga keuvangan yang kegiatan
ufamnya menghil;;pun' dana masyarakét dalam bentuk tabungan n‘iéuﬁun deposito
dan menyalurkannya kembali képada masyarakat dalam bentuk pe;llﬁiayaan

berdasarkan prinsip syarz ‘ah melalui mekanisme yang lazun dalam dunia

perbankan. Dengan demikian pertu dltegaskan bahwa untuk blsa chsebut BMT,

sebuah lembaga keuangan d@ Jacto harus.memﬂlk] dua unit usaha sekah gus dalam :

© bidang pengelolaan ZIS dan perbankan syarz ‘ah. Blla salah satunya tldak ada, |

‘maka bukanlah yang demlklan disebut sebagai BMT tetapi Baitul Maal saja atau
" Baituttamwil saja. Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang
bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengingkaran terhada]j

pritisip ini dapat berakibat fatal dan berimplikasi setius secara negatif terhadap

keutuhan jati diri BMT sebagai leﬁlbaga mikro keuangan syari’ah. Siapapun tidak

berhak mengkalim lembaganya atau Baituttaniwilnya tidak: tunduk mengikuti :

prinsip syariah.
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&

Ahmad Rofiq, Guru Besar IAIN Walisongo Semarang, dalam lﬁiisaunya

tentarig Optimalisasi Pengelolaan Zakat bahwa: empat belas abad yang IaIu' zakat -

telah disyariatkan. Zakat Fitrah d:wajlbkan pada tahun kedua, dan zakat maal
'mtara tahun ketu}uh atau kedclapan hijriyah. Tu]uan utama- zakat adalah

mengentaskan musiahiq (orang-orang yang menerima zakat) menjadi muzakki

{orang-orang yang membayar zakat). Karena itu, Allah menyiapkan wadah atau -

lembaga pengelolaannya, berupa amil.

Sejarah menyebutkan, pada masa Rasulullah mupcul ‘masalah sosial-
ckonomi, yakni banyaknya warga Madinah yang hidup di bawah -kemilskinan,
~ sehingga cukup mengkhawatirkan. Bagi orang yang hidup dzlllam kekura..ngan, hal

yé.ng di'pertaruhkan‘ adalah keimanan atau akidahny_a. Rasulullah  pun
me,ngingatkan képada umatnya agar hidup dalam-kecukupan. Karena orang yang
faklr itu nyaris men_]ddl kafir. Tidak salah kiranya, seorang sufi besar, Sufyan Al-
Tsaun menyatakan “Barang 31apa telah mcmpunya1 persedlaan gandum (beras)
maka beribadahlah, dan barang siapa tldakrpunya makan mencarilah”.
Hal it@mengisyaraﬂ(an dengan jelas bahwa jika seseorang berellda dalam
kekurangan, maka -ibadahnya relatif sulit untuk dapat ‘dilaksaﬁakan .secara
“maksimal. Karcna dia harus memem.lhi kebutuhaﬁ dasér (busic needs) sehari-

harinya, yaitu apakah aku bisa makan atau tidak?

Amil Profesional

.. Ada perfanyaan besar yang di piki'rkan, yakni apakah zakat yang

selama ini kita bayarkan memiliki korelasi yang cukup s1gmﬁkan dalam

pengurangan angka kemiskinan? Tampaknya, badan amﬂ atau Icmbaga amil
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yang adalah belﬁm mampu memberikan jawaban yang signifikan. Kalaupun
sudah ada, tapi belum atau tidak banyak jumléhnya. |
| Pemerintah sebenamya sudah lama mengetuarkan Ircgulasi, vakni

Ij,t*tdang-ﬁndang (Uu) No 38‘. Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
Menteri agama juga telah menindaklalnj_uti _aehgan KMA No 58&/ 1999. Pada '
tingkat stfuktﬁr ‘organisasi, di Depgftemen Agama Pusat telah dibéntuk‘
Direktorat J eﬁdera‘l Bimbi:ngan Islam d_aﬁ Urusan Haji. Sementara di t_ingkét
Depag Provinsi, urusan zakat m_asuk dalam Bidang Haji, Zakat, dan Wakaf.

Sebenarnya dari segl ini.se,harusnya sudah ada perkembangan yang
sign\iﬁkan dalam‘pengélolaan zakat di tanah air. Tetapi rasanya kita semllla‘ :
harus prihatin. Kepercayaan para muzakki terhadap a1n1] begitu rendah.
Impllkasmya mereka rnendlstnbu31kan zakatnya secara langsung kepada
para mustahik. Tetapi dengan implikasi bahwa misi utama zakat, mengubah
mustahik ménjadil muzakki tidak pemah bisa terelisasikan dengan optimal .-
dan efektif, | |

Miasih segar dalam mgatan kua setahun yang lalu seorang muzakki
di bﬂangan *’asar Minggu Jakarta Selatan mendlstnbuSIkan zakatnya secara
langsung kepada pa.ra ‘mus‘tahﬂ‘c. Waltu itu yang datang melebihi dan
periciman semula. Mereka berjejal-jejalan uqtuk mendapatkan paket zakat
dengan satuan paket terdiri atas uang Rp 20.000,- plus satu sarung/mukena.
Malang tidak_ dapat ditolak:, untung tak dapat diraih, terjadi 1ﬁa1apetaka, '

yaitu empat orang tewas dan belasan lainnya pingsan.
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. Seletin 1tu, rasanya mustzhil zalcat dapat mengubah mustahik menjadi
muzakki, kalau pendistribusiannya dengan pola komsumtif seperti itu. ,

Menurut penulis, beberapa hal yang perlu dilakukan BAZ / LAZ

adalah menyiapkan daiabase -dan inventarisasi muzakki dan mustahik. -

Database itu merupakan dukumen penting, dan bernilail jangka panjang.
Data itu untuk kepentingan efektifitas dan 'sub'rc‘z_mif‘mbilz'tas peﬁgﬁimpunﬁn
dana zakat, sementara data musichit untuk pemaantauan dan _évaluasi
seberapa eféktivitas zakat yang dikelola BAZ, / LAZ.

Kedua, amil secara proaktif “jemput. bola” dengan mendatangi
muzakki, mengmg'tt dan bila perlu membantu meng,hltung Zakat dihitung
dari kekayaan kolektif, misalnya seorang PNS dihitung darl gajl plus
penghltungan lamnya. Nishabnya lebih dan setara dengan harga &5 gram‘
emas atau kira—'kifa Tp 8.500.000,- maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.

Ketiga, mengkalsxﬁkasx mus!ahzk d1p111h mana yang akan diberikan
zakat secara konsumtlf dan mana - yang memang layak diberi zakat -
produktif. Pemilihan dan klasi'ﬁkasi m’usa{ah;‘k itu sangat pcnting, karena
hanya dengan memilih mereka yang memiliki usaha keras untuk mengubah
| nasihnya, zakat akan tampak hasitnya secara.optimnal dan efel"tlf Boleh Jadi
besaran zakat yang dibagikan be_rvanasgl- tergantun_g pada ‘besar-kecil .‘
“modal” yang diperluk'an untuk usaila. |

Keempat, “Pendampingan manajgmen” dari BAZ / LAZ ferhad'ap

mustahik, dan pemantauan usaha mereka secara tertib. Hal itu agar dana
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zakat yang telai1 dikeluarkaﬁ BAZ / LAZ benar—benar'éféktif _é:‘lan tt;:pat o
‘sasaran-;h | | .
Kelima, penctapan target BAZ / LAZ, berapa orang mus!ahfk yang
- dientaskan dari posisi mustahik kepada muzakki dalém waktu satu tahun ke |
depan. Tentu, hal 1tu sejalan denga.n besarﬁn harta zakat yang tethimpun dari
para muzakki. .‘
| Keenam, pengadminstrasian dan péndokﬁmentasian serta .pelaporan‘
kepada publik, khususnya para muzakki, ﬁlulai dari data muz&kki dan harta
zakat yang terhimpun, data mustahik, kaisiﬁkasi, dan pendistribus‘liah zakét
yang diterimakan kepada mereka. Jika mungkin dokumentasi dapat
dilengkapi dengan data tentang kegiafan buséh'a para mustahik, sehingga

memudahkan pemantauan.

Pembagian Zakat Yang Salah I{aprah
Kita masih sering menyaksikan pembagién zakat yang salah
kap;ah. Semangat tentang mustahik sebagaimana ‘tercantum daIa:Iﬁ QS Al-
Taubah: 6'0, tentang mustahik '(atsr_éaf ts&zﬁanzyak), adalah meréka yang‘
memang seca.ra ekonoﬁli kekuraﬁgan. Mulﬁi dari fakir. miskin, gharim,
amil, sabilillah, muallaf, rigab, hingga ibﬁ sabil. .Ap‘abila mereka itu secara
"" ckonomi berkecukupan, apakah itu amil, Imuallaf, atau sabilillah (sepert
para ulama / kyai sébagai pejuang agama Allah), mereka tidak ..berhak o
menerima zakat. - |
Mengapa se.mangat'diwajibka.nnya zakat itu adalah “kay la yakuna

dulatan baina liaghniya minkum.” Artinya “Agar harta kekayaan. itu tidak -
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haoya beredar di kalangan crang-orang kaya saja di antara kalian.” Hal itu

yang saya kira harus dicermati oleh para p-engurus BAZ /LAZ.
Kadang-kadang sebagian masyarakat mer_iyerahkan zakat sendiri

kepada para mustahik tertentu, dengan harapan mustahik yang secara

ekonomi mampu, tetapi termasuk kategori sabilillah atau amil, mendoakan

yang panjang dengan harapan rezeki muzakki tambah melimpah-ruah.

| Kenyataan demikian kiranya juga peﬂu adalah kritik dan masﬁkan,
agar mereka yang meraé.a secara. “formal”, termasuk datam “asnaf :
tsamaniyah, te‘éapi gecara,ekonomi berkecukupan tidak ikuf mene.rima zakat
yang seharusnya memang ti.d'ak haknya.

Lebih-lebih dalam institusi Baitul Maal Wattamwil (BMT) balam |
kegiatan dan pen_gembanéannya, karena memang eksistensinya di
masyarakat sudah berjalan maka dalam pengelolaan ZIS afau Baitul Maal
BMT pertu adanya pembenahan yang signiﬁkan sehingga tujuan zakat bisa
tercapai dan juga pembénahan dalam bidang organisa_si,lpegdistri’ﬁusian dah_ |
Jain-lain yaﬁg Iada kaitannya dengan pengelolaén zakat terutama. untuk
pengembangan Baitul Maal (BMT) dana ZIS tersebut dapat Idigu‘nakan
u‘ntuk usaha vang produktif, dengan memilih sesuai dengan Asnaf
tsamam’yah., sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (2) yaitu : Pendayagunaan
hasil péngtunpulan zakat berdaéarkan skala prioritas kebutuhan mustdhiq
dan dapat dimaufaatkan untuk usaha yang produktif. |

Dengan papardn di.atas, sudah saatnya kita sebagai kaum muslim

melakukan autocritic bahwa selama ini kita belum bisa mengelola zakat -



! sesuai dengan misi utama zakat, Zakat yang masih bersifat konsumtif dan
.';caritétzj‘ ‘'secara formal mﬁlﬁang sudah dibayarkan dan didistribusikén, tetapi
S _ selama itq pula tidak pernah dapat mengﬁbah para. mu‘stahi.r'c. menjadi

muzakki. Sehinéga antara zakat yang setiap tahun dibayarkan, tidak korelasi

yang signifikan bagi upaya Iﬁengentasan kaum miskin,

Ada beberapa hal berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS dalam

~ analisis dalam pelaksanannya anatar lain tentang :

a. Organisasi Pengelolaan ZIS Dalam BMT

Sugiyono mengatakan bahwa : dalam BMT untuk organisasi.
pengelolaan Zakat secara formal tidak ada,' sebagaimana di amanatkan

dalam Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat |

Pasal 8:

. Badan amil zakat sebaga.imana dimaksud dalam pasal 6 dan lembaga -

amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas

pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat

sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9:

Dalam ' melaksanakan tugasnya, badan amll zakat dan lembaga amil

zakat bertanggung jawab kepada pemermtah sesuat  dengan
. tmgkatannya

Jika ditinjau dari pasal- pasal tersebut di atas, dan dari bentuk kegiatan

~

BMT secara formal, mestinya ada lembéga secara khusus untuk

‘ iaengelolaan zakat di dalamnya, sehingga bentuk kegiatan Baitul Maal

Wattamwil (BMT) dan pengembangannya akan diterima eksisteﬁsinya di

' Sugiyono, manajer BMT Artha Wandana Babalan Kudus , Wawancara Pribadi tanggal 12
Nopember 2004

: kegiatan dan pengembangan BMT di Kabupaten Kudus yang penulis '




dalam masyarakat, terutama sekali dalam pengelolaan zakat yang mana
1 : . .
dalarn melaksanakan tugasnya harus dipertanggungjawabkaﬁ kepada |

pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

b. Pengumpuian dana ZIS dalang kegiatan BM'T
Dalam Pasal 12:
(D Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara

menerima atau mengambil dari muzakkl atas dasar pemberitahuan
muzakki.

(2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam
pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas
. permintaan muzalki. :

Dari bunyi pasal tersebut jelas, akan tetapi fakta di lzipan'gan lain seperti

dikatakan oleh Muchamad Setiawan manajer BMT Harapan Umat: Bahwa -
‘untuk kegigﬁan Baitul Maalnya, BMT hanya melakukan peng'galangari dana -
dari masyarakat yang nantinya untuk pengelolaan akan diserahkan kepada
Lembaga Amil Zakat “}-\nrzanah-Kudus’;.l.5 Bégitu pula dengan BMT—BMT
yang lainya termasuk: BMT Mitra Muamalat, BMT Mahardhika, BMT
Logam Mulia, BMT Artha Waﬁdana.

Jadi secara umum dari hasil penelitian di lapangan yang l:;erhasil penulis
himpun , bahwa semua BMT &i Kabupaten Kudus dalam pengé]olaan dana °
ZIS, belum sepenuhnya menjalankaﬁ sesaui dengan peratu?an perundang- -

., undangan ‘;ang berlaku atau kurang efektif, baik dari segi pengumpuiannya,
pendistribusian, organisasi dan kerja sama antar lembaga .yang ada di

Kabupaté'n Kudus. Mengingat juga ada perbedaan antara BMT yang satu

15 Muchamad Setiawan, Amd, manajer RMT Harapan Ummat, Wawancara Pribadl, tanggal 23
Nopember 2004.
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dengan BMT yang lainnya khususnya tentang pengawas Syarf ‘uh yang
seharusnya ada tetapi tidak ada dlan_walatipuﬁ ada tetaﬁi tidak efektif daIaIﬁ
menjalankan tagas pengawasnnya « Seabégai backg}'uond”saja, kal ini dari .
hasii penelitian penulis da-p#t disimpulkén bahwa salah. satu pengaruhnya
adalah latar belakang berdirinya BMT yakm dari konvers1 koperasi ‘
konvensional menjadi BMT yang mendasarkan syari 'ah, akan tetapi dalam |

kegiatannya masih tetap koperasi konvensional,

c¢. Pendistribusian dan Pengawasan dana ZIS dalam Kegiatan BMT
Pasal 16
(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustabiq sesuat

dengan ketentuan agama.
(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas . .

kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang -

produktif.

Secara tgkstual berdasarkan pasai tersebut di atas, bahwa dalam
pengumpulan zaigat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan
agama dan dapat digunakan untuk usaha 'yang produktif. Fakta di lapangan
yang berhasil f)enulis himpun dlari beberapa BMT yang ada di Kabupaten | |
Kudus bahwa dalam ké.g‘iatan Baitul Maal BMT khususaya untuk |
pengelolaan dan pendistribusian zakat belum efektif melaﬁsénakan .sesi1ai |
dengan fungsi Baitul Maal yakni non profit motif Sfang bersifat sosial akan |
tetapi hanya pehggalanga:n dan anjuran Sémata, dari hasil tersebut untuk
pendistribqsiannya' langsung diserahkan kepada orang yang berhak

menerimanya bahkan diberikan kepada instansi atau lembaga yang khusus
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mengelola dana zakat dalam hal; i'ni‘adalah (LAZ) dianfaranya LAZ NU dan
LLAZ Amanah. - ‘.

Sedang untuk pengawasan di bidang syariah dalam kegiatém dan -
pengembangan BMT kurang begitu Berfungsi hal ini disebabkan banya.lgnya' :
‘BMT yang belum ada Dewan Syariahnya. lDapat dijelaskan juga bahwa
untuk menjaga kehati-hatian bagi BM1" yang sudah ada Dewan Syariahnya,
dénderung langsung diserﬁhkan kepada_yé.ng berhak menerimzinya tidak
memilih mana yang produktif dan mana yang konsumtif, jadi untuk
pengembangan BMT masih .;sulit Dar‘i" segi syariahnya tid:za.k dapat

disaiah’kan hanya untuk pengembangan'BMT khususnya untuk pengelolaan

‘ dana ZIS, mestinya dapat didayagunakan untuk usaha yang produktlf sesuai

dengan Peraturan Perundang—Undangan ya.ng berlaku, tetapi fakta d1 .

lapangan demﬂaan adanya.

E. HAMBATAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38
TAHUN 1999 DALAM‘AOPERASIONAL PENGELOLAAN ZIS DAN |
SOLUSINYA |
Sebelum fmcémasuki intil bahasan méngenai hambatan o’ﬁerasi_onelll

pengelolaan ZIS oleh Baitul Maal (BMT), bferikut penulis paparkaﬁ ‘pengertian

dan konsep dasar ZIS. | |

1.  Pengertian Zakat

7akat berasal dari kata “zake” yang artinya berkah, tumbubh, bersih dan baik.

Zakat berarti suci, tumbuh, berkah, teruji, bertambah dan subur.'®

'6 Makhalul Iimi SM,Op.Cit, him,67
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Sedangkan menurut istilah syari’ali zakat berarti szjumlah harta tertentu
yang diwajibkan oleh Allah desrahkan kepada orang-orang yang berhak, yaitu -

mereka yang dijelaskan dalam Firman Allah sebagai berikut:

aSa ade Al g Al e Ay B edyfall O g Ay By Ope il
. (60 : 4 51)

« Sesungguhnya, zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang

miskin, pengurus-penguius zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk

{memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan allah dan orang-
orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah
dan Allah Maha Menghetahui lagi Maba Bijaksana”.(QS , At-Taubah :60)

Dari ayat tcrscbut dapat dipahami bahwa. zakat tidak dapat diserahkan

kecuali untuk 8 kelc;mpok sebagai berikut:

a. Orang faqir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai
harta dan tenaga untuk memenuhi hidupnya.

b. Orang miskin, yaitu orang mempunyai pekerjaan tetapi hasil yang
diperoleh darinya tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari~hari
schingga keadaan ekonominya serba kekurangan.

c. Pengurus’ zakat, yaitu oramg y@ng diberi tugas mengumpulkan dan
membagikan harta zakat.

d. Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan ﬁlasuk Islam, dan orang
}?ang baru masuk Islam tetapi Imannya masih lemah.

e. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk merlepaskan orang muslim

&
yang ditawan orang kafir.
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f. Orang-orang yang berhutang (Al-Ghorimin), yaitu orang yang berhutang
karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup
.membayamya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara
persatuan ummat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, ﬁvalaupun ia
mampu membayarnya. |

g. Pada rdan Allah (Fisabilillah), yaitu untuk keperluan pertahanan Islam
dan kaum mislimin. Diantara ahli tafsir adalah yang berpendapat bahwa
'ﬁsabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan' umum seperti
mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-tain.

h. Orang-orang vyang sedang dalam perjalanan (/bru sabil), yang

perjalanannya bukan untuk tujuan maksiat, dan kemudian memgalami

kesengsaraan.

2.  Pengertian Infaq dan Shadagaki
Kata /nfag dapat berarti mendermakan atau memberikan rizki (karunia

Allah) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan

karena Allah semata. Sebagaimana firman Allah SWT, sebagai berikut:

SOl ) sy g carmdly O sta il s Cpiall (gam agd () Y LD
\ (3-2 : ) (i pg8 ) Laay

“Kitab Al-Qur’an itu tidak adalah keraguan di dalamnya, Dia menjadi petunjuk
bagi orang-orang yang bertagwa. yAitu orang-orang yang percaya kepada hal-hal
gaib, mendirikan shalat dan mendermakan (menginfagkan) sebagaian dari apa
yangb kami karuniakan kepada mereka.

Secara ringkar dapat dirumuskan bahwa infag adalah pengeluaran derma

setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah sejumlah yang
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dikehendaki dan direlakannya . Bedanya dengan zakat adalah, ia tidak ditentukan
jenisnya jumlah dan kadamya, serta waktu penyerahannya. Sebagian ulama
berpendapat bahwa hukum mengeluarkannya adalah wajib sebagaimana zakat,

berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

(195 + 3l AN Y oSy g Y 5 i)y B i g

“..dan tetaplah kamu berinfaq untuk agama, dan janganlah kamu
menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri ke lembah kecelakaan karena
menghenti_kan infaq itu”.(QS, Al -Bagarah ayat 195)

Turunnya ayat tersebut adalah untuk memberikan penegasan bagi kaum
Anshar Madinah yang ragu berinfag, hanya saja ia memiliki pengertian yang lebih
luas. Shadagah dapat berupa bacaan tahmid, takbir, tahlil, istighfar, raupun
bacaan-bacaan kalimah thayyibah lainnya. Demikian juga shadagah dapat dapat
berupa pemberian benda atau uang, bantuan tenaga atau jasa, serta menahan dirt
untuk tidak berbuat jahat. Adapun infag, tidaklah demikian. Hal lain yang
membedakan keduanya adalah bahwa infag dikeluarkan pada éaat seseorang
menerima rizki, sedangkan shadagqah lebih luas dan lebih umum lagi. Tidak
. ditentukan jenisnya, jumlahnya, waktu penyerahannya, serta peruntukkannya.

Akhirnya dapat penulis rumuskan bahwﬁ shadaqah' adalah keseluruhan amal
kebajikan yang di_lakukansetiaf) pribadi muslim untuk menciptakan kesejahteraan
sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarianlingkungan hidup dan alam
semesta ciptaan Iilahi guna memperoleh hidayah dan ridio Allah SWT.

Adapun mengenai hambatan pengﬂimpunan dan pengelolaan ZIS, sebuah
gambaran memprihatinkan dapat dijumpai di harapir setiap BMT yang penulis

kunjungi selama kegiatan penelitian berlansung. Dari beberapa BMT yang ada di
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Kabupaten Kudus, tidak terdapat satupun BMT yang Baitul Maal-nya berjalan
apalagi bekerja efektif mengikuti aturan main yang seharusnya. Beberapa BMT
hanya berhasil menampung infag nasabah dalam jumlah sangat terbatas yang
penarikannya dilakukan dengan cara dimintakan kepadanya pada saat realisasi
pembiayiaan, nasabah tidak memeliki inisiatif sendiri untuk memberikan infag
tersebut sehingga sampai batas tertentu nilai keikhlasanoya pun terus
‘dipertanyakan’. Hal ini disebabkan karena pada saat memberikan infag nasabah
dalam posisi lemah dan tidak memiliki cukup daya untuk menolak permintaan
yang diajukan BMT, sehingga sangat mungkin terjadi nasabah melakukannya
tidak sepenuh hatu atau dalam ‘keterpaksaan’.. Apalagi bila dikaitkan dengan

tipologi masyafakat Jawa yang kental dengan budaya ewuh pakewuh, tidak

~ enakan, dan semacamnya.

Dari sisi syari’'ah, sampai batas tertentu barangkali kebijakan pengelola
BMT tersebut masih bisa dibenarkan, namun tidai{ demildan dari sisi etk
(akhlag). Yang menjadi masalah adalah karena fakta menunjukkan “sebagian
besar” nasabah (debitor) BMT terdiri dari pedagang kecil kebawah yang hidupnya
serba kekurangan sehingga memang pérlu dibantu untuk mendapatkan modal
usaha guna meningkatkan derajat kesejahteraan ekonominya. PBila dari sedikit
modal itu nasabah masih juga “diminta” menyisihkan sebagian lagi untuk
keperluan infag sementara usahanya secara koukrit belum juga dimulai, maka
yang demikian hanya akan menambah berat beban yang dipikulnya. Ini yang
dikhawatirkan dapat menimbulkan efek negatif bersifat contra m'c'a’u.'cnﬁr terhadap

usaha yang dikelola nasabah.
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Adapun meligenai penghimpunan zakat, BMT masih kesulitan

melakukannya larena dihadapkan pada sekian banyak hambatan. Hambatan

tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

dengan keadaannya yang masih perlu disempurnakan, belum maksimal -

disosialisasikan, sehingga masih banyak elemen masyarakat yang bukan
saja memahami isinya tetapi juga belum mengetahui keberadﬁannya;

BMT dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelolaan Zakat Lebih dulu BMT keberadaannya, yaitu tahun 1997.
Sehingga apabila ada kerancuan mengenai pengelolaan »akat dalam

lembaga tersebut sangatlah wajar;

BMT adalah lembaga baru yang. keberadaannya masih terus

dipertanyakan sampai sekarang termasuk olch komunitas muslimnya

~sendiri, sehingga setiap program kerja yang digulirkannya ke tengah

masyarakat, sebaik apapun program itu, tcr.masuk_ ihwal pengelolaan
zakat, tidak serta merta diterima mereka tanpa reserve. Semua mesti
melalui proses ujian terlebih dulu, dan ini akan memakan waktu relatif
lama. Fakta menunujukkan, sebagian clemen masyarakat kita masih
memiliki anggapan bahwa BMT dan lembaga keuangan konvensional
hakikatnya sama dan ia sebataslkonversi dari istilah bunga menjadi bagi
hasil. Sehingga dari persepektif agama pun, menurut méreka, BMT tak

beda dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga.



4)

5)
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Ini yang menyebabkan mereka terus mempertanyakan kebcradaan BMT

Q
sebagai lembaga keuangan syari'ah.

Sebagian besar pengelola BMT belum memahami dengan beik filosofi

zakat berikut hikmah pensyariatannya, landasan hukumnya, jenis dan

takarannya serta bagaimana menjelaskan secara lugas kepada kelompok

sasaran yang sebagaian besar masth awam. Ini yang menjadi sebab

schingga mereka sering kchilangan nyali ketika harus melakukan

kegiatan sosialisasi penghimpunan zakat oleh Baitul Maal yang masih
dikelolanya dengan semi profesional.

Kompleksnya permasalahari di seputar penghimpunan zakat, secara
aktual telah melahitkan fenomena frustasi umassa_;l sebagian besar

pengelola BMT yang tidak memiliki ghirah yang kuat untuk

- memperjuangkan tegaknya nilai-nilai Illahi dalam wacana keseharian

6)

7)

masyarakat kita.

Sebagian besar umat Islam Indonesia apalagi yang hidup di daerah
marginal (pedesaan) samapai sekarang masih kukuh berpedoman
pendapat yang menyebutkan bahwa zakat adalah urusan pribadi seorang
musiim dengan Tuhannya yang pembayﬁrannya tidak dapat diatur atau
diintervonsi pihak manapun termasuk BMT, karena hal itu dianggap
berbelit-belit dan dapat melahirkan sikap pamer dari pemberi zakat.
Terdapat indikasi menguatnya paham (profit —oriented) pada sebagian
besar pengelola BMT sebagai buah dipeganginya dengan kukuh prinsip

“memberdayakan diri sendiri (tim pengelola) lebih penting dan harus
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didahulukan sebelum memberdayakan orang lain”. Inilah yang sering
dijadikan dalih untuk tega melupakan misi sosial BMT yang -telah
diamanatkan para penggagas dan pendiri sejak pertama kali lembaga ini
terbentuk.

Mungkin telah tiba saatnya watuk menghidupkan kembali Baitul Maal BMT
yang selama ini ada hanya dalam wacana. Tentunya bila kita menyadart
sepenuhnyé bahwa membiarkan BMT dengan keadaannya seperti sekarang berarti
membiarkan lembaga ini terus menggali kuburnya sendiri. Ibarat anak yatim
piatu, Baitul Maal (BMT) adalah makhluk tak berdaya yang perlu dikasihani,
schingga penting direnungkan makna peringatan Nabi SAW. Yang menyebutkan
seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya disia-siakan anak yatim.
Jika kitapun diperkenankén melakukan analogi (givas) terhadap peringatan Nabi
tersebut dalam pgngeﬂian yang lebih luas, barangkali kita dapat pula berpendapat,

seburuk-buruknya BMT adalah BMT yang di dalamnya disia-siakan Baitul Maal.

3. Solusi, Alternatif Pengelolaan ZIS dalam Kegiatan Baitul Maal
Wattamwil (BMT)
Dari paparan éli atas mengenai hambatan operasional pengelolaan ZIS dalam
kegiatan BMT, berikut penulis paparkan beberapa solusi antara lain :
a. Mengingétkan para pengelbla BMT agar tidak terlalu profit oriented
dalam bekerja, karena hal demikian dapat mengaburkan misi sosial yang
diembannya, serta potensial melahirkan sikap-sikap yang cenderung

menghalaikan segala cara dalam meraih tujuan, dan bila keadaan ini




dibiarkan terus Dberlanjut, maka bukan tidak mungkin, akan sulit
dihilangkan kegiatan semacam ini.

b. Menegazkan kembali misi soéial BMT sebagai lembaga nﬁkro keuangan
syari'ah yang siap menjadi fasilitator anatara kelompok yang memiliki
kélebihan harta dengan kelompok yang kekurangan harta (surplus units
dan defisit units}, atau antara pembayar zakat (muzakki) dengan orang-
oarang yang berhak menerima za_kat (mustahig), sebagai pénampung dan
penyalur harta infaq, shadagah, serta dapat berperan sabagai donatur
bagi usaha-usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

¢. Para manajer BMT perlu mempertimbangkan pentingnya penempatan
salah sec.)rang stafnya yang memahami masalah pengelolaan ZIS baik
segi hukum maupun pendayagunaannya, untuk memangku jabatan
nanajer Bait#! Maal. Agar lembaga ini dapat dikelola lebith maksimal di
samping Baitul Tamwilnya. Bila perlu posisi ini diisi olch figur dari tuar
lembaga yang benar-benar menguasai di bidangnya, semata-mata untuk
menghindari terjadinya kesalahan manajemen yang dapat merugikan
citra lembaga di masyarakat.

d. Melakukan pendekatan silaturraﬁmi secara rutin kepada para ulama dan
menjelaskan kepadanya tentang program penghimpunan dana ZIS oleh
Baitul Maal (BMT), serta minta petunjuk yang baik bagaimana
seharusnya program ini dijalankan. Langkah demikian diharapkan dapat

mengetuk hati ulama untuk berkenan membantu Baitul Maal (BMT)
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dalam mengarahkan umatnya menuju pemahaman yang benar mengenai

hukum-hukum Z1S.

. Para pengelola Baitul Maal (BMT) harus pandai mensiasati waktu untuk

bisa terus belajar mendalami masalah-masalah ZIS, balk dari sisi
hukum-hukumnya maupun penelolaannya agar lebih bermanfaat bagi
sebesar-besar kepentingan umat.

‘Lebih memaksimalkan melakukan sosialisasi Undang-Undang
Pengelolaan Zakat bersama pemerintah dalam masyarakat. Bersamaan
dengan itu, pemerintah perlu memikirkan pentingnya dibentuk tim
khusus yang bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Undang—Undané Pengelolaan Zakat agar sedini mungkin dapat dideteksi
adalah tidaknya hambatan yang dihadapi berikut 'pemwsalahan-
permasalahan yang mengikutinya, sehiﬁgga upaya perbaikan Undang-

“Undang semakin mudah dilakukan.

Adapun strategl penggalémgan d;ma infag dan shadagah dalam BMT,
sebagaimana penulis paparkan di atas bahwa sampai sekarang Baitul Maal (BMT)
masih kesulitan menghimpun dan mengelola harta zakat karena banyaknya
hambatan atau kendala yang dihadapi. Adapun mengenai infag dan shadaqah,
karena memang permasalahannya tidak sekd_mplcks zakat, terdapat banyak cara
yeng bisa dilakukan pengelola Baitul Maal (BMT) untuk penggalangannya,

anatara lain sebagai berikut:

a. Menitipkan satu kotak infag | shadagah Baitul Maal (BMT) di setiap

'masjid dengan bekerjasama dengan Takmir Masjid bersangkutan.




b. Menitipkan kotak infayg I shadagah Buitul Maal (BMT) di tempat kerja
BMT bersangkufan. '

¢. Menitipkan kotak infag | shadagqah Baitul Maal (BMT) pada tempat-
tempat yang strategis atau. yang ramai dikunjungi orang seperti
swalayan, toko dan lain-lain.

d. Memberikan himbauan kepada umat lewat media baik cetak maupun
elektronik yang bersifat dakwah mengenai kesadaran akan infag dan
shadaqah.

e. Menawarkan program penghimpunan dana infaq [ shadaqah Baitul

Maal (BMT) ke lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, |

pengusaha maupun darmawan-dermawati dengan mengangkat tema -

sentral mengenai pemberian fasilitas bea siswa bagi siswa yang
berprestasi dan yang kurang mampu.

f Dan lain-lain yang mﬁngki’n dilakukan sesuai dengan perkembangan

kondisi tempat dan zaman.

Selain itu persoalan penting yang perlu juga diperﬁatikan dalam kerangka
penghimpunan dana ZIS oleh Baitul M;zal (BMT), adalah terkait dengan upaya
menumbuhkan jumlah pembayéx zakat (muzakki), pemberi infaq (munfig) dan
pemberi shadagah (mushaddig) dari waktu ke waktu secara simultan. Hal ini
dianggap penting karena bila mereka jumlahnya terus bertambah, maka dana yang
dikumpulkan jaga akan semakiﬁ bertambah besar jumlahnya, sehingga

pengelolaan dana tersebut secara profesional dan amanah akan memberikan arti

yang sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi umat. Adapun upaya
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perberdayaan tersebut difokuskan pada _peningkatan taraf kesejahteraan orang-
orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), agar mampu menjadi pembayar
zakat, pemberi infag, dan shac{aqak. Salah satu diantaranya adalah:dengan
mengembaﬁgkan program pembinaan dan penyaluran fasilitas pembiayaan ai-
gard! tanpa beban bagi hasil kepada pedagang atau peraj in kecil di desa-desa serta
mereka yang memiliki usaha produktif tetapi tidak memiliki modal atau kurang
modal.
4. Menumbuhkan Jumlah Pembayar Zakat, Infaq, dan Shadagak Dalam

Kegiatan dan Pengembangan Baitul Maal BMT

Ada persoalan penting yang .perlu juga diperhatikan dalam kerangka
penghimpunan dana zakat, infag, dan shadagah oleh Baitul Maa! (BMT).
Persoalan” itu terkait dengan upaya menumbuhkan jumlah pembayar zakat
(muzakki), pemberi infaq (munfig) dan pemberi shadaqah (mushacfdiq) dari waktu
ke waktu secara terus-menerus. Persoalan ini dianggap penting karena bila mereka
jumlahnya terus bertamba, maka dana yang dikumpulkan juga akan semakin
bertambah besar jumlahnya, sehingga pengelolaan dana tersebut secara
profesional dan aﬁan@ akan ‘memberikan arti yang sangat penting bagi
pemberdayaan ekonomi umat. Adapun upaya pemberdayaan tersebut difokuskan
pada peningkatan taraf kesejahteraan orang-orang yang berhak menerima zakat
(mustahiq), agar mampu menjadi pembayar zakat, pemberi infag dan shadagah.
Salah satu diantaranya adalah dengan mengembangkan program 'pembinaan dan
penyuluhan fasilitas pembiayaan al- gard! tanpa beban bagi hasil kepada perajin

kecil di desa-desa serta mereka yang memiliki usaha tetapi tidak memiliki modal.

UPT-PUSTAK-UHDP|




5.  Zakat Sebagai Sarana Distribusi Kescjahteraan

Dalam Al-Qur’an Surah Al-Bagarah Ayat 277 sebagai berikut:

ot sal agd SIS 5 BN paldly claliall e 5 sid o
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Axtinya: “Sesungguhnya orang- orang yang beriman dan beramal sholeh,

mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mercka memperoleh pahala di -

sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan yang akan menimpa mereka,
dan mereka tidak akan berduka cita.”

Dalam ajaran Islam diajarkan, bahwa dalam setiap harta yang kita miliki

terdapat hak orang lain. Ajaran ini telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai salah

satu Rukun Islam, dan seringkali penyebutannya berdampingan dengan sholat

dalam 28 ayat Al-Qur’an. Jadi dapat dilihat, bahwa Islam telah dari awal
mengajarkan rasa kepedulian sosial kepada- sesama manusia, yang saat ini,
didengung-dengungkan oleh dunia barat. |

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak
kolektif masyarakat secara b_ersamaaﬁ. Sistem Ekonomi Syari’ah mengakui
adanya perbedaan pendapatan {penghasilan) dan kekayaan pada setiap orang
dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena -setiap orang
mcmpqnyai perbedaan keterampilan, inisiatif, usaha, dan ‘;esil_co.' Namun
perbedaan itu tidal menimbullrlcan kesénjangan yang terlalu dalam .antara yang
kaya dengan yang miskin sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak
sesuai dengan syari'ah Islam yang menekankan sumber-sumber daya bukan saja
karunia Allah, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu tidak ada

alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.




Kurangnya program yang efekiif untuk mereduksi kesenjangan sosial yang

terjadi selam .ini, jika tidak diantisipasi, maka akan mengakibatkan kehancuran

ummat yang lebih parah. Syari'ah Islam sangat menckankan adanya suatu

distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana dalam Al-Qur’an

Surah Al-Hasyr ayat 7:
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Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang dibeikan Aliah ke;ﬁada
Rasul-Nya yang berasal dari pernduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,
Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang
yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara
orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu
maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah,
“dan bertakwalah kepada Allzh, sesungguhnya Allh sangat keras hukuman-
Nya. . '
Salah satu cara yang dituntut oleh Syariah Islam atas kewajiban kolektif
perckonomian ummat Islam adalah “Lembaga Zakat”. Secara teknik, zakat adalah
kewajiban financial seorang mwuslim untuk membayar sebagian | kekayaan
bersihnya atau hasil usahanya apabila kekayaan yang dimiliki telah melebihi
nishab (kadar tertentﬁ yang telah ditetapkan).
Zakat merupakan refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit
kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggran terhadap ajaran-ajaran Jslam
yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang tanpa

membedakan suku, ras, dan kelompok. Zakat merupakan komitmen seorang

muslim dalam bidang sosio-ckonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi
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kebutuhan pokok bagi semua orang tanpa' harus meletakkan beban pada kas
negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara
kesejahteraan modern.

Dalam kenyataan yang terjadi saat ini di Indonesia, zakat yang diterima oleh
Badan Amil Zakat (BAZ) tidak signiﬁi:an dengan jumlah penduduk muslim yang
adalah. Kecilnya penerimaan zakat oleh BAZ bukan hanya disebabkan oleh
rendahnya pengetahuén agama masyarakat, tetapi juga disebabkan oleh rendahnya
kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan -zakat melalui BAZ yang
mengakibatkan masyarakat condong menyalurkan zakat secara langsung kepada
orang, yang menurut mereka, berhak menerimanya.

Sehihgga tujuan dari zakat sebagai dana.pengembangan ekonomi tidak
terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana sumbangan konsumtif yang
sifatnya sangat temporer, sebagai contoh adalalh pemberian zakat di bulan
Ramadhan yang Gigunakan sebagai pemenuhan kebutuhan konsmﬁsi si miskin di
hari raya, dan setelah hari raya mereka kembali tidak tahu bagaimana cara
memenuhi. kebutuhan mereka séhari-hari.

Pembagian dana zakat, sebenarnya, harus memberikan keutamaan dengan

tujuan yang memungkinkan si miskin dapat menjalankan usaha sehingga mampu

| berdikari, sebab merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat

menghidupi dirinya.'’.
Ajaran Islam sangat melarang seseorang menjadi pengemis untuk

menghidupi dirinya. Dengan demikian dana zakat, juga infag dan shadaqah,

7 Merza Gamal, Akvivitas Ekonomi Syariah, Unri Press, Pekanbaru, 2004, halaman 89.
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hanya dapat menjadi suplemen pendapatan permanen bagi orang-orang yang
benar-benar tidak dapat menghidupi dirinya lewat usdahanya sendi;'i karena ia
seorang yang menderita cacat seumur hidup atau telah uzur. Sedangkan bagi yang
lain, dana tersebut harus digunkana sebagai bantuan keringanan temporer
disamping sumber-sumber daya esensial untuk memperoleh pelatihan; peralatan,
dan materi sehizgga memungkinkan mercka mendapatkan penghasilan yang
rnencukﬁpi.

Dengan demikian, penggunaan dana zakat secara profesional akan
memungkinkan si miskin berdikari délam sebuah 1ingkungan sosio-ckonomi yang
menggalakkan industri kecil-mikro dan kemudian akan berdampak mengurangi
pemgangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosial-ekonomi.

Di dalam Al-Quran, zakat mempuryai beberapa istilah, yakni zakat,

shadaqah, hag, nafagah, dan afuw. Namun yang berkembang pada masyarakat di

Indonesia adalah istilah “zakat” digunakan untuk shadagah wajib, sedangkan

“sedekah” digunakan untuk shadagah sunah.

Menurut ajaran Islam, pembayaran zakat bukan mefupakan suatu bentuk
kepemihakan kepada si miskin. Karena si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan
tersebut. Meieka h‘anya pémbawa amanah sebagaimana Firman Allah dalam Al-

Qur’an Surah Al-Hadid ayat 7.
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Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu' menguasainya.
Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan -menafkahkan
(sebagian) dari hartanya meperoleh pahala yang besar”.
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Si kaya harus membelanjakan hartanya menurut persyaratan amanah dan
yang paling penting salah satunya adalah memenuhi kebutuhan orang-orang
miskin.

Diharapk;an setiap muslim yang sadar akan kewajiban agamanya, selalu
bersedia membayar zakat, jika ié. bertindak secara rasional untuk menjamin
kepéntingan jangka pendek dan jangka panjangnya, mencari keridhoan Allah
SWT dalam kek.ayaannya di dunia dan akhirat. Rasulullah menegaskan bahwa
pembayaran zakat tidak akan mengurangi kekayaan seseorang,

Menurut Dr. Umer Chapra, zakat mempunyai dampak positif dalam
meningkatkan ketersediaan dana bagi investasi sebab pembayaran zakat pada
kekayaan dan harta yang tersimpan akan mendorong para pembayar zakat untuk
mencari pendapatan dari kekayaan mereka, sehingga mampu membayar zakat
tanpa mengurangi kekayzﬁzmr.lya.]8 | |

- Dengari demikian, dalam sebuah masyarakat yang nilai-nilai Islam-nya telah

terinternalisasi, simpanar emas dan perak serta kekayaan yang tidak produktif

cenderung akan berkurang, sehingga meningkatkan investasi dan menimbulkan
kemakmuran yang lebih besar.

Terkait dengan kegiatan dan pengcfnbangan BMT dalam pengelolaan zékat
maka akan lebih baik jl:ka ada koordinasi antara pengelola dengan memadukan

unsur pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat.

¥ Ibid, halaman 91-92
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Deingan demikian akan tercapai tujuan dari pengelolaan zakat Adapun

keuntungannya antara lain: . |

a) Peruntukkan dana zakat bagi kepentingan umum dapat disalurkan dengan
baik, kaﬁena pihak pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya,

b) Distribusi dana zakat akan menjadi lebih tertib, teratur, dan berdaya guna
dalam mengembangkan potensi ekonomi kaum fakir miskin;

c) Perasaan faikr miskin terjaga, tidak meras.a seperti peminta-minta;

d) Para pemabayar zakat akan lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya
dan fakir miskin lebih terjamin haknya;

e) Zakat dapat pula mengisi perbendaharaan negara (daerah).




BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Kesimpulan Umum

Dari paparan secbagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebeluxﬁnya,
maka -dapat penulis sinipulkan secara umum . sebagai berikut: bahwa BMT
merupakan Balai Usaha Mandin Terpadu yang mermpunyai konsep sebagai Baitul
Maal Wattamwil, yang berarti lembaga ini mempunyai dua inti kegiatan pokok,
vaitu Baitul Maal dan Baitul Tamw/{. | |

Menurat fungsinya Baitul Maal bertugas untuk menghimpun, mengelola,
dan menyaiurkan dana infag dan shadagah (ZIS) yaﬁg menitikteratkan pada
asiaek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sementara
Baitut 1 icrmwif merupakan lembaga komersial (profit motive) dengan pendanaan
dari pihak ketiga, bisa berupa pinjaman atau investasi untuk mengembangkan
usaha-usaha produktif dalam memngkatkan kualitas keglatan ekonomi pengusaha
yang dijalankan berdasarkan prinsip syari’'ah. Dengan demikian, BMT
menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya dalam satu l::mbaga , yaitu
Baitul Maal yang tidak mencari keuntungan atau nirlabé dan Baitul Tamwil yang

dalam pendiriannya memang sengaja didirikan untuk mencari keuntungan (laba).

2. Kesimpulan Kkusus
a. Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang

Pengelolaan Zakat Dalam Kegiatan dan Pengembangan Baitul Maal
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Wattamwil belum  sepenuhnya dilaksanakan atau belumn efektif

dilaksanakan hal tefsebut dikarenakan:

i) BMT di Kabupaten Kudus belum semuanya ada Dewan Syari’ah;

2) Scbagian besar para pengelola BMT di Kabupaten Kudus kurang
memahami peraturan perUndang-Undangan yang berlaku bahkan
ada yang tidak tahu sama sekali;

3) BMT dengan Undang—Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang
Pengelotaan Zakat lebih dulu BMT keberadaanya, yaitu tahun 1997.
Sehingga apabila ada kerancuan mengenai pengelolaan zakat dalam
. léembaga tersebut sangatlah wajar;

4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
dengan keadaannya yang masih perlu disempurnakan, belum
maksimal  disosialisasikan, sehingga masih banyak elemen
masyarakat yang bukan saja memahami isinya tetapi juga belum
| mengetahui keberadaannya. |

“Dengan demikian twjuan dari zakat sebagai dana pengembangan
ckonomi. ti&ak terwujud, tetapi tidak lebih hanya sebagai dana
sumbangan konsumtif yang sifatnya sangat temporer, seabagai contoh
adalah pemberian zakat di bula.n Ramadhan yang digunakan sebagai
pemenuhan kebutuhan konsumsi si miskin di hari raya, dan setelah hari

raya mereka kembali tidak tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan

mereka sehari-hari.
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Pembagian dana zakat, sebenarnya, harus memberikan kcﬁlamaan
dengan tujuan yang memungkinkan si miskin dapat menjalankan usaha
sehingga mampu berdikari, sebab merupékan suatu kewajiba.n bagi
setiap muslim untuk dapat menghidupi dirinya.

b. Hambatan-hambatan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 dalam kegiatan dan pengembangan Baitul Maal Wattamwil
(BMT). |

Mengenai penghimpunan zakat, Baitul Maal Wattamwil (BMT)
masih kesulitan melakukannya karena dihadapkan pada sckian banyak
. o
hambatan. Hambatan tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut :

1) Baitul Maal Wattamwil (BMT) adalah lembaga baru yang
keberadaannya masih terus dipertanyakan sampai sekarang termasuk
oleh komunita;s muslimnya sendiri, sehingga setiap program kerja
yang digulirkannya ke tengah masyarakat, sebagai apapun lprogram

itu, termasuk ihwal pengelolaan zakat, tidak serta merta diterima

mereka tanpa reserve. Semua mesti melalui proses ujian terlebih

dulg, "dan ini akan memakan waktu relatif lama. Fakta
mepunujukkan, sebagian elemen masyarakat kita masih memiliki
anggapan bahwa Baitul Maal Wattamwil (BMT) dan lembaga
keuangan konvensional hakikatnya sama dan ia sebatas konversi dari
istilah bunga menjadi bagi hasilSehingge dari persepektif
agamapun, menurut mercka, Baitul Maal Wattamwil (BMT) tak

beda dengan bank konveﬁsional yang beroperasi dengan sistem
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bunga. Ini yang menyebabkan mereka terus mempertanyakan
keberadaan - Baitul Maal Wattamwil —(BMT) sebagai lembaga
keuangan syari‘al,

Sebagian besar pengelola Baitul Maal Wattemwil (BMT) belum
memahami  dengan baik filosofi zakat berikut hikimah
penéyariatannya, landasan hukumnya, jenis dan takarannya serta
bagaimana menjelaskan secara lugas kepada kelompok sasaran yang

sebagian besar masih awam. Ini yang menjadi sebab sehingga

* mereka sering kehilangan nyali ketika harus melakukan kegiatan

3)

4)

‘sosialisasi penghimpunan zakat oleh Baitul Maal yang masih

dikelolanya dengan semi profesional;

Kompleksnya permasalahan di seputar penghimpunan zakat, secara
aktual telah mela..hjrkan' féﬁoﬁlena frﬁstasi massal sebagian besar
pengelola Paitul Maal Wattarﬁwil (BMT) yang tidak memiliki
ghiraﬁ yang kuat untuk mem;iéxjuangkan tegaknya nilai-nilai Illahi
dalam wacana keseharian masyarakat kita;

Sebe;gian besar umat Islam Indonesia apalagi yang hidup di daerah
marginal (pedésaan) sampai sckarang masih kukuh berpedoman
pendapat yang menyebutkan bahwa zakat adalah urusan pribadi
seorang muslim dengan Tuhannya yang pembayarannya tidak dapat
diatur atan diintervensi pihak manapun termasuk Bairul Maal
Wattamwil (BMT) , karena hal itu dianggap berbelit-belit dan dapat

melahirkan sikap pamer dari pemberi zakat;
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3) Terdapal indikasi menguatnya paham (profit-oricnted) pada
sebagaian besar pengelola Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai
buah dipeganginya dengan kukuh prinsip “memberdayakan ‘diri
sendiri (tim pengelola) lebih penting dan harus didahulukan sebelum
‘memberdayakan orang lain”. Inilah yang sering dijadikan dalih
untuk tega melupakan misi sosial Baitul Maal Wattamwil (BMT)
yang telah diamanatkan para penggagas dan pendiri sejak pertama

kali lembaga ini terbentuk. '

 Mungkin telah tiba saatnya untuk menghidupkan kemibali Baitul

Maal Wattamwil (BMT) yang selama ini ada hanya dalam wacana.

Tentunya bila kita menyadari sepenubhnya bahwa membiarkan Raitul Maal

Wattamwil (BMT) dengaﬁ keadaannya seperti sekarang berarti inembiarkan

. lembaga ini terus menggali kuburnya sendiri. Ibarat anak yatim piatu, Baitul

Maal (BMT) adalah makhluk tak berdaya yang perlu dikasihani, sehingga
penting direnungkan makna peringatan Nabi SAW. Yang menyebutkan
seburuk-buruk rumah adalah rumah yang. di dalamnya disia-siakan anak
yatim. Jika kitapun diperkenankan melakukan analogi (giyas) terhadap
peringatan Nabi tersebut dalam pengertian yang lebih luas, barangkali kita
dapat pula berpendapat, seburuk-buruknya Baitul Maal (BMT) adaiah BMT

yang di dalamnya disia-siakan Baitul Maal.
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B. SARAN
1. Saran Umum

'Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang
sudah berlaku sampai sekarang, masih peﬂu adanya penyempurnaan dan
hendaknya secara intensif disosialisasikan kepada masyarakat pada umumnya
umat Islam dan khususnya para pengeloia ‘Baitul Maal Wattamwil (BMT).

‘Sehingga dengan adanya sosialisasi secara intensif sedikit demi sedikit

permasalahan yang ada pada kegiatan-kegiatan BMT dan lainnya akan dapat

teratasi.
2. Saran Khusus
a. Penerapan Undang—Undang Nomor 38 Tahun 199 9 Tentang Pengelolaan
 Zakat Dalam Kegiataﬁ dan Péﬂg_elnbangan Baitul Maal Wattam;vil
.(BMT). yang dalam pénerapan masih kurang efektif disarankan agar para
pengeléla Baitul Maal Wattamwil (BMT) untuk turut aktif mengikuti
 sosialisasi tentang hal tersebut dan mempunyai inisiatif mengadakan
pelatihan-pelatihan yang ada kaitannya dengan kegiatan dan
pengembangan Baitul Maal Wattamwil (ﬁMI‘).
b. Hambeuian-hambatan da]am'pene_rapan Undang-Undang N(')mor 38 tahun
1999 Tentang pengelolaan Zakat dalam Kegiatan dan Pengembangan
Eairul Maal Wattamwil (BMT) di Kabupaten Kudus sebagaimana
dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka disarankan agar para
'pengelola Baitul Maal Wattamwil {(BMT) lebih roemaksimalkan

melakukan sosialisasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat bersama
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pemerintah dalam masyarakat. Bcrsamaian dengan itu, pemerintah perlu
memikirkan pentingnya dibentuk tim khusus yang bertugas melakukan
evaluasi terhadap pelaksé.naan Undang-Undang Pengelolaan Zakat agar
sedini mungkin dapat dideteksi ada tidaknya hambatan yang dihadapi'
herikut permasalahan-permasalahan yam;l.;,r mengikutinya, schjngga. upaya

perbaikan Undang-Undang semakin mudah dilakukan.

A
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